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Peranan Sintong Panjaitan 
dalam Detik-Detik yang 
Menentukan 


(Sebuah Pengantar) 


Terbitnya buku Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando pada bulan Maret 2009 telah menim- 
bulkan kontroversi baru. Buku yang ditulis oleh wartawan se- 
nior TVRI Hendro Subroto berdasarkan wawancara dengan 
Mayjen (Purn) Sintong Panjaitan itu dinilai memiliki bobot 
politik khusus. Buku itu mengritik peran dan tindakan dua 
jenderal yang sedang mencalonkan diri sebagai Presiden Repu- 
blik Indonesia, yakni Wiranto dan Prabowo. 

Selain tudingan adanya agenda politik praktis, buku itu 
nampaknya ingin menggambarkan peranan Sintong Panjaitan 
dalam hari-hari reformasi 1998. Saat itu ia bertugas sebagai 
penasihat hankam bagi Habibie. Dengan bukunya, Sintong 
ingin menjelaskan sekurangnya tiga hal. 

Pertama, dia tidak menasihatkan Habibie untuk meng- 
angkat Jenderal Wiranto sebagai Menhankam/Panglima ABRI. 
Sintong merekomendasikan nama Letjen A.M. Hendropriyono. 


Keputusan memilih Wiranto adalah hak prerogatif Habibie se- 
bagai Presiden. 

Kedua, perintah memecat Letjen Prabowo dari posisi 
Pangkostrad bukan datang dari dirinya. Oleh Habibie, Sintong 
hanya ditugasi untuk mengawasi timbang terima jabatan 
Pangkostrad. Sintong juga sempat diajak berdiskusi oleh Habi- 
bie mengenai kemungkinan kalau-kalau perintahnya tidak 
ditaati oleh Prabowo dan pendukungnya. 

Ketiga, berita mengenai pergerakan Tiar” pasukan Kostrad 
muncul dari Wiranto, tetapi tafsiran mengenai kemampuan 
Prabowo melakukan kudeta adalah dari dirinya. Sintong hanya 
berhitung bahwa Prabowo, seandainya ia mau, bisa saja mela- 
kukan kudeta. Sebab kekuatan pasukannya cukup memadai 
untuk melancarkan sebuah manwver militer. 

Gerakan pasukan Kostrad yang tidak diketahui Panglima 
ABRI merupakan sinyal bahaya bagi Presiden Habibie. Ini mi- 
rip dengan gerakan “pasukan liar” pada 11 Maret 1966 yang 
membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar.' Ke- 
putusan Presiden B.J. Habibie memecat Prabowo dari jabatan 
Pangkostrad “hari itu juga, sebelum matahari terbenam” ba- 
rangkali muncul dari tekanan psikologis yang sama dengan 
Presiden Soekarno saat menandatangani Supersemar. 

Tiga hal itu mengungkapkan, Sintong Panjaitan memiliki 
peran dalam detik-detik yang menentukan transisi kekuasaan 
Soeharto-Habibie. Sebagai penasihat dan orang dekat Habibie, 
ia memiliki pengaruh untuk ikut memberi masukan. Walau- 
pun memang Habibie-lah penentunya. 


1 Pasukan itu juga berasal dari Kostrad yang waktu itu di bawah pimpinan 
Mayjen TNI Kemal Idris. 
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Siapakah Sintong Panjaitan? 

Nama Sintong Panjaitan dua kali melambung ke permu- 
kaan. Yang pertama adalah tahun 1981, ketika sukses memim- 
pin tim antiteror membebaskan sandera dari pembajak. Hanya 
jatuh dua korban, seorang anggota tim antiteror bernama Ah- 
mad Kirang, dan pilot Garuda Woyla bernama Herman Rante. 
Prestasi tim besutan Sintong (yang diawasi langsung Jenderal 
Benny Moerdani) mendapat pujian yang luas dari segala pen- 
juru dunia. 

Satu dekade kemudian, namanya kembali menjadi head- 
line di media massa. Tapi kali ini, bukan dengan pujian. Sebagai 
Pangdam Udayana, dia disorot karena tragedi Santa Cruz 12 
November 1991 di Dili, Timor Timur. Sejumlah korban tewas 
ditembaki oleh anak buah Sintong, sehingga secara struktural 
dia pun harus bertanggung jawab. Jabatannya sebagai pang- 
lima dicopot, dan nampaknya karir militernya segera berakhir. 
Sintong telah menjadi “kartu mati”. 

Tapi, untung ada Habibie. 

Berkat Habibie, Sintong Panjaitan kembali eksis dalam 
lingkungan elit politik. Setelah pensiun dengan pangkat letnan 
jenderal, Habibie menggunakan jasa Sintong sebagai penasi- 
hat. Di mata B.J. Habibie, Sintong dikenal sebagai seorang 
perwira tinggi yang profesional, jujur berdedikasi, berdisiplin 
dan taat beragama”.? Selama enam tahun Sintong membantu 
B.J. Habibie sebagai Staf Ahli bidang Sistem Senjata di Badan 


2 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit 
Para Komando, hlm. 8 
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Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pengelola 
Strategi Industri Strategis (BPIS), maupun di Kantor Menteri 
Negara Riset dan Teknologi. 

Ketika karir politik Habibie menjulang, nama Sintong ikut 
terangkat. Sidang Umum MPR Maret 1998 menetapkan Habi- 
bie sebagai Wakil Presiden RI. Letjen TNI (Purn) Sintong Pan- 
jaitan pun menjadi Penasihat Wakil Presiden Bidang Hankam. 
Dua bulan kemudian, tepatnya tanggal 21 Mei 1998, Jenderal 
Besar TNI (Purn) Soeharto menyatakan diri lengser. Sesuai 
ketentuan UUD 1945, dia digantikan Wakil Presiden B.J. Ha- 
bibie. Sintong pun turut menikmati “promosi”. Dia segera meng- 
awali karier sebagai Penasihat Presiden bidang Hankam. 

Di titik inilah Sintong Panjaitan menjadi saksi mata per- 
tarungan berbagai kelompok kepentingan. Banyak orang men- 
dekati Habibie sang penguasa baru, dan posisi Sintong pun 
jadi sangat strategis. Sebagai penasihat Presiden, dia mampu 
memberi masukan yang akan didengarkan Presiden. Keputus- 
an akhir memang berada di tangan presiden, namun Sintong 
bisa memberi pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Buku riwayat hidup Sintong Panjaitan dimaksudkan un- 
tuk melengkapi detail-detail yang tercecer dari peristiwa leng- 
ser-nya Soeharto.3 Dalam buku itu nampak betapa terlibatnya 
Sintong dengan keputusan-keputusan yang diambil Habibie. 
Bukan hanya menasihati Habibie, Sintong juga memberi ma- 
sukan kepada jenderal-jenderal yang sedang bertugas. 





3 Yang sudah lebih dulu terbit antara lain buku B.J. Habibie (Detik-Detik 
yang Menentukan: Perjalanan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, 
2006): buku Wiranto (Bersaksi di Tengah Badai, 2003): buku Kivlan Zen 
(Konflik dan Integrasi TNI AD, 2004), buku Subagyo HS (KASAD dari 
Piyungan, 2004). 
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Satu contoh adalah mengenai Paspampres. Menurut in- 
formasi yang dikumpulkan oleh Sintong, ternyata pada bulan 
pertama dan bulan kedua setelah Soeharto tidak menjabat se- 
bagai presiden, Soeharto masih sering berkumpul dengan para 
perwira Pasmampres untuk latihan menembak, berbincang- 
bincang, makan bersama dengan mereka di asrama. 

Kepada Komandan Paspampres Mayjen TNI Endriartono 
Sutarto, Sintong mengingatkan, “Eh, Tok, saya rasa kunjungan 
Soeharto ke Paspampres, perlu dihentikan. Kalau beliau sudah 
berhenti sebagai presiden kalian jangan terlalu dekat.” Menurut 
pemikiran Sintong, tidak mungkin Paspampres berkomunikasi 
atau bergaul akrab dengan mantan presiden di asrama, se- 
dangkan pimpinan negara sudah dipegang oleh presiden baru.“ 

Ternyata beberapa bulan kemudian Sintong mendapat la- 
poran lagi bahwa Soeharto sedang melakukan latihan menem- 
bak bersama para perwira di asrama Paspampres. “Wah, ini 
tidak benar,” kata Sintong. Kemudian ia melaporkan hal itu 
pada Presiden B.J. Habibie. Sintong menyarankan agar Endri- 
artono Sutarto yang sudah menjabat Komandan Paspampres 
pada waktu presiden masih dijabat oleh Soeharto, agar diganti 
untuk penyegaran. 

Kisah itu menunjukkan betapa Sintong mampu meme- 
ngaruhi penugasan perwira tinggi TNI. Juga secara tersirat 
menegaskan loyalitas Sintong kepada Habibie, yang betul-betul 
ingin membangun citra sebagai pemimpin baru yang bukan 
merupakan bagian dari rezim lama. 

4 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit 
Para Komando, hlm. 434-435 


$ Hendro Subroto (2009) Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit 
Para Komando, him. 435 
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Kader Benny Moerdani 

Dalam sejumlah analisis mengenai intrik dan konflik di 
tubuh Angkatan Darat, nama Sintong Panjaitan diposisikan 
ke dalam kubu Benny Moerdani. Itu berarti, secara ideologis 
dia dianggap berseberangan dengan kelompok “ABRI Hijau”. 
Istilah “ABRI Hijau” mengacu pada kelompok perwira tinggi 
beragama Islam yang mencoba merebut kembali posisi-posisi 
kunci dalam militer. Kelompok ini dianggap berlawanan kepen- 
tingan dengan “grup Benny” —kelompok perwira yang berafili- 
asi pada mantan orang kuat Jenderal L.B. Moerdani." 

Seperti diketahui, Soeharto menganggap Islam adalah 
kekuatan potensial yang mampu mengimbangi kekuasaannya. 
Soeharto juga menganggap kekuatan militan Islam sebagai 
ancaman bagi kredo stabilitas yang dianut rezimnya. Itulah 
sebabnya kaum militan Islam disebut dengan istilah “ekstrem 
kanan”. Seperti kelompok “ekstrem kiri” yang digunakan untuk 
menyebut kekuatan-kekuatan komunis-sosialis, kelompok 
“ekstrem kanan” dianggap berpotensi menimbulkan keresahan 
masyarakat dan merebut kekuasaan negara. 

Salah satu perwira tinggi AD yang terkenal karena ke- 
islamannya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Bagi Soe- 
harto, Jenderal Nasution adalah pesaing potensial. Maka, 
Soeharto dan kelompoknya berupaya menghambat mengalir- 
nya dukungan bagi Nasution sebagai pemimpin nasional. Ka- 
rier politik Nasution hanya sampai Ketua MPRS (Majelis Per- 





8 Selain itu, ada juga kelompok “ABRI Merah Putih” yang lebih netral. 
Dipetakan ke dalam kelompok ini adalah Jenderal Try Sutrisno, Jenderal 
Edi Sudradjat, dan Jenderal Wiranto. 
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musyawaratan Rakyat Sementara). Bahkan pada dekade 8o- 
an, Nasution ditempatkan ke dalam kelompok oposan bersama 
beberapa mantan perwira tinggi yang vokal, antara lain Letjen 
(Purn) H.R. Dharsono, mantan Panglima Siliwangi, dan Letjen 
Marinir (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta. 
H.R. Dharsono kelak malah dipenjarakan oleh Soeharto. 

Dalam memperkuat kekuasaannya, Soeharto menerima 
bantuan dari perwira-perwira tinggi non-muslim, atau mereka 
yang sekurangnya sekuler. Jenderal Maraden Panggabean (Men- 
hankam Pangab periode 1969-1978) sebagai sosok prajurit pro- 
fesional yang loyal, sangatlah berharga bagi Soeharto. Ketika 
Jenderal Panggabean pensiun, muncullah nama Jenderal M. 
Jusuf sebagai Panglima ABRI. 

Bagi rezim Soeharto, M. Jusuf memiliki andil besar. Ber- 
sama Amirmachmud dan Basuki Rachmat, dia pergi naik heli- 
kopter ke Istana Bogor di hari yang hiruk-pikuk, 11 Maret 1966. 
Setelah negosiasi yang alot dengan Soekarno, ketiga jenderal 
itu pulang malamnya membawa naskah Supersemar bagi Let- 
jen Soeharto. Supersemar itulah yang dipakai Soeharto untuk 
mengambil tindakan-tindakan politik seperti membubarkan 
PKI, menahan menteri-menteri Kabinet Dwikora, memenang- 
kan simpati rakyat, dan akhirnya dilantik sebagai Mandataris 
MPR menggantikan Presiden Soekarno. 

Jadi, pengangkatan Jenderal M. Jusuf sebagai Menhan- 
kam/Pangab bisa juga dimaknai sebagai ungkapan terima ka- 
sih Soeharto, selain saat itu tidak ada lagi perwira tinggi di 
Angkatan Darat yang kompeten sekaligus dipercaya oleh Presi- 
den Soeharto. Seperti halnya pemimpin Orde Baru itu meng- 
angkat Amirmachmud sebagai Menteri Dalam Negeri, menga- 
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nugerahkan gelar pahlawan bagi Jenderal Basuki Rachmat, 
dan mengangkat Umar Wirahadikusumah” sebagai Wakil Pre- 
siden. 

Naiknya M. Jusuf memunculkan embrio bagi terbentuk- 
nya kelompok “ABRI Hijau” sepuluh tahun berikutnya. Bagi 
Soeharto sendiri, popularitas M. Jusuf di kalangan tentara dan 
masyarakat,? dianggap menjadi ancaman tersendiri. Ada in- 
formasi intelijen bahwa Jusuf sedang menyusun kekuatan un- 
tuk menggantikan Soeharto sebagai presiden. 

Tentu saja Presiden Soeharto tidak senang. Berpalinglah 
ja pada perwira-perwira tinggi seperti Letjen Benny Moerdani. 
Loyalitas Jenderal Benny tidak diragukan. Ia adalah didikan 
Ali Moertopo. Di masa lalu, Ali Moertopo adalah sosok kunci 
yang memuluskan jalan bagi Soeharto untuk mencapai tujuan- 
tujuan taktis dan strategis. Ali Moertopo berperan besar dalam 
merealisasikan kebijakan fusi partai-partai politik hingga men- 
jadi tiga buah saja; PPP, Golkar, dan PDI. 

Jenderal Benny Moerdani berlatar belakang intelijen. Dia 
menguasai informasi yang tidak diketahui kebanyakan orang 
lain. Oleh karena itu, banyak pihak yang berkepentingan de- 
ngan kejatuhannya. Tapi Soeharto merasa safe dengan jenderal 





? Mayjen TNI Umar Wirahadikusumah menjabat Pangdam Jaya pada saat 
Pangkostrad Mayjen Soeharto mulai menumpas Gerakan 30 September 
pada 1 Oktober 1965. Tanpa dukungan Umar, sulit bagi Soeharto untuk 
memobilisasi pasukan melawan kekuatan Letkol Untung cs. 

8 Antara lain dengan program AMD (ABRI Masuk Desa) yang terkenal itu. 
Program ini didesain mirip seperti civic mission pada awal dekade 1960- 
an. Dalam program ini, tentara bersama rakyat setempat membangun 
infrastruktur untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Atas bantuan 
militer dari Amerika Serikat, program civic mission digunakan dengan 
tujuan untuk membendung pengaruh komunis di desa-desa. 
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ini. Karena Benny non-muslim, tidak mungkin baginya untuk 
menyusun rencana menjatuhkan Soeharto dan menjadikan 
dirinya sendiri presiden. 


Keterlibatan Prabowo 

Di sini Prabowo Subianto mulai terlibat. Prabowo adalah 
anak Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang berlatar bela- 
kang PSI (Partai Sosialis Indonesia). Prabowo menikah dengan 
putri Soeharto. Dalam pernikahan itu, M. Jusuf menjadi salah 
satu saksi. | 

Setelah diambil menantu oleh Soeharto, posisi Prabowo 
jadi naik pamor. Prabowo masih perwira menengah, tapi pe- 
ngaruhnya sudah sama seperti seorang jenderal. Prabowo per- 
nah bekerja untuk Benny. Tetapi, Prabowo juga pernah meng- 
gegerkan ABRI ketika memunculkan isu kudeta yang akan 
dilakukan Jenderal Benny Moerdani. Isu itu tidak terbukti. 
Tapi kerusakan hubungannya dengan grup Benny sudah tidak 
terhindarkan. 

Sintong Panjaitan dianggap sebagai salah satu kader L.B. 
Moerdani. Sintong sendiri menolak anggapan itu. Tapi sejum- 
lah sumber menyatakan bahwa dia memang berada dalam 
grup Benny. Anggapan ini terbukti dengan kisah-kisah Sintong 
sendiri, di mana dia seringkali berseberangan sikap dan prinsip 
dengan Prabowo. 

Salah satu perbedaan pandangan adalah mengenai Ko- 
passus itu sendiri. Sintong Panjaitan adalah perwira yang di- 
percaya Jenderal L.B. Moerdani untuk mereorganisasi Kopas- 
sandha (Komando Pasukan Sandi Yudha) menjadi Kopassus 
(Komando Pasukan Khusus). Strategi downsizing diperlukan 
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untuk membuat pasukan khusus tidak kehilangan kekhusus- 
annya. Yang ditekankan adalah kualitas, bukan kuantitas. 
Maka, Korps Baret Merah pun diciutkan jumlah personelnya 
menjadi kira-kira separuh saja. Ada kemungkinan insubordi- 
nasi atau pembangkangan, bahkan desersi, karena baret merah 
adalah kebanggaan yang sulit ditukar dengan baret warna lain. 
Namun Sintong menekankan, mutasi ribuan prajurit baret me- 
rah (Kopassus) ke korps baret hijau (Kostrad) tidak memuncul- 
kan dampak yang merusak. 

Namun, sosok pasukan khusus yang kecil dan berkualitas 
yang dirintis Sintong tidak berumur panjang. Pada akhir tahun 
1995 Kolonel Prabowo Subianto dilantik menjadi Komandan 
Kopassus dan pangkatnya dinaikkan menjadi brigadir jenderal.’ 
Saat menjadi Komandan Kopassus, Prabowo melakukan eks- 
pansi yang ambisius untuk memekarkan kekuatan pasukan. 
Prabowo memperbanyak kembali jumlah personel jadi sekitar 
6.000 orang. Menurut Sintong, pengembangan itu jelas tidak 
sesuai dengan rencana strategis TNI AD." 

Pengembangan kekuatan Kopassus berdampak langsung 
pada meroketnya pangkat Prabowo. Pada bulan Agustus 1996, 
Prabowo naik lagi pangkatnya menjadi mayor jenderal. Ke- 
naikan pangkat itu disebabkan peningkatan status jabatan dari 
Komandan menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Dengan 
demikian dalam jangka waktu delapan bulan, Prabowo Subi- 
anto mengalami dua kali kenaikan pangkat (dari kolonel ke 
brigadir jenderal dan akhirnya mayor jenderal) dalam jabatan 





* Prabowo merupakan komandan ke-15 Kopassus. 
10 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 315 
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yang sama." Tanpa pengembangan Kopassus, yang berarti 
tidak ada jabatan Danjen Kopassus, tak sulit diduga bahwa 
Prabowo Subianto akan meninggalkan jabatan Komandan 
Kopassus dengan pangkat brigjen—jenderal bintang satu. 

Kecemerlangan Prabowo di tahun 1995-1996 bertolak be- 
lakang dengan nasib yang dialami Sintong. Setelah pensiun 
dari dinas militer, Sintong dekat dengan Habibie. Pada saat 
yang sama, Habibie menuai investasi politiknya saat ia mendi- 
rikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Organi- 
sasi ini dimaksudkan untuk mengimbangi peranan lembaga 
think thank yang dipercaya Soeharto sejak awal Orde Baru, 
yaitu CSIS (Centre for Strategic and International Studies). 
Banyak orang yakin bahwa kekuatan-kekuatan non-muslim 
menyusup melalui CSIS untuk memengaruhi kebijakan-kebi- 
jakan politik di Indonesia. 

Bintang politik Habibie kian cemerlang, hingga dia diang- 
kat menjadi Wakil Presiden RI pada bulan Maret 1998 hingga 
lima tahun ke depan. Di saat yang sama, Habibie juga dekat 
dengan Prabowo. Padahal Prabowo telah menjalin kontak de- 
ngan kelompok-kelompok Islam yang mendukung perjuangan 
politiknya. Di sinilah terjadi potensi benturan, antara Sintong 
yang notabene berada di grup Benny, dan Prabowo yang ber- 
afiliasi ke “ABRI Hijau”. 


MN Padahal, kenaikan pangkat reguler dalam Angkatan Bersenjata hanya 
dilakukan dua kali setahun, yaitu pada bulan April dan bulan Oktober, 
kecuali kenaikan pangkat luar biasa. Dengan kenaikan pangkat yang 
cepat menjadi mayor jenderal, Sintong memperhitungkan bahwa 
Prabowo tinggal satu langkah lagi untuk memegang jabatan Panglima 
Kostrad yang merupakan jabatan perwira tinggi berbintang tiga (lihat 
Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit 
Para Komando, hlm. 314-315). 
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Di sisi lain, ada Jenderal Wiranto yang menjabat Panglima 
ABRI. Pada pertengahan Mei 1998 Wiranto adalah perwira 
yang paling dipercaya Soeharto. Jenderal Wiranto juga mampu 
memelihara akses, dukungan dan kerjasama dari perwira-per- 
wira tinggi berbintang tiga dari kelompok netral seperti Susilo 
Bambang Yudhoyono, A.M. Hendropriyono, dan Agum Gu- 
melar. 

Benturan kepentingan pun tak terelakkan. 
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Bagian I 


“Kudeta L.B. Moerdani' 


Bab 1 


Rencana “Kudeta” 
Sekelompok Perwira Muda 


Pada tahun 1980-an, Menhankam/Pangab Jenderal M. 
Jusuf adalah figur yang sangat populer. Bagi kalangan media 
massa, sosoknya dianggap “laku dijual”. Laporan khusus TVRI 
mengenai perjalanan dinas Menhankam/Pangab beserta rom- 
bongannya ke berbagai penjuru Nusantara selalu dinanti para 
pemirsa. Para perwira yang jadi anggota rombongannya, biasa- 
nya punya jalan karir yang cemerlang. Konon, hanya Presiden 
Soeharto yang bisa mengalahkan popularitas Jenderal M. Ju- 
saf, 


12 Secara cerdik, Menhankam/Pangab Jenderal TNI M. Jusuf 
menggunakan cara yang berbeda dibandingkan Presiden Soeharto dalam 
berdialog dengan audiens. Cara bicara Soeharto datar dan cenderung 
membosankan. Sedangkan M. Jusuf penuh jujur, penuh spontanitas, dan 
lebih akrab. Pada awalnya, Menhankam/Pangab sering mengatakan 
kepada audiens kalimat “Presiden Soeharto titip salam bagi saudara- 
saudara”. Kalimat ini dimaksudkan untuk memberi pesan bahwa 
Soeharto-lah bosnya. Namun setelah insiden gebrak meja di depan 
Soeharto, M. Jusuf semakin jarang mengucapkan kalimat itu. 
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Selama lima tahun yang dinamis (1978-1983), kepemim- 
pinan Jenderal M. Jusuf telah menorehkan kenangan bagi ba- 
nyak prajurit yang dipimpinnya. Sang jenderal sangat peduli 
terhadap kesejahteraan prajurit. Sang jenderal menaruh minat 
pada apa yang mereka makan, di mana mereka tinggal, dan 
bagaimana perlengkapan tempur mereka. Sang jenderal sering 
memberi anugerah kenaikan pangkat secara otomatis kepada 
prajurit yang dinilainya berprestasi bagus. Sang jenderal rajin 
berkunjung ke daerah-daerah, menggunakan pesawat komando 
yang khusus dipesan baginya,' untuk berinteraksi langsung 
dengan ABRI dan rakyat di pelosok-pelosok. 

Tapi, ada juga yang dikabarkan tidak senang dengan po- 
pularitas M. Jusuf yang makin bersinar. Muncul kabar yang 
semakin santer, bahwa M. Jusuf mengincar kursi RI-1 meng- 
gantikan Soeharto. 


Gebrak Meja di Depan Soeharto 

Soeharto sangat penuh perhitungan untuk menentukan 
siapa yang menjadi pembantu dekatnya. Untuk memutuskan 
siapa yang menjadi Panglima ABRI, Soeharto nampak men- 
syaratkan kriteria khusus. Syaratnya, orang itu tidak berpotensi 
menggulingkan kedudukannya. Apa yang terjadi sebelum Pe- 
ristiwa Malari 1974, pada saat Pangkopkamtib/Wapangab 
Jenderal Sumitro dinilai menggalang kekuatan untuk memu- 
luskan “ambisi-ambisi tertentu”, nampaknya telah jadi pela- 
jaran yang berarti. 


3 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 5-7. 
Jenderal M. Jusuf adalah pimpinan ABRI yang paling sering mengadakan 
kunjungan ke daerah. 
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Tahun 1969, ketika nampaknya situasi kamtibmas sudah 
pulih pasca pemberontakan G 30 S/PKI, Soeharto menyerah- 
kan jabatan Menhankam/Pangab kepada Jenderal Maraden 
Panggabean. Sang jenderal berasal dari Sumatera, lagipula 
non-muslim. Peluangnya sangat kecil untuk menggantikan 
kedudukan Soeharto. Maka, Jenderal Panggabean berkesem- 
patan mengabdi sebagai Pangab dalam kurun waktu lama. 

Ketika Panggabean sudah harus diganti, ada beberapa 
kandidat yang dirasa cocok. Misalnya Jenderal TNI Surono, 
Jenderal TNI Umar Wirahadikusumah, dan Jenderal TNI Wi- 
dodo. Jenderal Widodo adalah KSAD aktif, sehingga masyara- 
kat menebak dialah sosok yang tepat untuk menggantikan Jen- 
deral Panggabean. 

Namun, banyak kejutan muncul ketika Presiden Soeharto 
mengumumkan nama-nama personil Kabinet Pembangunan 
III. Jenderal Panggabean menjadi Menko Polkam, Jenderal 
Surono ditugaskan sebagai Menko Kesra, sedangkan Letjen 
Ali Moertopo menjadi Menteri Penerangan.“ Yang paling me- 
ngejutkan, Jenderal TNI M. Jusuf jadi Menhankam/Pangab 
sedangkan Laksamana Sudomo menjadi Panglima Kopkamtib 
merangkap Wakil Pangab. 


M Jabatan Letjen Ali Moertopo sebelumnya adalah Deputi Kepala Bakin. 
Sejak perwira menengah, Ali Moertopo selalu disertakan Soeharto dalam 
misi-misi pentingnya. Bertahun-tahun Ali Moertopo menjadi staf pribadi 
Presiden Soeharto, bertanggung jawab di bidang-bidang khusus. Karena 
kedekatannya dengan Soeharto, Ali Moertopo begitu powerful dalam 
percaturan politik nasional. Ia berhasil dalam menjalankan tugas-tugas 
Operasi Khusus, terutama fusi partai-partai politik. Jabatan baru sebagai 
Menteri Penerangan jelas tidak sesuai yang diantisipasi banyak orang. 
Mungkin ini ada kaitannya dengan kondisi kesehatan Ali Moertopo yang 
mulai memburuk. Tahun 1978 ia mengalami serangan jantung. Tahun 
1984 ia meninggal dunia. 
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Soeharto telah menjatuhkan pilihan pada Jenderal M. 
Jusuf. Dia muslim, tetapi bukan orang Jawa. Sebagai orang 
Makassar, cukup tipis peluangnya untuk menggoyang kedu- 
dukan Soeharto. Maka, Letjen M. Jusuf mendapat kepercayaan 
menjadi Menhankam/Pangab, dan pangkatnya dinaikkan jadi 
jenderal berbintang empat.'s 

Hanya selama lima tahun, apa yang nampaknya tidak 
mungkin menjadi mungkin. Popularitas Jenderal M. Jusuf te- 
rus meningkat secara konsisten. Kalau saat itu Indonesia sudah 
mengenal sistem pemilihan presiden secara langsung, cukup 
besar kans M. Jusuf untuk menang. 

Jelas, itu tidak disukai Presiden Soeharto. 

Memang, Pangkopkamtib Sudomo juga sering muncul di 
televisi sehubungan dengan Operasi Tertib (Opstib) yang digu- 
lirkannya. Opstib menuai hasil positif dengan menangkap ba- 
sah pelaku-pelaku korupsi dalam kegiatan sehari-hari, misal- 
nya oknum petugas di jembatan timbang. Ini membuat popu- 
laritas Sudomo juga meningkat. Tetapi, naiknya popularitas 
Sudomo tidak seberapa dibandingkan apa yang dinikmati Jen- 
deral M. Jusuf. 

Muncul kabar burung mengatakan bahwa M. Jusuf se- 
dang menggalang dukungan untuk menggantikan Soeharto 
sebagai Presiden. Simpati yang diraih M. Jusuf memang bukan 


15 Selain itu, ada kalkulasi politik bahwa diangkatnya M. Jusuf sebagai 
Menhankam/Pangab sebagai “balas budi” atas bantuannya mendapatkan 
Supersemar. Mayjen Basuki Rachmat telah menikmati jabatan sebagai 
Menteri Dalam Negeri, Jenderal Amirmachmud kelak menyusul menjabat 
sebagai Menteri Dalam Negeri. Jenderal Umar Wirahadikusumah (tokoh 
kunci yang sebetulnya bisa menggagalkan upaya Mayjen Soeharto 
mengonsolidasikan pasukan di hari genting 1 Oktober 1965) mendapat 
hadiah terbesar dengan menjadi Wakil Presiden periode 1983-1988. 
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hanya datang dari kalangan tentara. Masyarakat sipil juga 
merasakan dampak kepemimpinan M. Jusuf sebagai Pangab. 
Di berbagai daerah, banyak jembatan diperbaiki, jalan diba- 
ngun, infrastruktur dibenahi. Jenderal M. Jusuf menuai pujian 
dari banyak kalangan. 

Presiden Soeharto memutuskan untuk “menegur” Jende- 
ral M. Jusuf. a 

Suatu malam, Presiden Soeharto mengumpulkan sejum- 
lah pejabat tinggi di kediamannya di Jalan Cendana. Perte- 
muan tersebut bertujuan untuk membahas hal-hal yang ber- 
kaitan dengan masalah kenegaraan. Yang hadir antara lain 
Mensesneg Sudharmono, Sekkab Moerdiono, Asintel Hankam 
Letjen L.B. Moerdani, Mendagri Amirmachmud, dan Menhan- 
kam/Pangab Jenderal M. Jusuf. 

Mendagri Amirmachmud berbicara pertama kali, meng- 
ungkapkan suara-suara yang mengatakan bahwa dengan se- 
makin populernya Jenderal Jusuf selaku Menhankam/Pangab, 
maka diduga ada “ambisi-ambisi tertentu' Jenderal Jusuf yang 
perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan. 

Tiba-tiba Jenderal M. Jusuf menggebrak meja dengan ta- 
ngannya. Dengan suara keras ia berkata, “Bohong! Itu tidak 
benar semua! Saya ini diminta untuk jadi Menhankam/Pangab 
karena perintah Bapak Presiden. Saya ini orang Bugis. Jadi saya 
sendiri tidak tahu arti kata kemanunggalan yang bahasa Jawa 
itu. Tapi saya laksanakan perintah itu sebaik-baiknya tanpa 
tujuan apa-apa!” 

Semua hadirin yang berada di ruangan itu setelah hilang 
terkejutnya lalu terdiam. Belum pernah ada orang yang berani 
menggebrak meja di hadapan Presiden Soeharto dalam kondisi 
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apa pun. Adalah Presiden Soeharto sendiri yang kemudian me- 
mecah kekakuan suasana setelah itu. Katanya dengan nada 
dalam, “Sudah, sudah! Karena suasana tidak memungkinkan 
lagi, rapat kita akhiri sampai sekian saja. Nanti pada waktu 
yang tepat kita akan panggil lagi.” 

Semua keluar ruangan, kecuali Menhankam/Pangab dan 
Presiden Soeharto. “Jadi, Pak Jusuf, kita bicarakan hal-hal itu 
lain kali saja,” kata Presiden sambil berdiri dan mengantar Jen- 
deral Jusuf ke luar ruangan." 

Sejak itu, hubungan antara M. Jusuf dan Soeharto men- 
jadi renggang. Hingga berhenti dari jabatan kenegaraan ter- 
akhir di tahun 1993, M. Jusuf tetap konsisten untuk tidak me- 
ngunjungi Presiden pada Hari Raya Idul Fitri.” Walaupun 
keduanya sama-sama tinggal di kawasan Menteng selama 
lebih dari tiga puluh tahun. 


Surat Misterius dari Seorang Perwira Muda 
Waktu Prabowo Subianto masih berpangkat Letnan Satu 
dan bertugas di Timor Timur, Menhankam/Pangab Jenderal 
M. Jusuf mendatanginya dan menepuk pundaknya. “Kau harus 
jadi orang seperti ayahmu!” kata sang jenderal sambil mem- 
berikan surat yang dikirim Prof. Sumitro Djojohadikusumo.' 
Beberapa hari menjelang Menhankam/Pangab Jenderal 
TNI M.Jusuf akan mengakhiri jabatannya, terjadilah peristiwa 


16 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 269 
1 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 274 
18 Tempat tinggal Prof. Sumitro Djojohadikusumo bertetangga dengan 
M. Jusuf di Jl. Teuku Umar, Jakarta. Ketika tahu M. Jusuf hendak 
meninjau pasukannya di Timor Timur, Prof. Sumitro mendatangi Jusuf di 
kediamannya untuk menitipkan surat agar disampaikan kepada anaknya, 
Prabowo Subianto, yang sedang bertugas di sana. 
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yang nyaris fatal. Pada suatu hari yang tenang tanggal 26 Fe- 
bruari 1983, seseorang menyampaikan surat langsung kepada 
Menhankam/Pangab Jenderal TNI M. Jusuf. Surat itu berasal 
dari Mayor Anu, seorang perwira yang dikenal baik Jenderal 
M. Jusuf. Isinya adalah sebagai berikut:" 


Bapak yang Tercinta, 

Saat ini adalah detik-detik bersejarah. Bapak 
terpanggil untuk menyelamatkan Negara. Bapak 
jangan goyah. Demi TNI kita yang tercinta kalau 
berdiri teguh sekarang—pasti menang. Dukungan 
cukup kuat. Kami siap membela Kepentingan Bangsa 
di atas segala hal lain. 1945, 1948, 1965 dan sekarang! 
Kami ingin menghadap langsung untuk laporan. 
Tetapi Bapak dalam keadaan selalu diamati! Jangan 
percaya siapa saja. Termasuk SPRI, Walpri, 
pembantu rumah tangga, supir. Semua ruangan 
Bapak di kantor dan di rumah disadap. Semua telepon 
disadap. Semua gerakan Bapak diikuti. Kalau Bapak 
mau menerima kami nanti kita bisa atur pertemuan. 


19 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 
270-271. Jenderal M. Jusuf tidak menyebutkan siapa nama perwira 
menengah itu. Namun diduga kuat mayor itu adalah Prabowo Subianto. 
Ada sejumlah alasan yang masuk akal. Pertama, hubungan Prabowo dan 
M. Jusuf cukup dekat. Jenderal M. Jusuf adalah saksi dalam pernikahan 
Prabowo dengan Siti Hedijati Harijadi, puteri Soeharto. Alasan kedua, 
hanya Prabowo satu-satunya perwira menengah yang memiliki cukup 
keberanian untuk “memperingatkan” atasannya yang sudah menyandang 
bintang di pundak. Kalau informasi sepeka ini muncul dari perwira 
menengah lain, apalagi yang hubungannya tidak dekat, mungkin 
Jenderal M. Jusuf tidak akan memercayainya. 
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Kalau bisa segera. Pak Yogi?” juga diamati. Semua— 
Pak Sanif,? Himawan,2 dll. Jangan bicara terbuka di 
ruangan mana pun. 

Mohon jawaban segera lisan, surat ini mohon segera 
dibakar.” Kalau Bapak setuju bilang saja—okay, atur 
saja. Kami akan hubungi lagi. 


Demi TNI tercinta.“ 


Pertemuan pun diatur di sebuah kompleks militer yang 
cukup besar dan sering dikunjungi Jenderal M. Jusuf di wila- 
yah Jakarta Timur. Di sana, Menhankam/Pangab Jenderal 
M. Jusuf menemui sekelompok perwira muda yang dikumpul- 
kan Mayor X yang menulis surat padanya. Intinya, menurut 
M. Jusuf, para perwira muda itu tidak puas terhadap rencana 
pergantian Menhankam/Pangab dari Jenderal M. Jusuf ke- 
pada Jenderal L.B. Moerdani. 

Di sana Jenderal M. Jusuf mampu menunjukkan kewiba- 
waannya dan meminta mereka agar tidak melakukan perla- 
wanan atau gerakan lain yang bisa merusak jatidiri TNI. Sekitar 
tiga jam ia berada di sana. Dalam biografi M. Jusuf dituliskan, 





20 Letjen Yogie S. Memet, saat itu menjabat Danjen Kopassandha, kelak 
menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri 

2 Asisten Operasi Hankam 

2 Letjen Himawan Soetanto, Kepala Staf Operasi Hankam. Dia adalah 
atasan Letjen L.B. Moerdani. Jadi ketika Letjen L.B. Moerdani diangkat 
sebagai Menhankam/Pangab, dia langsung melampaui seniornya. 

23 Tetapi Jenderal M. Jusuf tidak membakar surat tersebut, melainkan 
disimpannya. Dalam buku Jenderal M. Jusuf, Panglima Para Prajurit 
(2006), surat tersebut disertakan sebagai lampiran—lihat halaman 443. 
24 Surat ini tidak mencantumkan tanda tangan atau nama. Tetapi dari si 
pembawa surat, Jenderal M. Jusuf tahu siapa yang menulisnya. 
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“Dalam waktu tiga jam Jenderal Jusuf mampu memadamkan 
sebuah rencana atau kehendak untuk mengambil alih kepe- 
mimpinan Negara, akibat kekecewaan dan ketidakpuasan me- 
reka atas rencana pergantian Menhankam/Pangab.”?5 

Kemudian, “Meskipun sejumlah kecil perwira pasukan elit 
belum tentu bisa mengambil alih kekuasaan dengan mudah, 
tetapi menurut Jenderal Jusuf hal demikian tidak boleh terjadi 
dalam tubuh TNI. Kata Jusuf, sejarah kita akan mencatat se- 
lama berabad-abad aib itu bila sampai terjadi.... Sebuah peris- 
tiwa yang mengerikan, kalau terjadi, berupa dorongan untuk 
melakukan kudeta bisa dihindarkan.”? 


Siapa yang Dicurigai Akan Melakukan Kudeta? 

Jenderal M. Jusuf mungkin tidak serius ketika mengira 
sekelompok kecil perwira menengah akan mengambil alih ke- 
kuasaan. Kalau upaya kudeta itu memang dianggap serius, 
tentu saja pelaku-pelakunya harus diperiksa dan dihukum. 
Mungkin juga, kata kudeta merupakan tafsiran subyektif atas 
ketidakpuasan perwira-perwira itu. 

Benarkah sekelompok perwira menengah itu yang akan 
melakukan kudeta? 

Ada dua kemungkinan. Pertama, para perwira menengah 
itu khawatir kalau M. Jusuf diganti L.B. Moerdani, jalur karir 
mereka akan terhambat. Sebab saat itu sudah ada polarisasi 
antara Jusuf dan Moerdani. Kabar burung mengatakan, naik- 


25 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 
272-273 
26 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 
272-273 


nya L.B. Moerdani akan diiringi “pembersihan” perwira-per- 
wira yang dekat ke Jusuf. “Pembersihan” berarti pencopotan 
dari jabatan-jabatan strategis, dipetieskan ke jabatan-jabatan 
buangan, dan jalur karirnya dihambat. 

Kemungkinan kedua, para perwira menengah itu justru 
sedang berinisiatif melakukan apa yang diistilahkan sebagai 
kontra-kudeta. Mereka memperoleh informasi bahwa ada per- 
wira tinggi yang akan melakukan kudeta, dan mereka beru- 
saha mencegahnya. Idealisme seperti ini biasanya memang 
terdapat pada jiwa-jiwa muda perwira menengah yang mengira 
bisa menyelamatkan negara dengan meringkus jenderal-jen- 
deral yang mulai dianggap tidak loyal. 

Jenderal yang dicurigai akan melakukan kudeta adalah 
L.B. Moerdani. 
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Bab 2 


“Kudeta” L.B. Moerdani 


Letjen Prabowo Subianto harus mengakhiri karir militer 
pada tahun 1998 setelah Dewan Kehormatan Perwira (DKP) 
memutuskan ia bersalah karena memerintahkan menculik ak- 
tivis mahasiswa menjelang Sidang Umum MPR 1998. Prabo- 
wo mengakui perbuatannya. 

Modus penculikan sebagai skenario anti-kudeta sebetulnya 
bukan barang baru. Pada peristiwa 3 Juli 1946, Letkol Soeharto 
sudah melakukannya. Dia “menculik” Panglima Divisi Mayjen 
Sudarsono, yang mempunyai rencana menggulingkan peme- 
rintahan. Di Solo dan Madiun tahun 1948, terjadi serangkaian 
penculikan berdarah dalam peristiwa yang bermuara pada 
Pemberontakan PKI Madiun. 

Yang paling fenomenal adalah penculikan enam jenderal 
AD oleh kelompok yang dipimpin Letkol Untung, Komandan 
Batalyon Tjakrabhirawa. Alasannya, jenderal-jenderal yang 
diculik itu dicurigai akan mengkudeta Presiden Soekarno. 
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Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai G 30 S/PKI itu men- 
jadi titik balik perubahan. Kekuasaan Presiden Soekarno per- 
lahan tapi pasti menyusut, dan Mayjen Soeharto naik pamor- 
nya. 

Pada tahun 1978, juga menjelang Sidang Umum MPR, 
terjadi juga penculikan-penculikan aktivis mahasiswa. Akhir 
Januari 1978 Kopkamtib melancarkan Operasi Kilat untuk 
menangkapi para aktivis mahasiswa dan pengurus Dewan Ma- 
hasiswa/Senat Mahasiswa yang ada dalam catatan aparat ke- 
amanan. Pelaksana Khusus Kopkamtib Daerah Jakarta Raya 
(Laksusda Jaya) mencabut surat izin cetak enam suratkabar 
yang terbit di Jakarta. Otomatis, tindakan keras ABRI menculik 
aktivis mahasiswa itu hanya memperoleh porsi pemberitaan 
kecil di koran-koran yang izin cetaknya tidak dicabut.? 
Langkah preventif ABRI mengamankan Sidang Umum MPR 
1978 itu mendapat pujian dari Presiden Soeharto. 


2 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 
221. Operasi Kilat rancangan dasarnya dibuat oleh Asisten I Laksusda 
Jaya, Kolonel Inf. Eddie Nalapraya dan kemudian diangkat ke tingkat 
Kopkamtib dan Pusintelstrat di bawah supervisi langsung Letjen L.B. 
Moerdani. Pada operasi penangkapan besar-besaran itu, para aktivis yang 
berhasil ditangkap lalu ditahan di rumah tahanan darurat di kompleks 
asrama Yon 202/Tajimalela di daerah Bekasi. Untuk memisahkan mereka 
dari lingkungan sekelilingnya, dibuat pagar seng darurat yang dicat 
dengan warna kuning. Karena itu para aktivis yang ditahan menamakan 
diri mereka sebagai “mahasiswa Kampus Kuning”. Secara bertahap 
mereka dilepaskan setelah diperiksa antara satu hingga empat bulan. 
Sejumlah aktivis yang sempat diajukan ke pengadilan, umumnya divonis 
hukuman penjara yang panjangnya pas dengan masa tahanan mereka, 
sehingga bisa langsung bebas. Dibandingkan dengan modus penculikan 
aktivis mahasiswa di tahun 1998, apa yang terjadi di tahun 1978 masih 
lebih baik. Setidaknya, ada pengadilan, walaupun itu rekayasa. 
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Rencana Menculik Lima Jenderal 

Menjelang SU MPR 1983, isu politik yang beredar agak 
berbeda dibandingkan lima tahun sebelumnya. Selama kurun 
waktu 1978-1983, Presiden Soeharto menerima berbagai kritik 
yang muncul justru dari almamaternya sendiri. Munculnya 
Petisi 50 merupakan tamparan bagi rezim Soeharto. Bukan 
hanya karena kritik yang dimunculkan, tetapi terutama karena 
penandatangan Petisi 50 adalah mantan-mantan jenderal yang 
bagi Soeharto seharusnya mendukung rezim militer. 

Selain Petisi 50, Presiden Soeharto juga mencemaskan 
naiknya pengaruh Jenderal M. Jusuf. Karena itu, dia berupaya 
menetralisasi pengaruh M. Jusuf. Padahal, di level akar rum- 
put (grass root), M. Jusuf memiliki popularitas yang tidak bisa 
diremehkan. Sejumlah perwira menengah pro-Jusuf yang 
mencemaskan karirnya mandek misalnya, berupaya mengga- 
galkan naiknya L.B. Moerdani dengan mengatur skenario anti- 
kudeta. 

Sintong Panjaitan mengungkap bagaimana Kapten Pra- 
bowo Subianto pernah membuat “ulah” yang merepotkan para 
jenderal.” Bulan Maret 1983 menjelang Sidang Umum MPR, 
Komandan Den 81/Antiteror Mayor Luhut Panjaitan datang 
ke kantor seperti biasa. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh laporan 
anak buah yang menyebutkan, Den 81/Antiteror sedang siaga. 

Pasukan komando yang sedang siaga tempur berarti se- 
dang menghadapi masalah serius. Seserius apa masalah yang 


28 Kisah rencana kontra-kudeta Kapten Prabowo ini bersumber dari 
Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit 
Para Komando, hlm. 450-461 
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dihadapi? Luhut belum mendapat gambaran. Luhut bertanya 
mengapa bersiaga? Ia mendapat jawaban, status siaga atas 
perintah wakilnya, Kapten Prabowo Subianto. 

Luhut bertanya kepada Kasi 2/Operasi dan Para Koman- 
dan Tim Den 81/Antiteror tentang apa yang sesungguhnya 
terjadi. Kasi 2/Ops menjawab, atas perintah Wakil Komandan 
Kapten Prabowo, mereka sudah membuat rencana untuk 
“mengambil” Letjen L.B. Moerdani dan beberapa perwira tinggi 
ABRI lainnya.? Menurut Kasi 2/Ops, di antara nama-nama 
perwira tinggi ABRI yang akan “diambil” atas perintah Prabo- 
wo ialah Letjen TNI L.B. Moerdani, Letjen TNI Sudharmono, 
Marsdya TNI Ginandjar Kartasasmita, Letjen TNI Moerdiono. 
Dalam rencana operasi tertutup itu terdapat lima atau enam 
orang perwira tinggi ABRI yang akan “diamankan” oleh Pra- 
bowo. 


“Pak Benny Sudah Memasukkan Senjata ...” 
Rencana untuk menculik para perwira tinggi ABRI itu 

benar-benar tidak dapat dimengerti oleh Luhut.2” “Saya nggak 

ngerti soal ini. Kok aneh. Ada soal begini, saya sebagai ko- 


2 “Mengambil” merupakan eufemisme dari diculik. Intinya, sasaran akan 
dijemput dengan tujuan diasingkan dari lingkungannya. 

30 Luhut Panjaitan tidak dapat mengerti dari mana datangnya inspirasi 
Prabowo untuk menculik L.B. Moerdani dan beberapa perwira tinggi 
lainnya. Dua hari sebelumnya Prabowo masih membicarakan L.B. 
Moerdani seindah bulan dan bintang. Bahkan, Prabowo mengajak Luhut 
untuk mendukung L.B. Moerdani yang pada waktu itu menjabat sebagai 
Asisten Intelijen Hankam, menjadi Menhankam/Panglima ABRI. Namun, 
Luhut menjawab, “Pangkat saya baru mayor. Pak Benny sudah jendral. 
Saya nggak mau ikut-ikutan soal itu.” (lihat Hendro Subroto, 2009, 
Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, hlm. 450- 
451). 
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mandan kog nggak tahu,” katanya. Akhirnya Luhut memberi- 
kan perintah dengan tegas, “Nggak ada itu. Sekarang kalian 
semua kembali siaga ke dalam. Tidak seorang pun anggota 
Den 81 yang keluar dari pintu, tanpa perintah Luhut Panjaitan, 
sebagai komandan.” 

Malam itu Luhut tidur tidur di kantor. Seluruh senjata 
dan radio anggota dikumpulkan di dalam kamar kerjanya. Se- 
genap anak buahnya patuh pada perintah Luhut Panjaitan 
sebagai komandan. 

Luhut segera memanggil Prabowo. Namun, Luhut lang- 
sung ditarik Prabowo keluar dari kantor. 

“Ada apa, Wo?” tanya Luhut. 

“Ini bahaya, Bang. Seluruh ruangan kita sudah disadap,” 
kata Prabowo. “Bang, radio kita sudah disadap lagi oleh Ben- 
ny,” kata Prabowo untuk meyakinkan Luhut. 

Kemudian Kapten Prabowo memberikan informasi raha- 
sia, “Pak Benny mau melakukan coup detat.” 

“Coup d' etat apa?” tanya Luhut. 

“Pak Benny sudah memasukkan senjata...” kata Prabowo. 

“Senjata untuk apa?” tanya Luhut lagi. 

“Ada Bang. Senjata dari anu mau dibawa ke sini untuk 
persiapan coup d' etat,” jawab Prabowo. 

Luhut kemudian memberi penjelasan. Menurut Luhut, 
L.B. Moerdani memang memasukkan senjata. Tetapi itu bukan 
untuk tujuan mengkudeta pemerintahan yang sah.3' 

“Wo, yang mau melakukan coup d' etat itu siapa?” tanya 
Luhut lagi. 

Luhut bertanya kepada Kasi 2/Ops tentang rencana lain- 
nya yang telah dipersiapkan. Ia menjawab, mereka telah mem- 


37 


buat rencana untuk membawa Soeharto ke Bugis?? demi peng- 
amanan. Langkah itu untuk melakukan antisipasi terhadap 
coup d' etat yang akan dilakukan oleh L.B. Moerdani.3 

“Wo, setiap kali kita datang ke Darat, di kantor Asintel 
Hankam, Tebet, di sana tidak terlihat adanya kegiatan apa pun 
yang mencurigakan,” kata Luhut. 

Mendengar ucapan Luhut, wajah Prabowo berubah men- : 
jadi muram. 

Sehubungan dengan Peristiwa Maret 1983, seandainya 
Luhut terlambat datang ke Mako Den 81/Antiteror di Cijan- 
tung pada pagi hari itu, dapat dipastikan penculikan para per- 





31 Menurut keterangan Luhut, senjata itu merupakan senjata dagangan 
untuk Pakistan yang selanjutnya akan disalurkan kepada para pejuang 
Mujahiddin Afganistan untuk melawan Uni Soviet. Di antara senjata itu 
adalah senapan serbu AK-47 dan senapan laras panjang SKS, serta 
senjata antitank buatan Perancis yang dibeli dari Taiwan. Operasi intelijen 
oleh L.B. Moerdani dilakukan dalam upaya mencari dana dan memberi 
peranan Indonesia dalam perjuangan di Asia. “Jadi Pak Benny memainkan 
peranan itu. But is nothing to do with coup d’ etat,” tegas Luhut. 
Sebelumnya dalam tahun 1970 Indonesia secara tertutup memberi 
bantuan senjata berupa sejumlah senapan serbu AK-47 kepada 
Pemerintah Republik Kamboja di bawah pimpinan Presiden Lon Nol untuk 
memerangi Khmer Merah. Demikian pula secara tertutup pada awal 
tahun 1970-an Korps Baret Merah mendidik pasukan Republik Kamboja 
maupun pasukan Pemerintah Laos untuk memperoleh kualifikasi para dan 
komando. Salah seorang siswa komando dari Laos adalah Kapten Cong 
Lie kemudian hari menjadi seorang jenderal kharismatik dalam memimpin 
Laos. 

32 Julukan bagi markas komando Detasemen 81 di Cijantung. 

33 Luhut tidak akan pernah melupakan kata-kata yang diucapkan oleh 
Prabowo pada waktu itu. “Bang, nasib negara ini ditentukan oleh 
seorang kapten dan seorang mayor,” kata Prabowo dengan bangga. 
Kalau kata-kata itu dijabarkan, maka seorang Kapten Prabowo Subianto 
bertindak sebagai pemeran utama, sedangkan Mayor Luhut Pandjaitan 
sebagai pendukung (lihat Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: 
Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, hlm. 453). 
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wira tinggi ABRI terlaksana.3# Dapat dipastikan, kalau peris- 
tiwa itu terjadi, coreng sejarah hitam akan mewarnai wajah 
ABRI. 


Melapor ke Brigjen Jasmin 

Akhirnya Sintong Panjaitan menyarankan agar Luhut 
Panjaitan melaporkan hal itu kepada. Wakil Komandan Jendral 
Kopassandha Brigjen TNI Jasmin. Ketika itu Jasmin telah 
melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Danjen Kopassandha, 
karena pada ujung akhir jabatan Mayjen TNI Yogie S.M seba- 
gai Danjen Kopassandha telah beralih menjadi Pangdam III/ 
Siliwangi, tetapi jabatan Komandan Jenderal Kopassandha be- 
lum diserahterimakan. 

Luhut menyetujui saran Sintong. “Iya Bang, aku mau 
lapor Dan Kopassandha, tapi sekarang aku mau laporan ke 
Abang dulu,” ucap Luhut kepada Sintong. 

Tak lama kemudian Mayor Luhut dan Kapten Prabowo 
menghadap Brigjen TNI Jasmin. 

Sebelum bertemu dengan sang jenderal, Kapten Prabowo 
mengatakan, “Abang harus hati-hati.” 

Kepada Brigjen Jasmin, Kapten Prabowo melaporkan 
bahwa L.B. Moerdani akan melakukan coup de etat. Brigjen 
Jasmin tidak percaya. Menurut kisah Sintong, Kapten Prabowo 
pun marah-marah kepada sang jenderal. Jasmin di kemudian 
hari menuturkan pengalamannya. “Saya sudah menderita se- 
jak Perjuangan Kemerdekaan 1945 tetapi Prabowo menuduh 
saya kurang setia kepada negara dan bangsa sambil menu- 


34 Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit 
Para Komando, hlm. 463. 
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ding-nudingkan telunjuk jarinya ke arah wajah saya. Luhut 
juga ada di situ. Malahan Luhut yang menurunkan tangan 
Prabowo yang menuding-nuding ke wajah saya,” kata Pak 
Jasmin. 

Itulah yang menyebabkan Pak Jasmin sangat marah dan 
sakit hati. Sintong jadi tidak mengerti mengapa Prabowo, seo- 
rang perwira Kopassandha yang semula penuh disiplin dan ` 
dedikasi, tiba-tiba berani bertindak demikian terhadap Wadan 
Kopassandha. “Apakah Prabowo berani bertindak demikian, 
seandainya ia bukan menantu Presiden Soeharto?” tanya Sin- 
tong. 

Melihat Kapten Prabowo marah-marah, Luhut berpikir, 
“It must be something wrong with him.” Setelah Luhut dan 
Prabowo keluar dari ruangan, Jasmin memanggil Luhut kem- 
bali masuk ke ruangan. 

“Hut, untung kamu ada di sini. Ada apa dengan Prabowo? 
Coba kamu amati. Kayaknya dia sedang stres berat,” ucap Jas- 
min. 

“Siap, jenderal.” 

“Pokoknya kamu tahan pasukanmu supaya jangan ada 
yang bergerak,” perintah Jasmin. 

“Siap! Sudah Pak. Itu sudah pasti,” jawab Luhut untuk 
meyakinkan. 


35 Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit 
Para Komando, hlm. 455-458. Sebagai catatan, Prabowo menikah 
dengan Siti Hedijati pada bulan Mei 1983. Jadi, pada peristiwa menjelang 
Sidang Umum MPR 1983 itu dia belum resmi menjadi menantu Presiden 
Soeharto. Walau demikian, orang-orang di lingkungan ABRI sudah 
mengetahui bahwa ia akan menjadi bagian dari Keluarga Cendana. 


Berita Kapten Prabowo mencurigai kudeta menyebar ke 
mana-mana. Suatu saat, sampai juga ke telinga Letjen Benny 
Moerdani. Bagaimana reaksi sang jenderal? 


Bab 3 


Reaksi 
Jenderal L.B. Moerdani 


Setelah menghadap Brigjen Jasmin, Mayor Luhut Panja- 
itan dan Kapten Prabowo kembali ke Bugis. Suasana kini sudah 
tidak terlalu tegang. 

“Memang, Bang, di Den 81 tidak boleh ada dua matahari,” 
kata Prabowo sekembalinya ke kantor. 

“Di Den 81, hanya saya yang menjadi matahari. Saya ko- 
mandan. Kamu wakil saya,” tegas Luhut Panjaitan, perwira 
menengah lulusan Akabri 70 yang memperoleh anugerah Adi- 
makayasa sebagai lulusan terbaik. 

“Sekarang ini kamu mau menggerakkan pasukan Den 81. 
Sebagai komandan saya yang bertanggung jawab,” Luhut me- 
lanjutkan. “Kamu minta saya mengambil Soeharto ke sini. Itu 
melakukan by pass garis komando berapa jauh?” sambung 
Luhut. 

Sejak saat itulah hubungan antara Prabowo dengan Luhut 
menjadi retak. 


Tanggapan Jenderal M. Jusuf 

Dalam inspeksi Wakil Komandan Jendral Kopassandha 
Brigjen TNI Jasmin ke 3/Parako di Karianggo beberapa waktu 
kemudian, Sintong Panjaitan ditanyai oleh Jasmin, apakah ia 
sudah mendengar tentang kasus Prabowo. 

Sintong menjawab ia belum tahu. 

“Prabowo sudah lain sekarang, karena ia dekat dengan 
Soeharto,” kata Pak Jasmin. Menurut Pak Jasmin, Prabowo 
mengatakan kepadanya bahwa Letjen TNI L.B. Moerdani dan 
beberapa perwira tinggi lainnya akan mengadakan kudeta. Jas- 
min menolak kecurigaan itu, dan Prabowo marah-marah. 

Jasmin juga mengungkapkan, bahwa rumahnya diintai 
oleh Prabowo. “Bahkan Prabowo sampai melompati pagar ru- 
mah saya,” tambah Pak Jasmin.? Secara tersirat, Brigjen Jas- 
min mengatakan bahwa dengan tidak memercayai kecurigaan 
Prabowo, dia pun ikut dicurigai sebagai “musuh” oleh kelom- 
pok Prabowo. 

Berita sangat sensitif seperti itu tentu saja cepat menyebar 
ke jajaran pimpinan ABRI. Akhirnya peristiwa itu terdengar 
juga oleh Menteri Hankam/Panglima ABRI Jenderal TNI M. 
Jusuf. Sebetulnya, seperti diuraikan dalam bab awal buku ini, 
Jenderal M. Jusuf mendapatkan surat dari seorang perwira 


36 Oleh Kivlan Zen, nama Luhut Panjaitan dimasukkan ke dalam daftar 
nama perwira kader Benny. Jenderal Benny Moerdani telah menyiapkan 
penggantinya berturut-turut mulai dari Letjen Sahala Rajagukguk, 
Mayjen Sintong Panjaitan, Brigjen Theo Sjafei, Kolonel Luhut Panjaitan, 
dan Letkol RR Simbolon (lihat Kivlan Zen, 2004, Konflik dan Integrasi TNI 
AD, him. 72-73). 

37 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 455-458 
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muda misterius. Tapi M. Jusuf memutuskan untuk mende- 
ngarkan lebih banyak. Menhankam/Pangab yang masa jabat- 
annya hampir berakhir itu meminta kehadiran Mayor Luhut 
dan Kapten Prabowo. 

Kedua perwira itu pun pergi menghadap M. Jusuf di ke- 
diaman Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo 
menceritakan panjang lebar tentang kecurigaannya bahwa 
Letjen L.B. Moerdani dan kawan-kawannya akan melakukan 
coup d'etat. Mendengar cerita itu tangan kanan Pak Jusuf dipu- 
kul-pukulkan ke paha kanannya. | 

“Apa Benny mau begitu?” tanya M. Jusuf. “Bagaimana 
menurut kamu, Hut?” tanya M. Jusuf lagi. | 

“Siap, Jenderal! Saya belum tahu,” kata Luhut yang di- 
landa kebingungan. 

Kemudian Luhut dan Prabowo meninggalkan ruang ta- 
mu. Di dekat pintu kediaman Jenderal TNI M. Jusuf, Luhut 
berkata, “Saya tidak melihat adanya tanda-tanda ke arah itu. 
Tetapi, lebih dari itu saya tidak tahu, Jenderal.” 

“Sudah, sudah... Kamu pergi saja kembali ke kesatuan,” 
kata M. Jusuf sambil mengantar mereka berdua keluar dari 
pintu. 

Dalam percakapan di Jl. Teuku Umar, M. Jusuf sempat 
mengatakan kepada Luhut bahwa ia akan berkunjung ke ru- 
mah Danjen di Cijantung. Akhirnya para jendral, termasuk 
Letjen TNI Seno Hartono, Letjen TNI M. Sanief dan beberapa 
orang jendral senior lainnya berkumpul di kediaman Mayjen 
TNI Yogie S.M untuk mendengarkan penjelasan Luhut dan 
Prabowo. Pada waktu itu Mayjen TNI Yogie, S.M sudah men- 
jabat sebagai Pangdam III/Siliwangi merangkap Pangkowil- 
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han II walau belum melakukan serah terima jabatan sebagai 
Danjen Kopassandha. 

Dalam pertemuan itu Luhut Pandjaitan menegaskan, ti- 
dak ada tanda-tanda bahwa L.B. Moerdani akan melakukan 
coup d' etat. “Tidak ada pergerakan apa pun ke arah itu,” kata 
Luhut. 

“Ya sudah kalau begitu. Tidak ada apa-apa. Kita anggap 
selesai,” kata Pak Jusuf mengakhiri pertemuan.? 


Reaksi Letjen L.B. Moerdani 

Luhut tidak melaporkan peristiwa itu kepada L.B. Moer- 
dani, karena ia telah melapor kepada Danjen Kopassus. Dengan 
demikian persoalan itu sudah diambil alih oleh Danjen Kopas- 
sus. Sekitar 10 hari kemudian Luhut dipanggil L.B. Moerdani 
yang ingin mengetahui kemajuan latihan Den 81. 

“Bagaimana latihan kalian?” tanya Moerdani mengawali 
pembicaraan. 

Luhut memberikan laporan pelaksanaan latihan yang te- 
lah dilakukan. Namun, kemudian Moerdani bertanya. 

“Ada apa kamu di Cijantung minggu yang lalu?” tanya 
dia. “Sedikit di Republik ini yang saya nggak tahu. Luhut yang 
tahu,” lanjut Moerdani. 

“Siap! Terimakasih kalau Bapak sudah tahu. Sudah selesai, 
Pak,” jawab Luhut singkat. 

“Baiklah, kalau begitu,” jawab Moerdani. 





38 “Itulah arifnya Pak Jusuf,” komentar Luhut Panjaitan 26 tahun 
kemudian (lihat Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: Perjalanan 
Seorang Prajurit Para Komando, hlm. 459-461). 
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Sesudah itu Luhut tidak pernah ditanya tentang hal itu 
oleh L.B. Moerdani karena episode yang hanya berlangsung 
selama satu setengah hari itu sudah berakhir. Namun, peris- 
tiwa itu merupakan awal tentang keretakan hubungan baik 
antara Jenderal L.B. Moerdani dan Prabowo. Padahal karier 
militer Prabowo didukung sepenuhnya oleh Moerdani. Atas 
perintah Moerdani-lah, Prabowo dikirim ke beberapa negara 
untuk memperoleh bekal dan pengalaman dalam mempersiap- 
kan satuan penanggulangan terror di Indonesia.2? 

Kivlan Zen dalam bukunya mengungkapkan bagaimana 
L.B. Moerdani memperlakukan Prabowo. Mayor Prabowo Su- 
bianto pernah menjadi staf khusus Jenderal Moerdani pada 
tahun 1982 sampai 1985. Jaringan intelijen Jenderal Moerdani 
begitu kuat. Ia tahu Mayor Prabowo memberi laporan yang 
tidak baik tentang dirinya kepada Presiden. Sebagai reaksi, Jen- 
deral Benny Moerdani mengeluarkan Mayor Prabowo dari Ko- 
passus, dan dijadikan Kepala Staf Kodim. 

Menurut Kivlan, pemberian “jabatan buangan” ini me- 
nimbulkan kebencian dan rasa tidak berdaya yang sangat men- 
dalam pada diri Mayor Prabowo terhadap Jenderal Moerdani. 
Keputusan itu memang kemudian diubah oleh Jenderal TNI 
Rudini yang menjabat KSAD pada tahun 1985.4 Mayor Pra- 
bowo kemudian ditempatkan menjadi Wakil Komandan Ba- 
talyon Infanteri Lintas Udara 328. Batalyon ini adalah suatu 
pasukan elit Kostrad yang pernah berjasa menumpas G 30 S/ 
PKI dan berhasil melumpuhkan gerakan Kahar Muzakar. 


33 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 459-461 
“0 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, him. 71 
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Tapi dalam hati Mayor Prabowo dan rekan-rekannya, te- 
lah muncul perasaan anti-Benny. Mereka melakukan gerakan 
resistensi untuk mengimbangi kekuatan Benny. Prabowo dan 
rekan-rekannya sesama perwira menengah, seperti Mayor 
Kivlan Zen, Mayor Ismed Yuzairi, Mayor Sjafrie Sjamsoeddin, 
dan Mayor Gleni Kairupan—sering berkumpul membahas per- 
kembangan situasi. Mereka melakukan perlawanan terhadap 
dominasi perwira-perwira yang berada dalam grup Benny. 


Luhut Panjaitan Menjadi “Kartu Mati” 

Dalam Peristiwa Maret 1983 itu, Luhut hanya mengang- 
gap pada waktu itu Prabowo sedang mengalami stres berat. 
Dua hari kemudian Luhut menghadap Prof Soemitro Djojo- 
hadikusumo, ayah Prabowo, untuk memberitahukan bahwa 
Prabowo akan diberi cuti selama dua minggu. Ia mengatakan, 
Prabowo agak stres karena terjadinya situasi yang kurang pas 
di Cijantung. Prof. Soemitro Djojohadikusumo menjawab ia 
dapat memahaminya. 

Bukan hanya hubungan Prabowo dan Luhut saja yang 
jadi retak gara-gara peristiwa itu. Tetapi juga karir Luhut Pan- 
jaitan. Menurut Sintong, Luhut dilaporkan macam-macam 
kepada Soeharto sehingga ia menjadi pemegang “kartu mati”, 
dan karirnya jadi terhambat. 

Posisi sebagai staf khusus Jenderal L.B. Moerdani mem- 
beri Mayor Prabowo akses luar biasa besar terhadap informasi- 
informasi intelijen. Menurut kisah Kivlan Zen, Prabowo yang 
saat itu masih perwira menengah, membicarakan info-info 
sensitif itu bersama rekan-rekannya sesama perwira menengah. 
Dalam rangka penguatan dirinya menghadapi Jenderal Moer- 
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dani, Prabowo Subianto juga menghubungi kawan-kawan yang 
lain, baik senior maupun yuniornya. Karena itu, Prabowo aktif 
bergerak ke sana ke sini untuk menggalang dukungan. 

Tapi ini membuat atasan langsungnya, Letkol Luhut Pan- 
jaitan, sangat marah." Dia tidak menyukai langkah-langkah 
Prabowo. Luhut Panjaitan tidak berkenan anak buahnya mela- 
kukan konsolidasi ke sana-sini untuk melawan seorang jende- 
ral. Nama Luhut Panjaitan sendiri diidentifikasi berada dalam 
kubu Benny. 

Permusuhan Prabowo dan Luhut Panjaitan terus berlang- 
sung sampai kejatuhan Soeharto. Sintong mengatakan, Luhut 
sampai pangkat jenderal berbintang tidak pernah menjabat 
sebagai panglima. “Jangankan jabatan pangdam, jabatan kas- 
dam pun tidak pernah saya alami,” kata Luhut menambah- 
kan.” 

Padahal menurut Sintong ketika Luhut menjabat Koman- 
dan Korem di Madiun, ia mendapat predikat sebagai danrem 
terbaik di seluruh Indonesia. Predikat itu diumumkan dalam 
Rapat Teritorial di Magelang. Ia memiliki kemampuan sangat 
potensial dalam pemikiran maupun berkomunikasi dengan 
dunia internasional. 

Baik Jenderal L.B. Moerdani, Jenderal Try Sutrisno, Jen- 
deral Rudini, maupun Jenderal Edi Sudradjat memuji Luhut 
Panjaitan sebagai perwira terbaik di Angkatan Darat. Tetapi 
mereka tidak dapat berbuat apa pun pada Luhut di lingkungan 


41 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 72 
2 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 462 


48 


ABRI. Sebab Luhut telah menjadi kartu mati. Sebaliknya sete- 
lah Soeharto lengser, Luhut Panjaitan naik pangkat menjadi 
jenderal berbintang empat.43 

Hal itu menunjukkan, koneksi dan favoritisme masih se- 
lalu menghantui tubuh ABRI. Siapa yang dekat ke pusat ke- 
kuasaan, akan menikmati jalur karir yang cepat tanpa hambat- 
an. Siapa yang bermasalah dengan para penguasa, maka. ka- 
rirnya pasti akan terganjal. 

Masing-masing kelompok mendekatkan diri dengan pe- 
nentu kebijakan. Tentu saja, Presiden Soeharto menjadi pusat 
di antara seluruh kekuatan yang bersaing untuk memperoleh 
jalan karir cemerlang. Mereka saling menjatuhkan pesaing di 
mata Presiden Soeharto. Hal seperti ini terus berlangsung hingga 
hari-hari menjelang jatuhnya Presiden Soeharto di bulan Mei 
1998. Saat itu, Letjen Prabowo dan Jenderal Wiranto saling 
melaporkan hal-hal buruk dari pesaingnya kepada Presiden 
Soeharto. 


43 Karier Luhut dalam bidang pemerintahan cukup menonjol. Ia pernah 
menjabat sebagai Duta Besar R.I. untuk Singapura dan menjabat sebagai 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ketika perekonomian Indonesia 
sedang terpuruk. “Setelah saya pensiun, saya dapat menjadi begini. 
Saya tidak bekerja dengan siapa-siapa. I have my own. I creat 
somethings. Bantu orang banyak,” katanya. Luhut menambahkan, ia 
sekarang masih membantu TNI karena ia lahir dari TNI (lihat Hendro 
Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para 
Komando, hlm. 463). 
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Bab 4 


Antara Jenderal M. Jusuf 
dan Jenderal L.B. Moerdani 


Kontroversi persaingan Wiranto dan Prabowo yang me- 
runcing di tahun 1998 sebetulnya bisa dilacak sejak tahun 
1980-an. Akarnya terletak pada dua kekuatan yang mendo- 
minasi ABRI selama dua dekade. Yaitu kekuatan Jenderal M. 
Jusuf« dan Jenderal L.B. Moerdani.4s 

Jenderal M. Jusuf adalah tokoh kunci dari pemerintahan 
Orde Baru. Pada tanggal 11 Maret 1966, ia bersama Mayjen 


“ Jenderal asal Makassar yang menjabat Menhankam/Pangab 1978-1983. 
Kemudian ia diberi jabatan sipil sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 
hingga 1993. Dikabarkan, bulan Januari 1983 Presiden Soeharto hendak 
menunjuknya sebagai Menhankam, sementara jabatan Pangab diperca- 
yakan kepada L.B. Moerdani. Pemisahan jabatan ini sesuai dengan UU 
Hankam yang baru. Tetapi konon M. Jusuf menolak jabatan Menhankam, 
yang akhirnya dijabat oleh Jenderal TNI Poniman. 

4 Pangab 1983-1988 dan Menhankam 1988-1993. Ia dikabarkan 
berambisi menjadi Wakil Presiden 1988-1993. Tapi Presiden Soeharto 
sudah punya pilihan sendiri. Presiden menunjuk Sudharmono jadi Wapres 
periode tersebut, dan Jenderal Try Sutrisno sebagai Panglima ABRI. Ada 
kesan, Presiden Soeharto menutup peluang mencalonkan L.B. Moerdani 
sebagai Wapres dengan cara mempercepat timbang terima jabatan 
Pangab dari L.B. Moerdani ke penerusnya, Jenderal Try Sutrisno. 
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Amirmachmud dan Mayjen Basuki Rachmat pergi ke Istana 
Bogor seusai Sidang Kabinet yang ricuh. Mereka menemui 
Bung Karno, berdiskusi dan berdebat, kemudian pulang ke Ja- 
karta membawa apa yang disebut Surat Perintah 11 Maret 
(Supersemar). 

Supersemar kemudian menjadi tonggak awal kekuasaan 
Jenderal Soeharto. Dengan Supersemar, Soeharto membubar- 
kan Partai Komunis Indonesia, dan “mengamankan” menteri- 
menteri yang pro-komunis atau pro-Soekarno. Jalan pun mu- 
lus bagi Angkatan Darat untuk menguasai Indonesia hingga 
empat windu ke depan. | 

Sejak zaman pemerintahan Soekarno, M. Jusuf telah men- 
duduki jabatan penting. Ia menjadi Menteri Perindustrian 
Ringan saat G 30 S/PKI meletus. Pada 1 Oktober 1965, ia me- 
rupakan bagian dari delegasi Indonesia yang berkunjung ke 
negeri Cina. Tapi, begitu pulang ke Jakarta, ia langsung mela- 
por ke Pangkostrad Mayjen Soeharto.“S Tindakan ini tepat, ka- 
rena sejak itu Mayjen Soeharto menyertakan Brigjen M. Jusuf 
ke pihaknya.” 


46 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 
154-155. Sebagai Menteri Perindustrian Ringan, seharusnya ia melapor 
ke Presiden Soekarno selaku kepala pemerintahan. Tapi M. Jusuf 
berargumen, “Saya pertama-tama adalah seorang anggota TNI.” Atas 
argumentasi tersebut, ia melapor ke Markas Kostrad lebih dulu. 

“ Secara garis besar, Jenderal Soeharto melakukan pembersihan dalam 
beberapa tahap. Pertama, ia melikuidasi perwira-perwira AD yang terlibat 
langsung G 30 S/PKI. Tahap kedua, ia membersihkan seluruh angkatan 
dan birokrasi dari orang-orang yang berafiliasi politik komunis. Tahap 
berikutnya, ia mempetieskan pejabat-pejabat sipil dan militer yang 
dicurigai masih loyal terhadap Soekarno. 
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Kembalinya Jenderal M. Jusuf 

Lama tak mengenakan seragam militer, pada tahun 1978 
ia mendapat tugas penting dari Soeharto. Ia dilantik sebagai 
Panglima ABRI menggantikan Jenderal Maraden Panggabean 
yang sudah menjabat selama sembilan tahun. 

Sebelum kembali ke dinas militer aktif, terjadi banyak 
perubahan di tubuh ABRI. Yang pertama adalah makin kuat- 
nya lembaga SPRI (Staf Pribadi) Presiden RI. Pada periode 
1965-1980 konstelasi politik Indonesia didominasi oleh jenderal- 
jenderal istana seperti Ali Moertopo dan Sudjono Humardani. 
Pengaruh para mantan SPRI tersebut terutama terasa hingga 
tahun 1978, sebelum Jenderal M. Jusuf menjabat Menhan- 
kam/Pangab. 

Perkembangan kedua yang mengubah peta politik ABRI 
adalah berakhirnya karir militer Jenderal Sumitro. Peristiwa 
Malari yang meletus tahun 1974 diyakini sebagai buah 
kompetisi antara Jenderal Sumitro dan Ali Moertopo. Menurut 
gosip yang beredar, Ali Moertopo berupaya mendiskreditkan 
Sumitro dengan merekayasa kerusuhan anti-Jepang yang 
memuncak pada tanggal 15 Januari 1974. Pasca Malari, pe- 
ngaruh tentara profesional dalam ABRI kian menciut. Ang- 
gota faksi Sumitro yang dianggap mewakili tentara profesional, 
banyak yang kemudian dipetieskan ke dalam jabatan sipil se- 
perti duta besar. 

Terpilihnya Jenderal M. Jusuf sebagai Menhankam/ 
Pangab mungkin didasari pertimbangan bahwa ia bukanlah 
jenderal yang suka berpolitik. Presiden Soeharto merasa M. 
Jusuf tidak memiliki ambisi politik tertentu. Dari sudut pan- 
dang lain, tampilnya Jenderal M. Jusuf memimpin ABRI 
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menengarai kembalinya prajurit profesional menggantikan pe- 
ngaruh jenderal-jenderal istana. 

Namun, pasca Malari, Letjen Ali Moertopo telah menem- 
patkan orang-orangnya di tubuh Dephankam. Dengan perse- 
tujuan Presiden Soeharto, dia memanggil L.B. Moerdani pulang 
dari Seoul, untuk menjadi perwira tinggi yang bertanggung 
jawab di bidang intelijen. Tugasnya bukan hanya menetralisasi 
kekuatan ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang berniat menga- 
cau keamanan dan ketertiban. Nampaknya ia juga bertugas 
mendeteksi nama-nama yang memiliki ambisi politik meng- 
gantikan Presiden Soeharto. 


Informasi dari Benny? 

Masa jabatan M. Jusuf sebagai Menhankam/Pangab juga 
menarik untuk dicermati. Rezeki oil booming membuat ke- 
mampuan keuangan negara meningkat. Jenderal M. Jusuf 
mendapat kesempatan emas untuk memperbaiki persenjataan 
ABRI, meningkatkan kesejahteraan prajurit, dan menggulir- 
kan program-program untuk menunjang kemanunggalan 
ABRI dengan rakyat. Program yang sangat populer saat itu 
adalah AMD (ABRI Masuk Desa). Ini adalah perwujudan tu- 
gas pertama yang diberikan Presiden Soeharto kepada Jenderal 
M. Jusuf, yaitu meningkatkan kemanunggalan ABRI dan rak- 
yat. | 

Sedangkan tugas kedua, Presiden Soeharto menghendaki 
Jenderal L.B. Moerdani bersikap lebih keras terhadap kaum 
oposan yang mendiskreditkan Presiden. Presiden Soeharto ti- 
dak menganggap Jenderal M. Jusuf serius menanggapi tugas 
ini. Petisi 50 dan berbagai kelompok diskusi para jenderal, baik 
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yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, menja- 
mur pada masa kepemimpinan Jenderal M. Jusuf. 

Tapi yang menjadi “ganjalan” adalah justru keberhasilan 
M. Jusuf melaksanakan tugas pertama. Karena terlalu sukses, 
popularitas Jusuf meningkat. Itu merupakan ancaman bagi 
Soeharto. Jaringan intelijen Soeharto yang didominasi Letjen 
L.B. Moerdani disinyalir telah memasok informasi mengenai 
popularitas Jenderal M. Jusuf. Sejumlah spekulasi menyebut- 
kan Jenderal M. Jusuf memiliki “ambisi politik” tertentu. 

Muncullah informasi intelijen yang menyebutkan niat 
Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf menggalang kekuatan 
internal untuk menjadi Presiden. Ini dibuktikan dengan sering- 
nya M. Jusuf mengunjungi pasukan, serta perhatiannya terha- 
dap perlengkapan dan kesejahteraan pasukan. Diduga, Jenderal 
M. Jusuf sedang melakukan penggalangan kekuatan—persis 
yang dilakukan Jenderal Sumitro sebelum Peristiwa Malari 
meletus. Bedanya, Jenderal Sumitro banyak berkunjung dan 
berorasi di kampus-kampus. 

Banyak pihak meyakini, laporan intelijen itu muncul dari 
Letjen L.B. Moerdani. Ketua G-1 Hankam/Asintel ABRI Letjen 
L.B. Moerdani diisukan melaporkan kepopuleran Jenderal M. 
Jusuf kepada Soeharto. Ini kemudian memunculkan ketidak- 
senangan Soeharto kepada M. Jusuf. Letjen Moerdani juga 
melaporkan tindak-tanduk M. Jusuf kepada Soeharto, a.l. Ju- 
suf menggalang kekuatan internal untuk menjadi Presiden RI. 
Ada isu, untuk mencari popularitas, M. Jusuf memberikan ke- 
naikan pangkat langsung di lapangan bagi perwira yang ber- 
prestasi, misalnya di Timtim dan Irian Jaya. Isu lain menyebut- 
kan bahwa semua komandan setingkat Letkol dapat langsung 
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masuk ke Sekolah Staf dan Komando (Sesko), suatu sekolah 
ABRI yang diimpi-impikan setiap perwira untuk kelak dapat 
menjadi jenderal. 

Akhirnya, Jenderal M. Jusuf memang digantikan oleh 
Jenderal L.B. Moerdani sebagai Panglima ABRI. Sesuai UU 
No. 20 tentang Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan Ne- 
gara, jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Pang- 
lima ABRI harus dipisah. Maka, sebagai Menhankam ditunjuk 
Jenderal Poniman, mantan KSAD. Jenderal L.B. Moerdani se- 
lain menjadi Pangab, tetap memegang jabatan Asintel ABRI 
dan Kepala BAIS. Ini berarti konsentrasi kekuasaan yang besar 
di tangan seorang jenderal—yang membuat Benny Moerdani 
ditakuti baik oleh kelompok ekstrem kiri maupun ekstrem ka- 
nan. 


“Orang-Orang Jusuf” dan “Orang-Orang Benny” 


Sekelompok perwira mungkin mendapatkan keuntungan 
ketika seorang jenderal menjadi panglima, sedangkan kelom- 
pok yang lain kariernya mandek. Sebetulnya hal seperti ini 
biasa terjadi. Bukan hanya di militer, tetapi juga pada organisasi 
sipil. Tapi, dalam tubuh ABRI, fenomena seperti ini kadang- 
kadang dimaknai dan didramatisir sebagai “pertempuran” 
antarfaksi untuk memperebutkan jabatan-jabatan strategis. 

Ketika Jenderal M. Jusuf meninggalkan kantor Hankam, 
ia telah menempatkan sejumlah perwira generasi muda di po- 
sisi-posisi penting. Dua perwira lulusan Akademi Teknik AD 


48 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 67 
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tahun 1959 telah jadi Panglima Daerah: Try Sutrisno“? dan 
Samsuddin. Sementara itu para lulusan AMN 1960 lebih ba- 
nyak lagi. Di Medan, Mayjen Edi Sudradjat:” jadi Pangdam I/ 
Bukit Barisan. Di Sulawesi Selatan, Mayjen Soegiarto menjadi 
Pangdam XIV/Hasanudin. Di Kalimantan Barat, Brigjen Ida 
Bagus Sudjanas' jadi Pangdam XII/Tanjung Pura. Sementara 
Brigjen Sembiring Meliala jadi Pangdam XVII/Cenderawa- 
sih.5? 

Sebelum menjadi Pangdam di Medan, Kolonel Edi Sudra- 
djat dijadikan Pangkopur Linud Kostrad, yaitu jabatan dengan 
pangkat Brigjen. Tanda-tanda perhatian terhadap masa depan 
Edi terlihat ketika ia ditunjuk untuk menjadi Komandan Upa- 
cara pada peringatan Hari ABRI 5 Oktober 1980 di Jalan Tol 
Jagorawi. Setelah itu karirnya terus menanjak secara terukur 
dan banyak di antaranya disupervisi Menhankam/Pangab Jen- 
deral M. Jusuf.53 

Setelah bertugas di Medan, Edi Sudradjat menjadi Pang- 
dam Siliwangi, lalu Wakasad dan menjadi KSAD, kemudian 





4 Kelak menjadi Pangdam Jaya, KSAD, dan kemudian Panglima ABRI. 
Pada tahun 1993, dia menjadi Wakil Presiden menggantikan 
Sudharmono. Namun dikabarkan, Soeharto tidak begitu menyukai 
Wapres dari jajaran ABRI ini. Sebetulnya Soeharto telah memiliki kandidat 
lain sebagai Wapres 1993-1998, yaitu Soesilo Soedarman atau B.J. 
Habibie. Tapi Fraksi ABRI melakukan fait acomplii dengan meluncurkan 
nama Pangab mereka terlebih dulu sebelum Presiden Soeharto 
memberikan sinyal tentang siapa yang akan menjadi Wapres. 

s0 Pada tahun 1990-an Edi Sudradjat pernah mengemukakan isu suksesi 
kepemimpinan nasional mulai level lurah ke atas. Sejak itu ia dikabarkan 
tidak disukai Soeharto. 

s1 Di kemudian hari menjabat Menteri Pertambangan dan Energi periode 
1993-1998. 

s2 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 231 
s3 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 226 
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Menhankam/Pangab. Selain Edi Sudradjat, Jenderal M. Jusuf 
juga memerhatikan perwira-perwira Akademi Militer Nasional 
1961 seperti Feisal Tanjung, Z.A. Maulani, Sutedjo, Sahala Raja- 
gukguk, dan Tiopan Bernard Silalahi.s 

Di sisi lain, Kivlan Zen mengungkapkan, Jenderal Moer- 
dani mempersiapkan penggantinya berturut-turut mulai dari 
Letjen Sahala Rajagukguk, Mayjen Sintong Panjaitan, Brigjen 
Theo Syafei, Kolonel Luhut Panjaitan, dan Letkol RR Simbo- 
lon.55 

Cukup menarik menemukan nama yang diidentifikasi ber- 
ada di kedua kubu sekaligus. Ini mencerminkan bahwa peta 
“orang-orang Benny” maupun “orang-orang M. Jusuf” itu sen- 
diri masih sangat sumir. Di sisi lain, terbuka kemungkinan 
bagi setiap perwira untuk menutup-nutupi afiliasi kelompok- 
nya. Para perwira yang cukup pintar membaca situasi, ternyata 
tidak terjebak pada faksi-faksi tersebut. 


Polarisasi di Level Perwira Menengah 


Baik M. Jusuf maupun L.B. Moerdani tidak membenar- 
kan adanya rivalitas atau permusuhan di antara mereka. Tapi 
sejumlah analisis mengungkapkan adanya polarisasi kelom- 
pok-kelompok perwira yang diidentifikasi sebagai “grup Benny” 
dan “grup M. Jusuf”. 

Buku karya Julius Pour mengisahkan, yang pertama kali 
memberitahu kepada Letjen L.B. Moerdani bahwa dia akan 


s4 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 
226-228 
5 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 72-73 
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menjadi Panglima ABRI adalah justru Jenderal M. Jusuf. Saat 
itu M. Jusuf berpesan, “Ben, saya tadi ke Pak Harto. Saya bi- 
lang, nanti yang bisa menggantikan saya harus seseorang yang 
bisa menghormati orang tua.” Jusuf menambahkan, Benny 
yang akan ditunjuk jadi Panglima ABRI.:$ 

Dalam buku Sumarkidjo justru disebut-sebut adanya “hu- 
bungan istimewa” antara M. Jusuf dan L.B. Moerdani.? Kedua 
jenderal itu tetap memelihara kontak walaupun mereka sudah 
tidak lagi mengemban jabatan pemerintahan. Beberapa kali 
buku tersebut menuturkan perilaku L.B. Moerdani yang tetap 
menghormati M. Jusuf sebagai senior—sampai saat M. Jusuf 
menderita sakit dan dioperasi di Australia. 

Memang benar, Letjen L.B. Moerdani tidak pernah me- 
nyertai Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf dalam per- 
jalanan dinas di dalam negeri. Tetapi dalam lawatan Jenderal 
M. Jusuf ke Eropa dan Amerika Serikat, Asintel Hankam Letjen 
L.B. Moerdani selalu ikut dan sibuk mengatur perjalanan. 

Namun, seringkali ada jabat tangan erat di level jenderal, 
sedangkan di level perwira menengah terjadi ketegangan-kete- 
gangan. Menurut Kivlan, terjadi perang dingin antara kelom- 
pok Prabowo Subianto dengan kelompok Luhut Panjaitan 
untuk mobilitas vertikal. Satu sama lain berusaha mengham- 
bat karir pihak lawannya dengan isu-isu miring untuk meng- 
gagalkan kenaikan pangkat dan jabatan.” 


5 Julius Pour (2007), Benny: Tragedi Seorang Loyalis, hlm. 233 
57 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 300 
s8 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 303 
59 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 72-73 
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Mengacu pada logika pemikiran Kivlan Zen, maka naik- 
nya Letjen L.B. Moerdani sebagai Panglima ABRI berarti ba- 
nyak perwira pro-Jusuf yang terhambat karirnya. Kivlan Zen 
menunjukkan bukti berupa tersingkirnya Mayor Prabowo dari 
korps baret merah. Kivlan Zen menuliskan bahwa Jenderal 
Moerdani marah kepada Prabowo dan mengeluarkannya dari 
Kopassus dan menjadikannya Kepala Staf KODIM (Kasdim), 
suatu jabatan buangan bagi anggota Kopassus.” 

Kivlan tidak menyebut-nyebut Peristiwa Februari-Maret 
1983 di mana Prabowo mencurigai L.B. Moerdani akan mela- 
kukan kudeta. Menurut Kivlan, penyebab munculnya rasa.ma- 
rah L.B. Moerdani adalah laporan Prabowo kepada Presiden 
Soeharto mengenai rencana-rencana L.B. Moerdani untuk: 
(1) menghancurkan gerakan-gerakan Islam secara sistematis, 
dan (2) rencana Jenderal L.B. Moerdani untuk menguasai In- 
donesia atau menjadi Presiden RI.® 

Mayor Prabowo memang akhirnya “dibuang” dari korps 
baret merah, Kopassus. Dia harus pindah ke korps baret hijau, 
Kostrad. Keputusan memutasikan Prabowo menjadi Kasdim 
kemudian dianulir oleh KSAD Jenderal Rudini pada tahun 1985 
yang menempatkan Mayor Prabowo Subianto menjadi Wakil 
Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328.62 


s0 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm 71. Berikutnya 
Kivlan menulis, “Ini kemudian menimbulkan kebencian dan ketidakberda- 
yaan yang sangat mendalam Prabowo Subianto terhadap Jenderal Benny 
Moerdani. Ketika dikeluarkan dari Kopassus, Mayor Prabowo Subianto 
adalah Wakil Komandan Detasemen 81 yang merupakan pasukan elit dari 
Kopassus spesial anti teror, yang dibentuk bersama Letkol Luhut 
Panjaitan.” 

S1 Kivlan Zen(2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 70 
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Perihal mutasi Prabowo ini menyimpan cerita menarik. 
Dalam episode pemutasian itulah terjadi benturan antara Pra- 
bowo dan Sintong Panjaitan. Sampai-sampai Sintong Panja- 
itan memarahi Prabowo dengan kata-kata keras dan pedas. 





s2 Suatu pasukan elit Kostrad yang pernah berjasa menumpas PKI dan 
berhasil melumpuhkan gerakan Kahar Muzakar (Kivlan Zen, 2004, 
Konflik dan Integrasi TNI AD, him. 71). 
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Bab 5 


Sintong 
Memarahi Prabowo 


Tidak lama setelah HUT ke-33 Kopassandha, Kolonel Sin- 
tong Panjaitan pada tanggal 22 Mei 1985 dilantik menjadi Ko- 
mandan Kopassandha menggantikan Brigjen TNI Wismoyo 
Arismunandar.83 Begitu menjabat Komandan Kopassandha, 
Sintong menghadapi tugas berat, yaitu reorganisasi pasukan. 
Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani berencana memperke- 
cil jumlah anggota pasukan Baret Merah dari 6.644 orang men- 
jadi sekitar 3.000 orang saja.“ 


s3 Wismoyo Arismunandar, seorang kerabat Cendana, kelak menjadi 
Panglima Kostrad dan kemudian menjabat KSAD. Setelah KSAD, karir 
militer Wismoyo berakhir. Ia ditugaskan memimpin KONI (Komite 
Olahraga Nasional Indonesia), sebuah jabatan yang sama sekali tidak 
prestisius dan bermakna politik apa-apa. 

s4 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 302-303. Setelah reorganisasi, nama Korps 
Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) juga berubah nama menjadi Korps 
Pasukan Khusus (Kopassus), yang dinilai lebih simpel, dan lebih 
menonjolkan kekhususannya. 
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Walaupun sempat terjadi perbedaan pendapat dengan 
Pangab, tapi semua itu dapat diselesaikan dengan baik. Dalam 
melaksanakan tugas reorganisasi ini, Kolonel Sintong dibantu 
oleh perwira yang sama-sama berasal dari Batak, bahkan se- 
sama marga Panjaitan. Siapa lagi kalau bukan Letkol Luhut 
Panjaitan, Komandan Detasemen 81/Antiteror? Tapi menurut 
Luhut, ini bukan karena mereka berdua sama-sama bermarga 
Panjaitan.8s 

Saat Sintong menduduki jabatan barunya, dia tahu ada 
yang tidak beres. 


Prabowo Belum Melaksanakan Perintah 

Seperti diuraikan pada bagian lain buku ini, Mayor Pra- 
bowo Subianto sebagai staf khusus Jenderal L.B. Moerdani 
mendapat penjelasan tentang rencana penghancuran gerakan 
Islam secara sistematis. Jenderal L.B. Moerdani berani mem- 
beritahukan rencana tersebut karena melihat latar belakang 
Mayor Prabowo yang putera Prof. Soemitro Djojohadikusumo, 
seorang sosialis, dan Ny. Dora Sigar, seorang penganut Kristen 
dari Manado.88 

Karena merasa tidak cocok dengan rencana tersebut, Ma- 
yor Prabowo melaporkan hal itu ke Presiden Soeharto. Bahkan, 
Mayor Prabowo menurut Kivlan Zen juga melaporkan rencana 
Jenderal Moerdani untuk menjadi Presiden RI. Mula-mula 
Soeharto tidak percaya, tetapi berdasarkan informasi lanjutan 
yang ia terima, ia akhirnya mempercayai informasi dari Pra- 





6s Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, him. 309 
s6 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 70 
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bowo. Inilah yang membuat L.B. Moerdani marah pada Pra- 
bowo dan mengeluarkannya dari Kopassandha/Kopassus. 

Pada tanggal 5 Mei 1985 Sintong sudah menjabat sebagai 
Komandan Kopassandha, tetapi belum melaksanakan pelan- 
tikan dan serah terima resmi. Saat itu Kolonel Bambang Sum- 
bodo, Asisten 3/Personel, melaporkan bahwa seharusnya Ma- 
yor Prabowo Subianto, Wakil Komandan Datasemen-81/Anti- 
teror sudah pindah dari Kopassandha ke Kostrad berdasarkan 
Surat Perintah KSAD yang sudah lama diterimanya. 

Sintong terkejut setelah sadar bahwa surat itu ditandata- 
ngani KSAD Jendral TNI Rudini pada saat Brigjen TNI Wismoyo 
Arismunandar masih menjabat Komandan Kopassandha. 
“Mengapa Prabowo belum dipindahkan ke Kostrad oleh Pak Wis- 
moyo Arismunandar?” tanya Sintong pada Kolonel Bambang.” 

Sintong bertekad merealisasikan surat perintah KSAD un- 
tuk memutasikan Prabowo dari Kopassandha/Kopassus ke Kos- 
trad. Dasar pemindahan Prabowo yang dilakukan oleh Sintong 
semata melaksanakan surat perintah KSAD yang sudah lama 
disimpan di arsip Asisten Personel Kopassandha. Lalu Sintong 
memerintahkan Asisten Personel membuat surat pemindahan 
Prabowo ke Kostrad. Sintong langsung menandatanganinya. 


Prabowo Minta Penjelasan 

Sebetulnya, menurut prosedur, Mayor Prabowo setelah 
menerima surat pemindahan tidak harus melakukan corps’ 
report kepada Komandan Kopassandha. Yang harus melaku- 
kannya adalah para asisten, komandan grup, komandan deta- 


$? Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 318 
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semen dan kepala dinas. Jabatan Prabowo Subianto waktu itu 
adalah Wakil Komandan Detasemen-81/Antiteror yang bukan 
merupakan jabatan teras dalam jajaran Kopassandha. Seha- 
rusnya setelah menerima surat perintah pemindahan, Prabowo 
cukup melapor pada atasan langsung, dalam hal ini Letkol Lu- 
hut Pandjaitan, Komandan Detasemen-81/Antiteror. Wakil ko- 
mandan detasemen tidak perlu melapor pada Komandan Ko- 
passandha. 

Tapi, Prabowo tetap meminta waktu untuk corps' report. 
Kolonel Sintong selaku Komandan Kopassandha tetap meneri- 
ma Wakil Komandan Detasemen-81/Antiteror, Mayor Prabo- 
wo. Sintong menerima Prabowo di ruang kerjanya. Prabowo 
menanyakan mengapa ia dipindahkan dari Kapassandha ke 
Kostrad.‘ Menurut Sintong, dalam sejarah Korps Baret Merah, 
belum pernah terjadi seorang anggota menanyakan pada atasan 
mengapa ia dipindahkan.” 

Pertanyaan Mayor Prabowo membuat Sintong sangat ka- 
get dan tersinggung. Ini merupakan penawaran terhadap perin- 
tah. Bagi Sintong, “Saya seorang prajurit, sehingga saya akan 
melaksanakan tugas sesuai dengan aturan tentara yang berlaku. 
Perintah atasan tidak dapat ditawar dan hanya dapat dilaksa- 
nakan.”7? 





s8 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 319 

88 Sintong Panjaitan membuat pemisalan: “Kalau anak buah Prabowo 
berani menanyakan hal serupa kepadanya ia pasti langsung dipecat saat 
itu juga oleh Prabowo” (lihat Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: 
Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, hlm. 319-320) 

7 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 320-321 
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Kolonel Sintong pun memarahi Mayor Prabowo. “Kamu 
prajurit. Saya tidak pandang kamu anaknya siapa. Selama ka- 
mu di tentara, kamu harus turut aturan-aturan tentara. Kalau 
kamu tidak mau, kamu bisa saja keluar dari tentara Jalu masuk 
partai,” tegas Sintong.”' 

Seusai pembicaraan ini, Sintong memerintahkan Prabowo 
kembali ke tempat. “Ia memberi hormat dengan sigap layak- 
nya seorang tentara profesional, kemudian ia meninggalkan 
ruangan,” kata Sintong.?? 

Sintong sempat membicarakan hal itu dengan KSAD Jen- 
deral TNI Edi Sudradjat, tetapi ia mendapat jawaban, “Ah, 
sudahlah Tong, hal itu jangan dipikirkan.” 


Inisiatif Siapa? 

Bagi Sintong Panjaitan, pemindahan Prabowo ke Yonif 
328/Raiders Kostrad, ibaratnya hanya pindah pagar saja. Kepu- 
tusan ini jauh lebih bisa diterima jika dibandingkan Prabowo 





1 Dalam bukunya, Sintong Panjaitan merasionalisasikan ucapannya 
kepada Prabowo. Ia menambahkan bahwa anggota partai, orang bisa 
menjadi bermacam-macam. “Mungkin di masa datang kamu bisa menjadi 
Menteri Pertahanan. Saya akan menghormati kamu. Itu tidak menjadi 
masalah bagi saya.” Ucapan ini menurut Sintong bercermin dari seorang 
letnan dalam Angkatan Bersenjata Kerajaan Belanda yang keluar dari 
dinas militer, kemudian meniti karier politik dan bisa menjadi Menteri 
Pertahanan (lihat Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: Perjalanan 
Seorang Prajurit Para Komando, hlm. 320). 

7 Sikap tersebut correct secara militer. Pertanyaan Prabowo tidak 
terjawab, tetapi ditekankan bahwa ia harus taat pada perintah atasan. 
Namun, peristiwa itu bukannya tanpa buntut. Menurut Sintong, “Sejak 
saat itulah hubungan saya dan Prabowo yang semula sangat baik, 
menjadi putus” (lihat Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: 
Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, hlm. 321). 


65 


“dibuang” sebagai Dandim—apalagi jika ditempatkan di wila- 
yah yang tidak strategis secara militer dan politik. 

Sintong tahu bahwa pada bulan Maret 1983, menjelang 
Sidang Umum MPR, Kapten Prabowo pernah membuat heboh 
kalangan Angkatan Darat. Ia mencurigai Jenderal L.B. Moer- 
dani akan melakukan kudeta. Kehebohan itu dapat diredam 
tanpa terpublikasi secara luas. Namun hubungan Prabowo de- 
ngan sejumlah jenderal sudah rusak. 

Selang dua tahun kemudian, ketika KSAD dijabat oleh Jen- 
deral TNI Try Sutrisno, maka dengan berbagai pertimbangan 
akhirnya KSAD memutuskan bahwa Prabowo dipindahkan 
dari Kopassandha. Semula Try merencanakan memindahkan 
Prabowo ke Pusat Kesenjataan Infanteri di Bandung untuk 
cooling down. Tetapi kemudian Pak Try memanggil Luhut 
Panjaitan, Komandan Detasemen-81/Antiteror sebagai atasan 
langsung Prabowo, untuk diminta pendapatnya. 

Luhut menyarankan, “Kalau Prabowo dipindahkan dari 
Kospassandha, sebaiknya jangan ke Pussenif. Terlalu jauh dari 
Kopassandha ke Pussenif.” 

Ia menyarankan agar Prabowo dipindahkan saja ke Yon- 
if-328/Raiders Kostrad, sebagai wakil komandan batalyon. Di 
situ juga baik untuk melengkapi karir militernya. 

Akhirnya saran Luhut juga diterima oleh Panglima ABRI, 
sehingga Prabowo dipindahkan ke Yonif-328/Raiders, Kostrad. 
Padahal sebelumnya, surat perintah pemindahan Prabowo dari 
Kopassus ke Pussenif sudah dibuat oleh KSAD Jenderal TNI 
Rudini. Kemudian KSAD mengganti surat perintah itu untuk 
memindahkan Prabowo ke Yonif-328/Raiders, Kostrad. Surat 
Perintah segera dikirim kepada Danjen Kopassandha yang pada 
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waktu itu dijabat oleh Brigjen TNI Wismoyo Arismunandar. 
Tetapi sampai serah terima jabatan Danjen Kopassandha dari 
Wismoyo kepada Kolonel Sintong Panjaitan pada bulan Mei 
1985, pemindahan Prabowo dari Kopassandha belum terlak- 
sana. Baru ketika Sintong menjabat Komandan Kopassandha, 
mutasi itu bisa dilaksanakan.” 


“Prabowo Sudah Berubah...” 

Trauma dan kehati-hatian Prabowo dan kelompoknya ter- 
hadap langkah Jenderal Moerdani tergambarkan dalam perte- 
muannya dengan orang-orang yang diharapkan mendukung- 
nya. Dalam pertemuan Agustus 1985, Mayor Prabowo bertemu 
dengan sejumlah perwira menengah di Lembang, Bandung. 
Beberapa pertemuan lain juga diselenggarakan. Dalam rangka 
penguatan diri menghadapi Jenderal Benny Moerdani, Mayor 
Prabowo juga menggalang kekuatan dan menghubungi ka- 
wan-kawannya, senior dan yuniornya.”* Berikutnya, Prabowo 
juga melakukan pendekatan dengan Komandan SESKOAD 
Mayjen TNI Feisal Tanjung dan Pangdam Brawijaya Mayjen 
R. Hartono. 

Menurut Sintong Panjaitan, setelah Prabowo menikah de- 
ngan Siti Hedijati Harijadi, putri Soeharto, hubungan Prabowo 





73 Sehubungan dengan pemindahan Prabowo dari Kopassandha, sekitar 
23 tahun kemudian Luhut Pandjaitan berkata, “Saran pemindahan 
Prabowo ke Yonif-328/Raiders itu keluar dari mulut saya.” (Hendro 
Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para 
Komando, hlm. 322). Proses pemutasian Mayor Prabowo Subianto yang 
penuh tarik-ulur itu digambarkan Sintong dengan cukup detail (lihat 
Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit 
Para Komando, hlm. 321-322). 

74 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 72-73 


67 


dan Soeharto sangat dekat. Prabowo yang semula idealis dan 
selalu berbicara dengan teknik, taktik dan peningkatan mutu 
kesatuan serta masalah kualitas militer: kemudian berubah 
pandangan ke arah kenegaraan, pemerintahan, dan kekuasa- 
an. Menurut Sintong, ia mulai banyak berhubungan dengan 
politisi.? 

Setelah pindah dari Kopassus dan masuk Yonif-328/Raid- 
ers, Prabowo langsung membangun batalyonnya atas usaha 
sendiri. Nama Prabowo sendiri pada waktu itu sangat terkenal 
di kalangan Angkatan Darat. Banyak perwira yang mendekat 
kepadanya. Bahkan ada perwira tinggi berbintang berusaha 
mendekatinya. Menurut Sintong, posisi Prabowo sudah bak 
seorang Putera Mahkota.” 

Faktor penting yang membantu maupun merusak hu- 
bungan Prabowo dengan sejumlah perwira adalah posisinya 
sebagai menantu Presiden Soeharto. Di satu sisi, hubungan 
ini membuat Prabowo menjadi sosok yang ingin didekati oleh 
para perwira. Mereka ingin mendapat jalur cepat dalam meniti 
karir ketentaraan. Kalau kenal dengan Prabowo, mereka ber- 
harap bisa mendapat rekomendasi untuk naik pangkat atau 
mendapat jabatan tertentu. 

Tapi di sisi lain, banyak juga perwira yang tidak menyukai 
Prabowo. Sebab kedekatannya dengan kalangan istana mem- 
buat Prabowo sangat mudah memasok informasi kepada Pre- 
siden Soeharto. Kadang-kadang informasi itu dinilai merugikan 





75 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 320 
75 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 322 
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bagi jenderal-jenderal atau perwira-perwira tertentu. Laporan- 
laporan langsung Prabowo kepada Presiden Soeharto ikut me- 
nentukan nasib jenderal-jenderal dan perwira yang dilaporkan- 
nya. 

Jenderal L.B. Moerdani dan Sintong Panjaitan pernah jadi 
“korban”-nya. 
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Bab 6 


Tamatnya 
Jenderal L.B. Moerdani 


Jenderal Leonardus Benny Moerdani adalah orang kuat 
di lingkungan ABRI pada awal dekade 8o-an. Salah satu “le- 
genda” dalam sejarah ABRI ini adalah lulusan Candradimuka 
tahun 1950. Tampilnya ia ke permukaan merupakan simbol 
peralihan tongkat estafet dari generasi 45 ke generasi penerus. 

Awal karirnya, ia berjuang sebagai prajurit komando. Ber- 
sama Letkol Untung Syamsuri (kelak dikenal sebagai pemim- 
pin G 30 S/PKI), Benny Moerdani menorehkan prestasi mem- 
banggakan saat perjuangan merebut Irian Barat. Lantaran 
prestasinya itu, sempat ditawari Presiden Soekarno untuk ma- 
suk Resimen Tjakrabhirawa. Tetapi ia menolak—sesuatu yang 
langka terjadi pada saat itu, karena kebanyakan tentara meng- 
anggap melayani Presiden Soekarno adalah suatu kebanggaan. 

Hampir seluruh karir militernya dihabiskan untuk meng- 
urus soal-soal intelijen. Setelah berselisih pendapat dengan Let- 
jen Ahmad Yani, L.B. Moerdani harus meninggalkan korps 
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baret merah kebanggaannya. Ia pun memulai karir sebagai 
perwira intelijen. “Medan perang”-nya mula-mula adalah Ma- 
laysia, kemudian dipindahtugaskan ke Seoul, Korea Selatan. 
Setelah Peristiwa Malari 1974, ia dipanggil ke Jakarta oleh 
Ali Moertopo untuk menangani masalah-masalah intelijen 
Hankam.” Brigjen L.B. Moerdani adalah generasi intelijen beri- 
kutnya yang dipercaya Soeharto setelah Ali Moertopo dan Yoga 
Sugama.” Jenderal Moerdani bersama-sama Ali Moertopo ter- 
libat dalam CSIS (Center for Strategic and International Stu- 
dies).”9 Sampai tahun 1998, nama Jenderal L.B. Moerdani ma- 
sih dikait-kaitkan dengan agenda pihak oposisi untuk meng- 
gantikan kekuasaan Soeharto. | 


Cemerlangnya Bintang L.B. Moerdani 
Peristiwa Malari dilatarbelakangi kecurigaan tentang am- 
bisi-ambisi politik Jenderal Sumitro, Wapangab/Pangkopkam- 


7 Tanggal 22 Januari 1974 Ali Moertopo menelepon L.B. Moerdani dan 
memerintahkan pulang secepatnya. Menempuh rute Seoul-Tokyo- 
Hongkong-Jakarta, esok malamnya ia sudah sampai di tanah air. Tanggal 
24 Januari pagi hari, diantar Ali Moertopo, L.B. Moerdani menghadap 
Presiden Soeharto. Pak Harto berkata, “Yah, ini masalah-masalah intern 
harus segera diperbaiki. Yoga akan memegang BAKIN, kau jadi ketua G-1 
Hankam" (lihat Julius Pour, 2007, Benny: Tragedi Seorang Loyalis, hlm. 
170). 

78 Letjen Yoga Soegama sebelumnya menjabat Wakil Kepala Perwakilan 
RI di PBB, New York. Ia dipanggil ke tanah air untuk menjadi Kepala 
BAKIN menggantikan Mayjen Soetopo Juwono yang memperoleh tugas 
baru sebagai Duta Besar RI di Belanda. Jendral Sumitro semula ditawari 
jabatan menjadi duta besar, tetapi menolak dengan alasan dirinya 
terbiasa bicara apa adanya sehingga tidak cocok dengan kedudukan 
diplomat (lihat Julius Pour, 2007, Benny: Tragedi Seorang Loyalis, hlm. 
176). 

79 Lembaga studi yang banyak membantu Soeharto dalam merumuskan 
kebijakan-kebijakan Orde Baru. Peran CSIS kelak tersaingi oleh ICMI yang 
diketuai B.J. Habibie. 
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tib. Presiden Soeharto melikuidasinya. Tongkat komando Pang- 
kopkamtib dia pegang sendiri, sebelum ia menemukan orang 
yang dipercayainya—yaitu Laksamana Sudomo. 

Antara tahun 1974 hingga 1978, situasi agak tenang. Ke- 
putusan Presiden membubarkan lembaga ASPRI direspons 
banyak kalangan sebagai iktikad baik untuk menciptakan situ- 
asi kondusif. Pada periode inilah terjadi konsolidasi ulang lem- 
baga intelijen di bawah Brigjen L.B. Moerdani. Hanya dalam 
beberapa tahun, L.B. Moerdani telah menguasai jalur-jalur 
intelijen utama di negeri ini. | 

Sebagai Asintel Hankam/Kepala Pusintelstrat/Asintel 
Kopkamtib, Letjen L.B. Moerdani memperoleh fasilitas-fasi- 
litas khusus yang izinnya diberikan sendiri oleh Presiden Soe- 
harto. Umpamanya, ia satu-satunya pejabat di Hankam yang 
bisa menggunakan pesawat-pesawat milik Pelita Air Service 
untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugasnya. Lokasi kantor- 
nya di kawasan Tebet sudah lama menjadi semacam “wilayah 
kekuasaannya” sejak ia diangkat pada jabatan itu tahun 1974.** 

Naiknya posisi Letjen L.B. Moerdani dipengaruhi oleh si- 
tuasi pada tahun 1978-1983, dalam era kepemimpinan Men- 
hankam/Pangab M. Jusuf, di mana banyak purnawirawan 
jenderal yang mulai kritis terhadap kepemimpinan Soeharto." 
KSAD aktif Jenderal Widodo, yang ditunjuk pada saat Men- 





80 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 305 
81 Di antara mereka adalah Jenderal (Purn) A.H. Nasution, Letjen (Purn) 
Ali Sadikin, Jenderal Polisi Hugeng Iman Santosa, Letjen Jassin, Mayjen 
Aziz Saleh, Marsda Suyitno Sukirno. Mereka berharap banyak melihat 
gerakan-gerakan awal Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf yang dalam 
banyak hal sejalan dengan pemikiran mereka (lihat Sumarkidjo, 2006, 
Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 294-295). 
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hankam/Pangab dijabat Jenderal M. Panggabean, membentuk 
Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) TNI-AD, sebuah lembaga 
yang dinilai terlalu keras mengritik Soeharto.” 

Pada tanggal 1 Juli 1978 sejumlah tokoh mendirikan Lem- 
baga Kesadaran Berkonstitusi (LKB). Yang menarik, LKB ber- 
hasil melibatkan dua tokoh penting republik ini, yaitu Prokla- 
mator Drs. Muhammad Hatta dan Jenderal (Purn) Abdul Haris 
Nasution.88 Kemudian pada tahun 1980, muncullah Petisi 50— 
sebuah “Pernyataan Keprihatinan” yang ditandatangani lima- 
puluh orang tokoh yang mengritik penyalahtafsiran Pancasila 
sebagai alat memertahankan kekuasaan. Pidato tanpa teks 





82 Forum ini merupakan wadah bagi purnawirawan TNI-AD untuk 
memberi masukan dan menyampaikan unek-unek yang tidak dipublikasi- 
kan keluar. Tapi forum ini juga digunakan sebagai ajang melontarkan kritik 
terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Lama-lama, aktivitas forum 
ini sampai juga ke telinga Presiden Soeharto. Akhirnya Menhankam/ 
Pangab M. Jusuf meminta KSAD Jenderal Widodo membubarkan forum 
tersebut. Tanggal 26 Februari 1979 dikeluarkan siaran pers yang 
menyebutkan bahwa Fosko TNI-AD dibekukan karena “adanya oknum 
Fosko yang mempergunakannya untuk kepentingan pribadi” (lihat 
Sumarkidjo, 2006, Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 290- 
291). Presidium Fosko TNI-AD adalah Letjen G.P.H. Djatikusumo, Letjen 
Suridman, dan Mayjen A. Soekendro. Sementara itu mantan Pangdam 
Siliwangi Letjen H.R. Dharsono menjabat sebagai sekretaris umum (lihat 
Sumarkidjo, 2006, Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 235). 
Jenderal Widodo kemudian dicopot jabatannya selaku KSAD, digantikan 
oleh Jenderal Poniman. 

33 Adalah Laksamana Muda Nazir yang mempertemukan kedua tokoh itu. 
Tapi upayanya gagal untuk menarik keterlibatan mantan Wakil Presiden 
Sri Sultan Hamengku Buwono IX (lihat Sumarkidjo, 2006, Jenderal M. 
Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 234). Tokoh-tokoh lain yang terlibat 
dalam LKB antara lain Hugeng Iman Santosa, Ali Sadikin, Letjen A.Y. 
Mokoginta, Mayjen Aziz Saleh, dan Laksda Nazir sendiri. Sedangkan dari 
kalangan sipil ada nama-nama Dr. Anwar Haryono, Prof. Soenario, Sabam 
Sirait, Frans Seda, I.J. Kasimo, Prof. Achmad Subardjo, Marsilam 
Simandjuntak, dan Mochtar Lubis. 
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Presiden Soeharto dalam rapim ABRI di Pekanbaru, 27 Maret 
1980, dan pada HUT Kopassandha 16 April 1980, berisi kecam- 
an terhadap Petisi 50. 

Lawan-lawan politik Presiden Soeharto mulai menampak- 
kan diri. Mereka justru berasal dari almamaternya sendiri, yaitu 
Angkatan Darat. Saat itulah Presiden Soeharto memang me- 
merlukan sosok yang kuat untuk melindunginya, tetapi tidak 
mungkin mengkhianatinya. 

Letjen L.B. Moerdani memenuhi kriteria itu. 


Pembajakan Woyla, Naiknya Sintong Panjaitan 

Nama Moerdani kian cemerlang karena berhasil menga- 
tasi pembajakan pesawat Garuda Woyla di Bangkok, Thai- 
land. Keberhasilan menggagalkan pembajakan ini melam- 
bungkan nama Letkol Sintong Panjaitan sebagai komandan 
pasukan. Letjen L.B. Moerdani yang terjun langsung dalam 
operasi itu, juga menuai pujian dari mana-mana. 

Beberapa pihak menganggap, karena Letjen L.B. Moerdani 
menikmati pujian lebih banyak dari panglimanya, Jenderal 
M. Jusuf. Kivlan Zen menulis bahwa konflik Jusuf-Moerdani 
muncul tahun 1981 setelah peristiwa pembajakan itu. Saat itu, 
Letjen Moerdani menjabat Asintel dan Kepala BAIS (Badan 
Intelijen Strategis). Pada tanggal 30 Maret, Jenderal M. Yusuf 
melakukan commanders call ABRI di Ambon. Letjen Moerdani 
tidak mengikutinya, karena ada pembajakan pesawat Garuda 
Woyla di Bandara Don Muang, Bangkok. 


84 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 68 
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Menurut buku Sumarkidjo, sebetulnya Letjen L.B. Moer- 
dani mengikuti rapat pimpinan ABRI itu. Bahkan ia punya 
satu sesi tersendiri dalam rapat pimpinan, di mana ia menyam- 
paikan analisis dan evaluasi mengenai situasi keamanan nasio- 
nal dan regional. Berita pembajakan itu dilaporkan pertama 
kali oleh Wapangab/Pangkopkamtib Laksamana Soedomo. 
Hampir pada saat yang bersamaan, laporan serupa disampai- 
kan oleh staf Benny Moerdani.8s 

Begitu mendengar ada berita pembajakan terhadap pe- 
sawat terbang Indonesia di luar negeri, Letjen L.B. Moerdani 
langsung terbang ke Jakarta via Makassar. Malam itu juga, ia 
menghadap Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan 
langsung pembajakan itu, serta menerima sejumlah instruksi.8$ 

Dalam drama pembajakan ini, Letjen Benny menggalang 
pasukan sendirian dengan bantuan pasukan Kopassus yang 
direkrut mendadak. Letkol Sintong Panjaitan dan Mayor Su- 
bagyo HS adalah perwira yang terlibat dalam operasi ini, se- 
hingga mendapat anugerah kehormatan. 


85 Sumarkidjo (2006), Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit, hlm. 
303-304. Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf langsung memanggil 
Letjen L.B. Moerdani dan memerintahkannya menangani masalah 
pembajakan itu personally. Artinya, Benny pribadi yang diperintahkan 
untuk pergi. Jusuf memerintahkan Moerdani pergi dari Manado dengan 
menggunakan pesawat komando yang biasa dipergunakan Jusuf. Saat 
itu juga Letjen L.B. Moerdani terbang dengan pesawat C-130 Komando 
ke Makassar, kemudian pindah ke pesawat jet milik Pelita Air Service 
yang terbang dari Jakarta khusus untuk menjemput Benny. 

86 Julius Pour (2007), Benny: Tragedi Seorang Loyalis, hlm. 210-213 

87 Saat itu Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto baru saja berangkat 
ke Jerman untuk belajar teknik anti-teror. Subagyo HS yang pada 
awalnya kecewa karena tidak terpilih mengikuti pendidikan antiteror di 
luar negeri, kemudian mendapat kesempatan terlibat dalam operasi yang 
sangat berharga itu. 
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Operasi pembebasan sandera itu meraih sukses besar. 
Para pembajak ditaklukkan dalam serbuan yang taktis dan 
kilat. Peristiwa ini membuka mata dunia bahwa Indonesia 
pun memiliki pasukan khusus (special forces) yang kemampu- 
annya setara dengan SWAT (Strategic Weapon and Tactics) 
milik Amerika Serikat. 

Tapi, segala pujian dan kredit diarahkan kepada Letjen 
Benny Moerdani, intelijen yang ada dalam kendalinya, serta 
Kopassus. Ini konon membuat Jenderal M. Yusuf tidak berke- 
nan. Muncul tudingan bahwa BAIS sengaja menggalang ke- 
kuatan ekstrem Islam untuk menggerakkan aksi pembajakan— 
untuk kemudian ditumpas sendiri oleh Letjen Benny Moerdani. 

Menanggapi isu bahwa pembajakan itu rekayasa BAIS, 
Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf didampingi Letjen 
L.B. Moerdani memberikan keterangan di depan rapat kerja 
gabungan komisi-komisi DPR RI. Sambil menoleh kepada 
Benny yang duduk di sampingnya, Jenderal Jusuf berkata, 
“Bukan dia yang bikin. Kalau dia yang bikin...., saya pecat dia 
hari ini juga.” Benny Moerdani diam, tidak memberi reaksi." 

Pasca drama pembajakan Woyla, nama L.B. Moerdani 
langsung meroket. Juga nama Sintong Panjaitan dan Subagyo 
HS. Tetapi dalam level elit politik, Benny Moerdani-lah yang 
mendapat kredit poin terbesar. Presiden Soeharto menjadi 
sangat memercayainya, karena jasanya yang berhasil meng- 
harumkan nama Indonesia di jagat internasional. 

Menurut Prof. Robert Edward Elson, naiknya Moerdani 
disebabkan oleh karena Soeharto memerlukan aliansi baru, 





88 Julius Pour (2007), Benny: Tragedi Seorang Loyalis, hlm. 229 
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setelah pudarnya Ali Moertopo akibat serangan jantung pada 
1978 dan meninggal dunia tahun 1984, serta semakin surutnya 
pengaruh Sudjono Humardani setelah masuknya para birokrat 
profesional. Sejalan dengan hal itu, Soeharto mulai mencari- 
cari gaya kepemimpinan militer yang baru.8 


Soeharto Marah kepada L.B. Moerdani 


Pada tahun 1983-1985, Mayor Prabowo menjadi staf khu- 
sus bagi Jenderal Moerdani. Sebagai staf khusus, Mayor Pra- 
bowo mendapatkan penjelasan tentang agenda Jenderal Benny 
untuk menghancurkan gerakan-gerakan Islam secara 'sis- 
tematis. Karena merasa tidak cocok dengan rencana tersebut, 
Prabowo melaporkan langkah-langkah Benny kepada mertua- 
nya—termasuk rencana Benny untuk menjadi Presiden RI.?” 
Jenderal Moerdani juga dicurigai punya agenda untuk mem- 
bersihkan ABRI dari orang-orangnya M. Jusuf. 

Mendengar laporan menantunya, mula-mula Presiden 
Soeharto tidak percaya. Tetapi berdasarkan informasi lanjutan 
yang didapatkan sendiri, dia akhirnya percaya. Tapi, yang lebih 
menentukan nasib sang jenderal mungkin adalah keberanian- 
nya “menegur” Presiden Soeharto tentang sepak terjang anak- 
anak Presiden di bidang bisnis. 

Ketika Pak Harto dan Benny sedang main bilyar berdua, 
Benny mengatakan sesuatu yang membuat Pak Harto sangat 
tersinggung. Benny berkata bahwa untuk menjaga keamanan 
pribadi Presiden, memang sudah cukup dengan satu batalyon 


89 Julius Pour (2007), Benny: Tragedi Seorang Loyalis, hlm. 341 
20 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 70-71 
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Paspampres. Tetapi, untuk pengamanan politik Presiden, mu- 
tlak harus didukung oleh keterlibatan keluarga dan juga Presi- 
dennya sendiri. “Begitu saya angkat masalah tentang anak- 
anaknya tersebut, Pak Harto langsung berhenti main. Segera 
masuk kamar tidur, meninggalkan saya di ruang bilyar, ... 
sendirian.” 

Versi Sudomo lain lagi. Menurut Wapangab/Pangkop- 
kamtib Laksamana Sudomo, Jenderal L.B. Moerdani pernah 
menyampaikan suatu saran kepada Pak Harto agar memper- 
timbangkan untuk mengundurkan diri secara sukarela, karena 
telah memimpin 20 tahun, masa bakti yang terlalu lama. Pak 
Harto mengonfirmasi saran tersebut kepada Sudomo. Lantas 
Sudomo mengatakan, “Memang, intelijen harus berani meng- 
ungkapkan fakta yang sebenarnya, meski yang tidak enak se- 
kalipun.”? 

Benny sendiri, usai bertemu Soeharto, berkata kepada Su- 
domo, “Wah, bapake kethoke nesu banget.” Jadi [karir] saya 
pasti sudah selesai, hanya akan sampai di sini.” 

Jenderal Moerdani merasa pasti tidak akan masuk ke ja- 
jaran kabinet lagi.?4 





21 Kisah ini tidak dituturkan langsung oleh'L.B. Moerdani. Julius Pour 
mendapatkan kisah ini dari Ben Mboi, yang pernah menjabat Gubernur 
Nusa Tenggara Timur. Sejak saat itu, menurut Ben Mboi, Pak Benny 

fell into disgrace (lihat Julius Pour, 2007, Benny: Tragedi Seorang Loyalis, 
hlm. 343). 

2 Julius Pour (2007), Benny: Tragedi Seorang Loyalis, him. 343-344 

33 "Wah, bapake kethoke nesu banget (Bahasa Jawa) = Wah, beliau 
nampak marah sekali. 

9 Julius Pour (2007), Benny: Tragedi Seorang Loyalis, him. 344-345 
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Sekali Lagi Dicurigai Kudeta 


Pergantian Panglima ABRI dari Jenderal L.B. Moerdani 
ke Letjen Try Sutrisno berlangsung tanggal 24 Februari 1988— 
seminggu sebelum Sidang Umum MPR digelar. Ini adalah se- 
suatu yang ganjil, sama sekali di luar kebiasaan. Biasanya, 
siapa yang menduduki jabatan Panglima ABRI diumumkan 
bersamaan dengan pengumuman susunan kabinet—karena 
jabatan ini adalah setara menteri. Diberhentikannya Jenderal 
L.B. Moerdani sebagai Pangab hanya berarti satu hal, Presiden 
Soeharto mencoba membatasi ruang gerak Benny. 

Menurut Kivlan Zen, dimajukannya pergantian Pangab 
untuk mencegah L.B. Moerdani memaksa Ketua Fraksi ABRI 
di MPR, Letjen Bambang Triantoro, untuk mengajukan nama- 
nya sendiri sebagai calon Wakil Presiden.’ Cara ini dianggap 
mendahului kehendak Soeharto, dapat membuat malu, dan 
terkesan tidak demokratis bila Soeharto menolaknya dalam 
Sidang MPR. 

Sidang Umum MPR 1988 memang agak menegangkan 
dibandingkan sebelumnya. Ada beberapa alasan: 

a. Presiden Soeharto belum menunjuk sosok yang dipi- 
lihnya untuk menjadi Wakil Presiden. Ini menimbul- 
kan banyak spekulasi di kalangan elit politik maupun 
masyarakat luas. Kekuatan-kekuatan politik yang 
ada saat itu kian berani mengelus-elus jagonya ma- 
sing-masing. Situasi pun kian meruncing. 

b. Dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) muncul 
kandidat Cawapres Dr. H.J. Naro. Motivasinya hanya 


25 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 73 
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untuk “meramaikan” saja, dan kalau bisa, memaksa 
agar sidang melakukan voting.” 

c. Ada indikasi bahwa ABRI dan Golkar menghendaki 
nama yang berbeda menjadi Cawapres. Nama 
Pangab Jenderal L.B. Moerdani sering disebut-sebut 
sebagai kandidat ideal di pihak ABRI. Sedangkan 
nama Sudharmono merupakan favorit Golkar. | 


Baik Jenderal L.B. Moerdani maupun Sudharmono sama- 
sama kuat posisinya untuk menjadi Wapres. Sikap Presiden 
Soeharto-lah yang akan menentukan mana Cawapres yang 
akan terpilih. Presiden Soeharto sudah tidak menyukai L.B. 
Moerdani. Jadi, untuk menutup kemungkinannya maju seba- 
gai Cawapres dari jalur Fraksi ABRI, dia memutuskan untuk 
mengajukan waktu pergantian Pangab. 


“Saya Bukan Lagi Ketua Partai ABRI...” 


Makna di balik pergantian Pangab yang dipercepat itu di- 
terima oleh Benny Moerdani. Terbukti, dua jam setelah prosesi 
pergantian Pangab, terjadi dialog antara Benny Moerdani, Soe- 
giarto (Kassospol Hankam), dan Mayjen Harsudiono Hartas 
(Assospol Hankam).” | 

Kedua perwira tinggi itu mengajukan pertanyaan, “Pak, 
siapakah yang nanti akan kita ajukan sebagai calon Wakil Pre- 
siden?” 


96 Saat itu voting dianggap tabu, karena dinilai bertentangan dengan 
budaya musyawarah mufakat. Soeharto selalu menginginkan mufakat 
bulat untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

7 Julius Pour (2007), Benny: Tragedi Seorang Loyalis, hlm. 291 
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“Lho, kog tanyanya sama ABRI” 

“Memang, semuanya tanya sama kita. Semua bertanya, 
siapa yang bakal dicalonkan ABRI untuk menjadi wakil presi- 
den,” begitu desak Soegiarto dan Hartas hampir serentak. 

Benny kemudian menanyakan, bagaimana dengan pen- 
dapat floor? 

Dijawab, nama Benny sering disebut-sebut. Tetapi dengan 
suara mantap, sambil menunjuk Try Sutrisno yang duduk di 
sebelahnya, Benny langsung menegaskan, “Bagus kalau demi- 
kian... kalau saya masih jadi ketua partai ABRI.” Tetapi sejak 
dua jam yang lalu, ketua partai sudah bukan di tangan saya 
lagi, melainkan Try...” | 

“Jadi?” 

“Jadi, ya yang ini saja saya usulkan, glundhungkan saja 
Try sebagai calon Wakil Presiden...” 

Jenderal Try Soetrisno diam tidak bereaksi. Tentu saja, 
usulan itu tidak mungkin dilaksanakan. Try baru beberapa jam 
menjabat Panglima ABRI secara resmi. Kata-kata Benny Moer- 
dani hanya mengindikasikan bahwa dengan dicopotnya dia 
sebagai Pangab, harapan ABRI untuk mendudukkan kadernya 
di kursi Wapres telah sirna. 

Lebih dari itu, kata-kata itu berarti Benny telah bisa mene- 
rima isyarat yang diberikan Presiden Soeharto, agar dirinya 
jangan maju sebagai Cawapres. Bahwa dia tidak boleh macam- 
macam, apalagi mengganggu proses pemilihan Wapres. 


98 Secara formal ABRI bukan partai. Kata partai dicetak miring mungkin 
untuk memberi penekanan sinisme atau dramatisasi L.B. Moerdani 
terhadap jabatannya yang mendadak dicopot. Mungkin juga untuk 
menyindir Sudharmono yang saat itu Ketua Golkar. 


Sudharmono-lah yang kemudian menjadi Wapres.” 

Dicopot dari jabatan Pangab, gagal menjadi Wapres, 
membuat nasib Benny Moerdani terkatung-katung. Di sinilah 
Sudomo melakukan langkah terobosan. Ia mengingatkan Pre- 
siden Soeharto tentang nasib Park Chung-hee, jenderal yang 
menjadi Presiden Korea Selatan, yang tewas ditembak oleh 
bekas kepala intelnya. Menurut Sudomo, “Saya lihat Pak Harto 
kaget... Mungkin beliau mulai merasa takut dan berpikir, ba- 
gaimana kalau nanti Benny mbambung,” nekad karena me- 
rasa dikecewakan?” "! | 

Tiga minggu setelah Sidang Umum MPR selesai, susunan 
lengkap Kabinet Pembangunan IV akhirnya diumumkan.'** 
Jenderal L.B. Moerdani ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan 
dan Keamanan. 


Lagi-Lagi Dicurigai Kudeta 


Sidang Umum MPR 1988 akhirnya memang berjalan mu- 
lus. Namun sebelumnya, sikap paranoid muncul di kalangan 


° Sebelum Ketua MPR Kharis Suhud mengetukkan palu mengesahkan 
nama Sudharmono sebagai Wakil Presiden 1988-1993, terjadi interupsi 
oleh Ibrahim Saleh. Brigjen TNI Ibrahim Saleh, anggota Fraksi ABRI, 
mengatakan bahwa Sudharmono bukan Cawapres ideal karena tidak 
bersih lingkungan. Benny Moerdani membantah kalau interupsi itu adalah 
rekayasanya. Benny Moerdani justru meminta Kharis Suhud mematikan 
sound system yang digunakan Ibrahim Saleh (selengkapnya, lihat Julius 
Pour, 2007, Benny: Tragedi Seorang Loyalis, hlm.284-289). 

100 Mbambung (bahasa Jawa) yang berarti menggelandang, karena tak 
punya pekerjaan. 

101 Julius Pour (2007), Benny: Tragedi Seorang Loyalis, hlm. 345-346 

102 Jauh terlambat dari kebiasaan pemerintah Orde Baru menyusun 
kabinetnya. Ini menunjukkan betapa Presiden Soeharto kesulitan 
menentukan tim kabinetnya—barangkali jabatan Menhankam adalah yang 
paling lama makan waktu untuk mempertimbangkannya. 
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perwira-perwira yang lima tahun sebelumnya pernah mencu- 
rigai L.B. Moerdani melakukan kudeta. Kivlan Zen menutur- 
kan, Prabowo mempersiapkan satu batalyon Kopassus, 
Batalyon Infanteri Linud 328, Batalyon Infanteri 303, Batalyon 
Infanteri 321, dan Batalyon Infanteri 315, yang dapat diperca- 
yainya untuk melakukan kontra-kudeta, sebagaimana Soe- 
harto melakukan kontra-kudeta terhadap G 30 S/PKI tahun 
1965.3 Saat SU MPR digelar, jabatan Pangab memang telah 
diserahterimakan kepada Jenderal Try Sutrisno. Tapi Jenderal 
L.B. Moerdani masih memegang jabatan strategis sebagai 
Pangkopkamtib' dan Kepala BAIS. 

Kecurigaan kudeta tidak terbukti. Tapi tetap saja Jenderal 
L.B. Moerdani dicurigai mengonsolidasikan kekuatan untuk 
merongrong pemerintah. Di baliknya ada tokoh-tokoh penan- 
datangan Petisi 50—sejumlah purnawirawan jenderal atau 
pejabat tinggi yang tidak puas. Menurut Kivlan Zen, ungkapan 
Presiden Soeharto itu terjadi karena adanya informasi seorang 
Letkol melalui Mayor Gleni Kairupan kepada Titiek Prabowo 
agar sampai kepada Soeharto. Informasi itu berupa dokumen 
hasil pertemuan beberapa jenderal untuk melakukan suksesi 
dengan minta dukungan Ismail Hasan Metareum di MPR.'s 

Pengamat politik Christianto Wibisono mengungkapkan, 
Benny pernah jadi anak emas sekaligus korban Soeharto. Di- 


103 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 74 

104 Jabatan yang sangat powerful pada situasi darurat. Kalkulasi secara 
politik sebetulnya menunjukkan, kalau terjadi situasi chaos, justru 
Pangkopkamtib berkesempatan mengambil alih situasi dengan 
memaklumatkan negara dalam keadaan darurat—dan memberlakukan 
pemerintahan militer. 

105 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 75-76 
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angkat naik seperti roket jadi jenderal bintang empat, tetapi 
dicampakkan dari jabatan Panglima ABRI secara mendadak, 
mirip cara memecat tenaga kerja Indonesia. Bulan madu Soe- 
harto-Benny hanya berumur sekitar 10 tahun.'”8 Setelah masa 
“bulan madu” itu, justru nama Benny Moerdani sering dikait- 
kaitkan dengan upaya merongrong kewibawaan pemerintah. 

Tahun 1989, dalam perjalanan pulang dari kunjungan 
kenegaraan ke Beograd, Yugoslavia, Presiden Soeharto berkata, 
“Biar jenderal atau menteri yang bertindak inkonstitusional 
akan saya gebuk.” Konon kata-kata itu ditujukan pada faksi 
Jenderal L.B. Moerdani yang melancarkan isu-isu suksesi. 

Sekali lagi, Jenderal L.B. Moerdani dicurigai akan melaku- 
kan kudeta. Maka, semakin gencarlah upaya de-Benny-isasi, 
sebuah gerakan “pembersihan” terhadap perwira-perwira mili- 
ter yang berafiliasi ke grup Benny. 

Mayjen Sintong Panjaitan adalah yang tersingkir. Karir 
militernya tamat empat tahun setelah Jenderal L.B. Moerdani 
tidak jadi Pangab lagi. 


108 Julius Pour (2007), Benny: Tragedi Seorang Loyalis, hlm. 341 
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Bab 7 


Insiden Santa Cruz dan 
Berakhirnya Karier Sintong 


Memasuki dasawarsa 1990-an, nampak Soeharto mulai 
cemas terhadap loyalitas tentara. Sidang Umum MPR 1988 
diwarnai interupsi oleh Fraksi ABRI. Mereka menolak pene- 
tapan Sudharmono SH sebagai Wakil Presiden. Padahal, ia 
adalah favorit Soeharto. Kelihatannya, Fraksi ABRI lebih me- 
nyukai calonnya sendiri—waktu itu tidak ada yang lebih mung- 
kin dibandingkan Jenderal L.B. Moerdani.'” 

Loyalitas adalah hal yang dicemaskan Soeharto. Soeharto 
paham betul bagaimana tentara melakukan insubordinasi 
secara diam-diam terhadap penguasa. Sebab ia berpengalaman 
melakukannya, dari tahun 1965 sampai 1967. Karena itu, ia 


107 Tahun 1993 tentara tak mau membuat kesalahan. Mereka melakukan 
fait acomplii terhadap Presiden dengan mengusung nama Jenderal Try 
Sutrisno. Padahal dalam rapat Panitia 11 yang memutuskan nama 
Wapres pendamping Soeharto, nama Try Sutrisno hanya menduduki 
nominasi ketiga. Nominasi pertama adalah B.J. Habibie, dan yang kedua 
Soesilo Soedarman. Namun karena pilihan ABRI telah diketahui 
masyarakat, Presiden Soeharto pun terpaksa menyetujuinya. 
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menyiapkan langkah-langkah khusus untuk melindungi diri- 
nya. Jika Soekarno pada tahun 1960-an mencoba menyeim- 
bangkan kekuatan antara AD, PKI dan dirinya sendiri, maka 
pada awal dekade 90-an Soeharto mencoba menyusun keseim- 
bangan antara AD, Islam, dan dirinya sendiri. 

Jika tidak dikendalikan, tentara akan berkembang sebagai 
kekuasaan tersendiri yang bisa merepotkan kekuasaan. Untuk 
mengeliminasinya, Soeharto melirik pada potensi Islam. Ge- 
rakan Islam modernis yang sedang bangkit di perkotaan, ada- 
lah momentum yang ingin dimanfaatkan oleh Soeharto. Sete- 
lah kecewa dengan CSIS, Soeharto pun mendukung prakarsa 
pendirian ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).' 


De-Benny-sisasi 


Di sekeliling dirinya, Soeharto menempatkan jenderal-jen- 
deral yang dia yakin loyal kepadanya. Upaya-upaya dilakukan 
untuk mengikis pengaruh Benny Moerdani di ABRI, khusus- 
nya di kalangan perwira aktif. 

Terkait dengan gerakan de-Benny-isasi, Sintong menyim- 
pulkan bahwa dalam ABRI ternyata ada tiga kelompok yang 
diperlakukan secara berbeda. Pertama ialah mereka yang de- 


108 Gagasan tentang ICMI itu sendiri sebenarnya kontroversial. Sebab 
membawa kaum intelektual ke ranah sektarian. Tapi di awal tahun 1990- 
an, upaya itu disambut hangat. Soeharto memberikan dukungannya. 
Tapi kelihatannya, sebagian perwira ABRI tidak begitu menyukai 
kehadiran ICMI. Tapi ada pula yang menyatakan dukungan dengan tidak 
terlalu mencolok di depan publik, seperti yang dilakukan Wiranto, pada 
saat berbisik-bisik dengan B.J. Habibie di Mesjid Istiglal, pada saat Brigjen 
Wiranto menjabat Kasdam Jaya. 
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kat dengan Soeharto, kedua ialah mereka yang biasa saja, 
sedangkan ketiga ialah mereka yang masuk kelompok L.B. 
Moerdani, atau kelompok yang kurang dipercaya oleh Soe- 
harto. 

Apabila kelompok pertama membuat kesalahan, mereka 
selalu dilindungi. Jika kelompok dua berbuat kesalahan, fifty- 
fifty. Namun, jika kelompok tiga membuat kesalahan, “tiada 
maaf bagimu.” Sebagai tindak lanjut gerakan “de-Benny- 
isasi”, orang-orang dekat L.B. Moerdani banyak yang tersingkir 
atau mendapat kartu mati. Luhut dan Sintong digolongkan 
sebagai anak emas L.B. Moerdani."” 

Ketidakberdayaan Try Sutrisno membersihkan pendukung 
Benny Moerdani telah membuat Soeharto kecewa. Jenderal 
Try memang bukan orang Benny, tapi juga bukan orang yang 
berseberangan frontal dengan Benny. Dia menampakkan 
independensinya, dan cukup loyal terhadap Soeharto. 

Bagi kelompok Prabowo cs, kinerja Try Sutrisno dianggap 
mengecewakan. Menurut Kivlan Zen, Jenderal Try Sutrisno 
tidak berdaya dan tetap mengangkat pendukung Benny Moer- 


109 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 464 

H0 Namun, menurut pengakuan Luhut, hubungan antara Luhut dengan 
L.B. Moerdani tidak lain hanya atas dasar pertimbangan profesionalisme 
(Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit 
Para Komando, hlm. 464). Sintong juga mengutarakan hal yang serupa. 
Ia tidak pernah masuk dalam kelompok di lingkungan ABRI, tetapi 
sebagian kalangan memasukkan dirinya dalam kelompok L.B. Moerdani. 
Menurut Sintong, ia mencapai pangkat tinggi bukan karena L.B. 
Moerdani. Bukan pula L.B. Moerdani yang membuat Sintong terkenal. 
“Tetapi tugas operasi antiteror di Don Muang, Bangkok, dapat saya 
laksanakan dengan baik, sehingga nama Pak Benny juga terangkat. 
Jangan dibalik!” tegasnya (lihat Hendro Subroto, 2009, Sintong 
Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, hlm. 465-466). 
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dani pada jabatan strategis, seperti Letjen Harsudiono Hartas 
sebagai Kassospol, Letjen Sahala Rajagukguk untuk jabatan 
Wakasad, dan ia tidak menaikkan perwira yang dekat dengan 
Prabowo." 

Soeharto kurang percaya pada Jenderal Edi Sudradjat, 
karena hasil Seminar TNI-AD tahun 1990 merekomendasikan 
pergantian pimpinan nasional mulai lurah ke atas. “Kebera- 
nian” pihak tentara untuk membicarakan masalah kepemim- 
pinan nasional menular ke kalangan sipil. Pada dekade 90- 
an, isu suksesi kepemimpinan nasional mulai mengemuka. 
Presiden Soeharto semakin merasa gerah. , 

Musim haji 1991, seluruh keluarga besar Soeharto yang 
terdiri dari anak, menantu dan cucu, termasuk Letjen Wismo- 
yo Arismunandar.”? Orang dekat Soeharto semuanya tidak 
ada di Jakarta. Sementara itu Menhankam dijabat L.B. Moer- 
dani, Panglima ABRI diduduki Jenderal Try Sutrisno, dan 
KSAD oleh Jenderal Edi Sudradjat. Kivlan Zen memunculkan 
pertanyaan penting: apakah Presiden Soeharto sedang menguji 
kesetiaan ketiga orang tersebut?" 

Ketakutan Prabowo muncul lagi. Dia khawatir, akan ter- 
jadi manuver dari musuh-musuh politik Presiden Soeharto. 
Sebelum turut berangkat ke tanah suci, Prabowo mengumpul- 
kan rekan-rekannya untuk mengadakan brainstorming dan 
menyusun rencana mengantisipasi yang terburuk. Jika ke- 
mungkinan paling buruk terjadi, dia dan Letjen Wismoyo akan 


ui Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 77-78 
u2 Wismoyo adalah ipar Soeharto. Saat itu menjabat Pangkostrad. 
u3 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, him. 79 
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terbang ke tanah air dengan menggunakan private jet yang 
akan mendarat di Nusa Wungu, Cilacap. 

Sekali lagi, kekhawatiran itu tidak terbukti. Namun itu 
bukan berarti upaya de-Benny-isasi berhenti. Diperkirakan 
Benny masih memiliki pengaruh. Dia sempat berusaha keras 
menggagalkan Munas ICMI.”5 Karena itu, kelompok Prabo- 
wo masih terus berusaha melawan pengaruh grup Benny. 

De-Benny-isasi mulai memperoleh hasil efektif setelah 
terjadi Insiden Santa Cruz, 12 November 1991. 


Insiden Santa Cruz 

Peristiwa tragis ini terjadi tanggal 12 November 1991 di 
pekuburan umum Santa Cruz, Dili. Ribuan warga Timor ber- 
unjuk rasa tepat dua pekan setelah kematian Sebastiao Gomez 
Rangel—pemuda Timor Leste yang dibunuh milisi prointegrasi 
di Gereja Motael, Dili. Jenasah Sebastiao akan dimakamkan 
ulang di Santa Cruz dalam sebuah prosesi yang diperkirakan 
mengundang kerumunan massa luar biasa besar. 

Allan Nairn, jurnalis Amerika Serikat yang saat itu ada di 
Dili menuturkan, “Seusai misa di Gereja Motael, pemuda- 
pemuda Timor mengeluarkan spanduk dan poster dari balik 
baju mereka dan mulai bergerak ke arah pemakaman.” Se- 
kitar pukul delapan pagi, massa makin padat. Komandan Sek- 


14 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 79 

HS Benny Moerdani dikabarkan membenci B.J. Habibie karena yang 
bersangkutan menolak masuk CSIS (Kivlan Zen, 2004, Konflik dan 
Integrasi TNI AD, hlm. 78-79). 

M6 Kesaksian Allan Nairn dalam diskusi East Timor Action Network di New 
York, empat tahun setelah Tragedi Santa Cruz (lihat majalah Tempo, 29 
Maret 2009, him. 36). 
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tor C/Khusus Dili Kolonel Binsar Aruan memerintahkan pasu- 
kan Brigade Mobil menyekat massa dengan membentuk bari- 
kade di belakang demonstran. Pasukan Indonesia terus berge- 
rak maju, mendekati massa yang terkepung. Komandan Kompi 
Gabungan Letda Sugiman Mursanib berteriak memerintahkan 
pasukannya melepas tembakan peringatan ke udara. Menda- 
dak serentetan tembakan terdengar. Massa di bagian belakang 
roboh. Sisanya bubar, tunggang langgang. 

Demonstrasi yang dilakukan dalam Peristiwa 12 Novem- 
ber 1991 di Dili diyakini Sintong bukanlah demonstrasi biasa. 
Ada unsur pemberontakan terhadap pemerintah. Para demon- 
stran didapati membawa senjata api laras panjang, pistol, gra- 
nat tangan, senjata tajam dan pentungan, selain bendera Freti- 
lin maupun Falintil. Di sekitar pekuburan umum Santa Cruz 
ditemukan barang bukti berupa sepucuk senapan serbu Heck- 
ler & Koch G3 dengan delapan butir peluru, dua pucuk senapan 
Mauser dengan 13 butir peluru, sepucuk pistol FN dengan 12 
butir peluru, sepucuk pistol Smith & Wesson dengan empat 
butir peluru, enam buah granat tangan, 26 bilah parang, 70 
bilah pisau dan berbagai jenis senjata lainnya seperti tombak, 
kapak, sabit, dan pipa besi sebagai pentungan.'” 

Meletusnya Insiden Santa Cruz tidak lepas dari kebijakan 
pemerintah Jakarta. Dalam analisisnya, Sintong Panjaitan me- 
ngatakan bahwa semua ini tidak lepas dari kebijakan Presiden 
Soeharto. Keberhasilan operasi teritorial selama satu setengah 
tahun mendorong Presiden Soeharto memutuskan bahwa Tim- 
tim dinyatakan sebagai daerah terbuka, seperti 26 provinsi lain- 





17 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 396 
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nya. Menurut Sintong, keputusan Soeharto pada tahun 1990 
itu tergesa-gesa. Keputusan itu menimbulkan gejolak sosial 
yang mengarah kepada perpecahan di masyarakat. Memban- 
jirnya pendatang di Timtim menimbulkan bibit pertentangan 
yang bersifat SARA. Di kalangan penduduk asli Timtim telah 
muncul perasaan tidak senang dengan kedatangan suku Ma- 
kassar dan Bugis yang dianggap sebagai kelompok penghisap 
baru dan menghambat kehidupan ekonomi mereka. Para pen- 
datang menguasai perdagangan sampai ke tingkat kecamatan." 
Kondisi sosial politik masyarakat Timor Timur saat itu mirip 
jerami kering yang siap untuk dibakar. 


Sabotase oleh Kelompok Prabowo? 


Mayjen Sintong Panjaitan tahu Peristiwa 12 November 
1991 pada saat ia sedang bersama KSAD Jenderal Edi Sudradjat 
mengikuti rapat di Akmil, Magelang." Esok harinya ia langsung 
terbang ke Dili untuk mengambil alih pimpinan. Bagi Sintong, 
ini adalah titik balik dari karier militernya yang cemerlang.'? 


u8 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 373 

119 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 398-399 

120 Empat hari sebelum meletusnya peristiwa tragis itu, KSAD memberi- 
tahukan kepada Sintong tentang tugas baru sebagai Asisten 2/Operasi 
Panglima ABRI untuk memberikan pengalaman sebagai pejabat teras 
Mabes ABRI. Tugas baru bagi Sintong telah banyak diketahui oleh 
teman-temannya. Tetapi ada pula yang setelah mendengar tugas baru 
Sintong, langsung “sakit gigi Sebelum itu pula, Jenderal L.B. Moerdani 
berpesan, “Tong, masa depan karier militermu sangat bagus. Kamu 
jangan sampai tersandung masalah perempuan, masalah uang, maupun 
masalah politik.” (Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: Perjalanan 
Seorang Prajurit Para Komando, hlm. 399). 
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Sintong merasa dalam Insiden 12 November di Dili, ter- 
dapat unsur sabotase." Menurut Sintong, “Memang benar 
ada orang-orang, mereka itu tentara juga, tetapi mereka berpa- 
kaian preman atau berpakaian seragam militer tidak teratur 
yang berada di luar komando, ikut menembak juga di situ.” 
Keberadaan orang-orang yang tidak dikenal itu, dibenarkan 
oleh Kolonel Binsar Aruan sebagai Komandan Sektor C ber- 
dasarkan masukan informasi tentang orang-orang tak dikenal 
yang berada di sekitar pekuburan umum Santa Cruz. 

Dalam laporan yang dirilis April 2008, Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi Timor Leste menemukan sejumlah kesaksian 
yang menyebutkan penembakan dilakukan oleh belasan 
prajurit dari Kompi A Batalion 303. Menurut laporan itu, se- 
jumlah tentara bertelanjang dada menembak dari dalam Ta- 
man Makam Pahlawan Seroja yang berseberangan dengan 
pekuburan Santa Cruz. Sintong mengaku tidak mengerti 
mengapa para prajurit itu ada di lokasi. Sebagian anggota ba- 





11 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 401 

12 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 403 

12 Kolonel Binsar Aruan, perwira menengah lulusan AMN angkatan 1968 
dan Kolonel Gatot Purwanto (AKABRI angkatan 71) menerima hukuman 
paling berat. Mereka berdua langsung diberhentikan dengan hormat dari 
dinas ABRI. Kolonel Gatot Purwanto adalah atasan Letkol Sjafrie Sjam- 
soeddin. Menurut Gatot, laporan bakal adanya unjuk rasa besar di Dili 
sebenarnya sudah diketahui sejak jauh hari. Demonstrasi itu dirancang 
untuk memancing kemarahan tentara Indonesia. Penusukan atas Mayor 
Andi Gerhan Lantara, Wakil Komandan Batalyon Infanteri 700/Linud pada 
saat unjuk rasa berlangsung, juga merupakan bagian dari skenario itu 
(lihat majalah Tempo, 29 Maret 2009, him. 36). 

124 “Jejak Lama di Santa Cruz”, majalah Tempo, 29 Maret 2009, him. 36 
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talyon itu sedang diistirahatkan dari operasi karena stres dan 
jenuh di hutan. Mengapa mereka ada di Santa Cruz? 

Dikabarkan bahwa kecurigaan Sintong mengarah kepada 
Prabowo. Hubungan keduanya memang sudah tak akur sejak 
1985. Sintong curiga karena Prabowo sering datang ke Dili, 
menemui Letkol Sjafrie Sjamsoeddin—Wakil Komandan 
Satgas Intel Kolakops Timor Timur, padahal Prabowo sudah 
tidak bertugas di sana. Selain itu, Prabowo juga sering menemui 
tokoh kelompok prointegrasi garis keras, seperti Bupati Mana- 
tuto, Abilio Jose Osorio Soares.'?5 

Sintong Panjaitan merasa ada yang melaporkan kesalahan- 
nya kepada Presiden Soeharto. Menurut Sintong, Mabes ABRI 
pernah memberitahukan kepadanya bahwa pada waktu itu 
Mabes ABRI belum menyampaikan laporan resmi tentang 
Peristiwa 12 November di Dili kepada Presiden Soeharto. Na- 
mun, memang sudah banyak laporan masuk ke Presiden, 
berasal dari Prabowo dan Letkol Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil 
Komandan Satgas Intel Kolakops Timor Timur.” 

Insiden Santa Cruz membawa perubahan bagi persaingan 
internal tentara. Karena tekanan dunia internasional, ABRI 
harus bersikap tegas. Maka dibentuklah Dewan Kehormatan 
Perwira (DKP) untuk menuntaskan insiden ini. Mayjen Feisal 
Tanjung terpilih sebagai Ketua DKP. Sidang DKP memutuskan 


125 Setelah peristiwa Santa Cruz, Abilio diangkat menjadi Gubernur Timor 
Timur menggantikan Mario Viegas Carrascalao (lihat majalah Tempo, 

29 Maret 2009, him. 36). 

126 Padahal sebelumnya hubungan antara Sintong dengan Sjafrie sangat 
baik. Bahkan, Sintong juga mengenal baik orangtua Sjafrie. Namun sejak 
Insiden Santa Cruz antara Sintong dan Sjafrie tidak ada hubungan lagi 
(Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit 
Para Komando, hlm. 12-13). 
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untuk memberhentikan Mayjen Sintong Panjaitan dari jabatan 
Pangdam Udayana. Sedangkan Brigjen R.S. Warouw dicopot 
dari jabatan Pangkoopskam Timtim dan dipensiunkan dari 
dinas militer. 

Karier militer Mayjen Sintong Panjaitan pun berakhir. Dia 
memang tidak serta merta dipecat, tetapi mustahil baginya 
mendapatkan jabatan strategis dan prestisius. Sangat berten- 
tangan dengan ramalan banyak pihak sebelum Insiden Santa 
Cruz, bahwa Sintong memiliki peluang untuk menjadi Pangli- 
ma ABRI. Kelak Sintong pensiun dengan pangkat letnan jen- 
deral. Pangkat yang persis sama dengan Prabowo Subianto. 
Nasibnya juga sama—difavoritkan untuk jabatan KSAD dan 
kemudian Pangab, tetapi kariernya harus ditentukan oleh si- 
dang Dewan Kehormatan Perwira. 

Enam setengah tahun kemudian, Sintong Panjaitan dan 
Prabowo Subianto akan bertemu kembali dalam situasi dan 
kondisi yang sangat berbeda. 
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Bagian II | 


Detik-Detik yang 
Menegangkan 
di Balik Suksesi 1998 


Bab 8 


Semua 
Meninggalkan Jakarta 


Mei 1998, Indonesia di ambang perubahan. Kekuasaan 
Presiden Soeharto yang telah berusia empat windu telah men- 
jelang akhir. Sejak bulan Januari hingga Mei 1998, terjadi se- 
rangkaian demonstrasi di berbagai kota. Kerusuhan sosial juga 
merebak di mana-mana. Aparat menyiagakan diri dan bersiap 
menghadapi kericuhan yang tak terelakkan. 

Selasa sore, 12 Mei 1998, empat orang mahasiswa Univer- 
sitas Trisakti tewas akibat peluru tajam di halaman kampusnya 
sendiri. Pasukan Huru Hara Brimob mulai melepas tembakan. 
Tim Gegana bersepeda motor yang bersiaga di atas jembatan 
layang ikut-ikutan menembak ke arah demonstran yang ber- 
larian mencari perlindungan.'7 Ini adalah pemicu awal terjadi- 
nya perubahan besar di Indonesia tahun 1998. 


127 Wiranto (2003), Bersaksi di Tengah Badai, hlm. 44 


97 


Tertembaknya mahasiswa Trisakti itu sendiri masih men- 
jadi misteri. Mengapa aparat membawa peluru tajam? Siapa 
yang memberi perintah? Siapa yang bertanggung jawab? 

Apa pun yang terjadi, Tragedi Trisakti telah memicu peru- 
bahan radikal. Kemapanan rezim Soeharto mulai goyah. Apa 
yang nampaknya tak mungkin, kini menjadi mungkin. 

Apa yang terjadi di bulan Mei 1998 memunculkan lagi isu- 
isu kudeta oleh kalangan militer. Ada yang berpendapat, Jende- 
ral Wiranto membuat desain agar Soeharto mundur—dan de- 
ngan demikian ia bisa menyingkirkan Prabowo dari ABRI. 
Namun opini mayoritas mengatakan justru Prabowo-lah yang 
menjadi mastermind kerusuhan untuk menggulingkan Soe- 
harto. 

Setelah Soeharto mundur, tersebarlah isu kontroversial 
yang banyak disalahtafsirkan. Bahwa pasukan Letjen Prabowo 
mengepung kediaman Habibie, untuk menekan presiden yang 
baru. Bahwa Prabowo “menodong” Habibie. Bahwa Prabowo 
hendak mengambil alih kekuasaan dari tangan Habibie. 

Apa yang dialami Letjen Prabowo di tahun 1998 mirip 
dengan Jenderal L.B. Moerdani di tahun 1983 dan 1988. 


Jakarta Terbakar 

Tak sulit diduga, tragedi Trisakti berbuntut panjang. Rabu 
hingga Jumat, 13-15 Mei 1998, terjadi serangkaian aksi keke- 
rasan massa di berbagai kota. Jakarta dan Solo adalah dua 
kota yang paling parah terlanda kerusakan. 

Pada hari Rabu, 13 Mei, sekitar pukul 21.00, Kasum ABRI 
Letjen Fachrul Rozi menelepon Mayjen Kivlan Zen, Kepala 
Staf Kostrad, agar Kostrad tidak menggerakkan pasukan. May- 
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jen Kivlan Zen menjawab, Kostrad tidak menggerakkan pasu- 
kan, tetapi menyiapkannya untuk membantu Kodam Jaya. 

Karena Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Pangdam Jaya 
kekurangan pasukan dan meminta ke Kostrad, maka Kostrad 
menyiapkan pasukan tersebut. Namun, Mabes ABRI tidak 
memberi angkutan Hercules untuk membawa pasukan Kos- 
trad dari Jawa Timur dan Makassar. Karena keadaan mende- 
sak, Kostrad akhirnya mencarter pesawat milik Mandala di 
Makassar dan pesawat milik Garuda di Surabaya untuk mem- 
bawa pasukan dengan biaya sendiri." 

Masih di hari yang sama, pada pukul 23.00 Wapres B.J. 
Habibie menyampaikan pernyataan keprihatinan pemerintah 
yang amat mendalam dan seruan kepada masyarakat agar 
dapat menahan diri. Pernyataan dan seruan ini dibacakan di 
Istana Wakil Presiden." 

Sintong Panjaitan mengaku pada tanggal 14 Mei, berarti 
keesokan harinya, dia menghadap Wapres untuk menyampai- 
kan saran agar Wapres Habibie mengeluarkan suatu pernya- 
taan guna menenangkan masyarakat dan memberikan ins- 
truksi yang dianggap perlu lewat TVRI. Tapi menurut Sintong, 
Habibie tidak berani karena tidak mau dianggap mendahului 
Presiden Soeharto yang sedang berada di Kairo. 

Akhirnya Sintong menghubungi Mensesneg Saadilah Mur- 
sjid yang mengikuti rombongan Presiden Soeharto di Kairo, 
untuk mendapatkan konsep pernyataan langsung dari Presiden 


128 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 86 

129 Ini adalah pengakuan Habibie seperti dicantumkan dalam buku 
biografinya, lihat B.J. Habibie (2006), Detik-Detik yang Menentukan: 
Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, hlm. 7. 
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Soeharto. Pernyataan itu berhasil diperoleh dan ditayangkan 
pada hari Kamis, 14 Mei 1998 dalam Berita Nasional TVRI 
pukul 19.00. 


Hari Kamis yang Penuh Tanda Tanya 

Hari Kamis itu adalah hari yang penuh tanda tanya. Pagi 
hari, sejumlah petinggi militer berangkat ke Malang. Mereka 
menyertai Pangab Jenderal Wiranto yang bertindak selaku In- 
spektur Upacara dalam rangka serah terima tanggung jawab 
PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) ABRI dari Divisi 1 
Kostrad kepada Divisi 2 Kostrad. 

Keputusan Wiranto untuk tetap berangkat ke Malang pada 
hari yang genting itu, memang kontroversial. Pangkostrad Let- 
jen Prabowo Subianto telah menyarankan agar Pangab tidak 
usah berangkat ke Malang. Letjen Prabowo beberapa kali me- 
nelepon Jenderal Wiranto, tetapi keputusan Panglima ABRI 
tetap ke Malang. Semula, direncanakan Kasum ABRI Letjen 
Fachrul Razi yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara. 
Namun pada tanggal 7 Mei 1998 rencana diubah oleh Jenderal 
Wiranto, di mana dia selaku Panglima ABRI menjadi Inspek- 
tur Upacara menggantikan Kasum ABRI." 


130 Lihat Heru Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 2-3. Ada sedikit perbedaan detail. Tanggal 
13 Wapres Habibie (menurut versinya sendiri) telah mengeluarkan 
pernyataan, tetapi pada tanggal 14 (menurut versi Sintong), Wapres 
tidak berani melangkahi wewenang Presiden Soeharto untuk 
memberikan pernyataan tersebut. 

31 Jenderal (Purn) Wiranto membantah dirinya dihubungi untuk 
membatalkan rencana perjalanan ke Malang (lihat Wiranto, 2003, 
Bersaksi di Tengah Badai, hlm. 32). 

13 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 85 
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Sintong Panjaitan juga mengaku mencoba menghubungi 
para jenderal, tetapi kesulitan karena hampir semua perwira 
teras ABRI sedang tidak berada di Jakarta. Belakangan, ke- 
ganjilan ini memengaruhi penilaian Sintong terhadap Wiranto. 
Bagi Sintong, Wiranto tidak melakukan tindakan-tindakan pe- 
nanganan. “Jangankan tindakan represif, tindakan pievos 
pun juga tidak ada,” kata Sintong.' 


Kontroversi Kepergian Wiranto ke Malang 

Dalam hal kepergian Jenderal Wiranto dan jajaran perwira 
teras ABRI ke Malang di hari yang genting itu, pendapat Prabo- 
wo maupun Sintong Panjaitan kurang lebihnya sama. Mereka 
menyesalkan mengapa jenderal-jenderal petinggi ABRI me- 
maksakan diri pergi ke Malang saat itu? Praktis Jakarta dalam 
keadaan “kosong”, karena Presiden Soeharto dan rombongan- 
nya sedang melawat ke luar negeri. 

Mengenai hal ini, Wiranto berpendapat bahwa acara serah 
terima Komando Pengendalian PPRC itu sudah lama diagenda- 
kan. Kehadiran Pangab Jenderal Wiranto pada upacara itu 
juga atas permintaan Pangkostrad Letjen Prabowo. Mengenai 
keharusan ada di Jakarta, Wiranto berpendapat bahwa di za- 


13 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 3 

134 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 30. Penilaian Sintong Panjaitan ini cukup 
penting manakala Habibie menyusun kabinet baru. Atas pertimbangan 
untuk mencari sosok yang lebih segar, Sintong mengusulkan agar 
Jenderal Wiranto tetap sebagai Menhankam, dan Letjen A.M. 
Hendropriyono sebagai Panglima ABRI. Sebab Hendropriyono dinilai 
akseptabel baik oleh kalangan militer maupun sipil. Tapi nampaknya, 
Habibie telah menjatuhkan pilihan sendiri. 
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man teknologi maju, seorang Panglima bisa memberi koman- 
do dan pengendalian dari mana saja, dari jarak yang jauh se- 
kalipun."s Toh kepergian ke Malang hanya makan waktu sete- 
ngah hari. 

Tapi bagaimana pun, kerusuhan massal yang terjadi telah 
menggoyahkan pilar-pilar kekuasaan Orde Baru. Beberapa 
jam kemudian, Jenderal Wiranto harus menjelaskan sendiri 
kepada Panglima Tertinggi Soeharto—yang sedang terbang pu- 
lang ke tanah air dari Kairo. 





135 Wiranto (2003), Bersaksi di Tengah Badai, hlm. 32-33. Menurut 
Wiranto, dia heran kalau kemudian keberangkatannya ke Malang dibesar- 
besarkan oleh beberapa kalangan yang mungkin sengaja mencari 
kambing hitam atas Kerusuhan Mei 1998. 
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Bab 9 


Soeharto Tiba 
dari Kairo 


Jumat dinihari tanggal 15 Mei, Presiden Soeharto men- 
darat di bandara Halim Perdanakusumah. Akibat meletusnya 
kerusuhan di Jakarta, dia mempercepat kepulangannya ke ta- 
nah air. Dalam perjalanan pulang, ia mengeluarkan pernya- 
taan yang mengisyaratkan dirinya bersedia mundur kalau 
memang rakyat tidak menghendaki. 

Hampir semua pejabat menjemputnya di bandara, baik 
pejabat sipil maupun militer. Presiden Soeharto bersama Pang- 
lima ABRI Jenderal Wiranto dalam perjalanan ke kediaman 
di Jalan Cendana. Letjen Prabowo juga ikut menjemput, tetapi 
Soeharto bermuka masam kepada menantunya. 

Menjelang siang, Presiden menerima Wapres B.J. Habibie 
dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Presiden Soeharto 
meminta laporan perkembangan terakhir mengenai keadaan 
tanah air, dan menjelaskan pemberitaan mengenai keinginan- 
nya untuk mundur. 
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Kepulangan Soeharto dari Mesir disambut oleh kedatang- 
an berbagai tokoh yang ingin berbicara langsung dengannya. 
Tentu saja mereka memberi informasi-informasi penting. In- 
trik dan insinuasi pun dimulai. Siapa yang memiliki akses lang- 
sung ke Soeharto, akan bisa memengaruhi pengambilan kepu- 
tusan sang Presiden. 

Lima jam setelah tiba di Jalan Cendana, sekitar pukul 10 
pagi tanggal 15 Mei 1998, Presiden Soeharto telah memanggil 
Wakil Presiden dan para menteri. Dalam pertemuan itu Pre- 
siden mengutarakan, berkenaan dengan memburuknya situasi 
nasional dan dengan adanya Tap MPR No. V/1998,' untuk 
itu perlu dibentuk suatu badan baru. Menurut Presiden, badan 
ini adalah semacam Kopkamtib yang diarahkan untuk me- 
nanggulangi kemungkinan timbulnya ancaman berupa situasi 
yang memburuk yang mengganggu stabilitas keamanan. Ini 
berarti, Soeharto telah memutuskan untuk melakukan pende- 
katan represif, apabila dipandang perlu. 

Pernyataan Presiden yang paling krusial saat itu adalah 
tentang siapa yang akan memimpin badan baru tersebut. Me- 
nurut Presiden, badan yang akan dibentuk itu tidak dipimpin 
atau dikomandoi Menhankam/Panglima ABRI karena sudah 


136 Dj antaranya Menko Polkam Feisal Tanjung, Mendagri R. Hartono, 
Mensesneg Saadilah Mursyid, Menteri Kehakiman Muladi, Menteri Pene- 
rangan Alwi Dahlan, Kepala Bakin Moetojib, Jaksa Agung Soedjono C. 
Atmonegoro, dan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto. 

137 Tap MPR ini memberi kewenangan khusus kepada Presiden Mandataris 
untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kesi- 
nambungan pembangunan nasional. Ini bisa diartikan sebagai tindakan- 
tindakan tanpa batas untuk menjaga stabilitas, merepresi gerakan anarki 
dan oposisi, dan (tentu saja) bisa diartikan sebagai wewenang konstitusi- 
onal untuk memertahankan kekuasaan dengan senjata. 
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banyak tugas yang harus diemban oleh Jenderal Wiranto. Na- 
mun, sampai di situ Presiden tidak melanjutkan penjelasannya, 
dan pertemuan pun selesai. 


Pernyataan Mabes ABRI yang Misterius 

Sabtu, 16 Mei 1998 malam hari, Jenderal Subagyo, Letjen 
Prabowo, Mayjen Muchdi PR dan Prof. Dr. Yusril Ihza Ma- 
hendra bertemu Presiden menyampaikan berita adanya per- 
nyataan dukungan ABRI pada pernyataan PBNU (Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama).'8? Padahal salah satu butir pernya- 
taan itu adalah persetujuan bila Soeharto mengundurkan diri. 

Dukungan ABRI terhadap pernyataan lengser itu beredar 
melalui satu salinan dari Puspen ABRI kepada media massa. 
Ini bisa ditafsirkan bahwa ABRI, di bawah Panglima ABRI 
Jenderal Wiranto, telah berkhianat kepada Soeharto. Yakni 
turut mendorong Soeharto meletakkan jabatan. 

Jenderal Wiranto marah karena Letjen Prabowo atas la- 
porannya pada Presiden Soeharto bahwa Menhankam/Pangab 
telah berkhianat. “Pagi hari tanggal 17 Mei 1998 di Jalan Cen- 
dana No. 6, disaksikan KSAD Jenderal TNI Subagyo HS dan 
Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, saya membe- 
rikan teguran keras kepada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo 





138 Wiranto mengungkapkan, masalah struktur komando badan yang 
tidak melekat ke struktur TNI/Polri akan menyebabkan timbulnya masa- 
lah. Bahkan, Wiranto menganggap itu menyalahi aturan. Lantas, Wiranto 
bertanya-tanya, “Apakah seandainya komando itu diserahkan kepada 
saya selaku Menhankam/Pangab, barangkali posisi saya akan menjadi 
sangat kuat atau terlalu kuat? Sehingga akan dianggap sebagai bakal 
ancaman yang membahayakan pemerintahan Pak Harto sendiri?” (lihat 
Wiranto, 2003, Bersaksi di Tengah Badai, hlm. 76-78). 

139 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, him. 88 
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Subianto, atas apa yang dilakukannya yang saya anggap sudah 
di luar kepatutan”. 

Dokumen pernyataan dukungan ABRI itu sendiri adalah 
suatu misteri. Banyak wartawan mengaku membaca sendiri 
dokumen itu, dan menghadiri sendiri jumpa pers yang di- 
lakukan jurubicara resmi ABRI Brigjen Wahab Mokodongan."' 
Namun, secara resmi dokumen itu tidak diakui keberadaan- 
nya. Kabarnya, pelacakan telah dilakukan di Mabes ABRI, dan 
dokumen misterius itu tidak ditemukan jejaknya.“ Ini me- 
nunjukkan bahwa saat itu ABRI rentan terhadap disinformasi 
yang menyesatkan. Pertanyaannya adalah, apa tujuan semua 
itu? Untuk melaksanakan kudeta, atau sekedar manuver men- 
jatuhkan seseorang dari jabatannya? 

Wiranto mengakui menemui Gus Dur untuk mengajak 
Nahdatul Ulama ikut menjaga kondisi nasional agar situasi 
tidak mengarah pada chaos. Pada pertemuan itu Gus Dur me- 
ngatakan, “NU akan mendukung sikap ABRI. Pak Wiranto 
ke kanan, kita ke kanan. Pak Wiranto ke kiri, kita juga ke kiri.” 


140 Wiranto (2003), Bersaksi di Tengah Badai, hlm. 80 

MI Jose Manuel Tesoro, wartawan Asiaweek, menyatakan bahwa dua 
wartawan Indonesia teringat mereka menerima pernyataan tersebut 
pada konferensi pers Mokodongan. Seorang di antaranya ingat betul 
bahwa Mokodongan telah membacakannya (“Prabowo: I Never Betrayed 
My Country”, Asiaweek, 3 Maret 2000). 

142 Dokumen press release itu tidak ditandatangani, dan tidak berkepala 
surat ABRI. Jose Manuel Tesoro, wartawan Asiaweek, menyatakan sem- 
pat bertemu Mokodongan. Mokodongan memastikan, ABRI telah mena- 
rik pernyataan tersebut, tetapi menyatakan bahwa ia sama sekali tidak 
tahu asal mulanya. Setelah konferensi pers di larut malam, Mokodongan 
heran mendapati release tersebut dalam mesin fotokopinya. Ia melapor- 
kan kepada Wiranto, yang langsung memerintahkan penyelidikan 
(“Prabowo: I Never Betrayed My Country”, Asiaweek, 3 Maret 2000). 
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Kemudian Jenderal Wiranto memerintahkan Asisten So- 
sial Politik Kasum ABRI, Mayjen TNI Mardiyanto, untuk 
membuat pernyataan pers agar masyarakat dapat memahami- 
nya. Wiranto mengungkapkan, “Saya tidak tahu secara pasti, 
bagaimana suatu konsep pernyataan pers yang belum saya 
baca dan setujui itu berada di tangan Prabowo yang kemudian 
disampaikan langsung kepada Presiden pada tanggal 16 Mei 
1998 dengan tuduhan saya telah berkhianat.” 3 

Minggu, 17 Mei 1998 dinihari, Wiranto mengklarifikasi 
pernyataannya kepada Presiden Soeharto. Wiranto mengaku 
tidak tahu menahu tentang dokumen ABRI yang mengheboh- 
kan itu. Bahkan sempat Jenderal Wiranto menyatakan ke- 
inginannya mengundurkan diri, kalau sudah tidak dipercaya 
lagi oleh Presiden Soeharto. Apa jawaban Soeharto? “Teruskan 
saja tugasmu.” 4 

Wiranto berhasil meyakinkan Soeharto bahwa dirinya 
dan korpsnya masih loyal kepada sang Presiden. Justru Pak 
Harto makin kehilangan kepercayaan terhadap Prabowo. 


Oportunisme Harmoko 

Sekali lagi loyalitas ABRI diuji, ketika para politisi sipil 
menampakkan tanda-tanda “berkhianat”. 

Senin, 18 Mei 1998 sore hari, Ketua DPR/MPR Harmoko 
membacakan keterangan pers yang intinya: “... Pimpinan 


43 Wiranto menyatakan sempat menegur mengenai konsep pernyataan 
pers yang belum sempat dibacanya, tetapi tiba-tiba sudah sampai di 
tangan orang lain. “Atas hal itu, Mayjen TNI Mardiyanto sangat menyesali 
dan meminta maaf kepada saya," (lihat Wiranto, 2003, Bersaksi di 
Tengah Badai, hlm. 80-81). 

“4 Wiranto (2003), Bersaksi di Tengah Badai, hlm. 82 
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dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan 
demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara 
arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.” Pernyataan 
ini disampaikan Harmoko yang didampingi Syarwan Hamid 
(FABRI), Abdul Gafur (FKP), Ismail Hasan Metareum (FPP) 
dan Fatimah Ahmad (FPDI). 

Pukul 18.00 B.J. Habibie menerima telepon dari Ketua 
DPR/MPR Harmoko yang menyampaikan hasil pertemuan 
antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi lainnya, bahwa 
demi persatuan dan kesatuan bangsa, secara arif dan bijak- 
sana, Presiden Soeharto sebaiknya mengundurkan diri. Wapres 
menanyakan apakah keputusan tersebut sudah dibicarakan 
kepada Presiden Soeharto, namun Harmoko mengaku belum 
melakukannya, karena pernyataan tersebut bersifat pribadi 
dan sulit untuk melakukan hubungan dengan Presiden. 

Pukul 20.30 B.J. Habibie menghadap Presiden Soeharto 
dalam kapasitasnya sebagai Wapres sekaligus Koordinator Ha- 
rian Keluarga Besar Golkar. Tujuan pertemuan itu adalah un- 
tuk membahas berbagai keadaan yang telah berkembang. 


Prabowo Menemui Amien Rais 

Senin 18 Mei 1998 sekitar pukul 16.00 Letjen Prabowo 
menemui Amien Rais di Hotel Regent, antara lain meminta 
agar Amien Rais membatalkan people power karena berbaha- 
ya.4s Mereka sepakat bahwa proses reformasi harus berjalan 
konstitusional. Artinya, jika Presiden mengundurkan diri, maka 
Wakil Presiden menggantikannya.$ 

Setelah pertemuan dengan Amien Rais, malam harinya 
Prabowo ke Cendana. Di kediaman Soeharto ia secara tidak 
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sengaja bertemu Wiranto. Ada informasi dari Wiranto, bahwa 
anak-anak Soeharto akan melakukan perlawanan dengan ke- 
kerasan apabila mahasiswa terus memaksa Soeharto mundur.” 
Mungkin ini upaya memancing reaksi Prabowo terhadap cara 
memertahankan kekuasaan dengan kekuatan senjata. 

Dalam sebuah kesempatan, Tutut bertanya kepada Pra- 
bowo tentang apa yang harus mereka lakukan untuk memer- 
tahankan Soeharto. Terjadilah dialog seperti yang dituturkan 
Prabowo kepada Asiaweek:" 

“Saran saya,” kata Prabowo, “Kita harus mengganti Wi- 
ranto atau memaklumatkan darurat perang.” 

“Tapi Pak Harto tidak menginginkannya.” 

“Lalu apa ada cara lain?” 

Lalu Tutut bertanya apa yang akan terjadi bila ayahnya 
mundur. Prabowo menjawab, “Sesuai UUD 1945, Habibie meng- 
gantikannya.” 


15 Waktu itu ada informasi bahwa setelah people power di Monas, massa 
akan langsung merebut Istana Merdeka. Berita yang berkembang ketika 
itu, gedung MPR dikuasai massa, Istana direbut, dan pemerintahan tran- 
sisi dibentuk dengan Jenderal (Purn) L.B. Moerdani sebagai Presiden. 
Gosip yang berkembang adalah Amien Rais akan dijadikan martir, ditem- 
bak orang tidak dikenal. Mereka yang punya rencana ini menginginkan 
lahirnya situasi revolusioner seperti Revolusi Perancis 1789 atau Revolusi 
Bolshevik 1917 di Rusia atau People Power di Istana Malacanang, Manila, 
Filipina (lihat Kivlan Zen, 2004, Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 88-89) 
146 Pertemuan Letjen Prabowo dan Amien Rais tidak disukai Jenderal 
Wiranto. Jenderal Wiranto melaporkan kepada Presiden Soeharto bahwa 
Letjen Prabowo Subianto bertemu Amien Rais untuk menjatuhkan 
Soeharto, sehingga Letjen Prabowo Subianto dianggap berkhianat dan 
dimusuhi oleh kalangan Cendana (lihat Kivlan Zen, 2004, Konflik dan 
Integrasi TNI AD, hlm. 89) 

47 James Luhulima (2001), Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya 
Presiden Soeharto, hlm. 135 

148 “Prabowo: I Never Betrayed My Country”, Asiaweek, 3 Maret 2000 


109 


Hasil ujiannya cukup jelas. Bagi Prabowo, tidak ada jalan 
keluar bagi Soeharto untuk memertahankan kekuasaan, kecu- 
ali lewat jalan kekerasan. Dan tidak ada jalan suksesi yang 
konstitusional, kecuali mengangkat Wapres Habibie sebagai 
Presiden. Kedua jawaban itu tidak memuaskan Pak Harto. 


Kesempatan Emas bagi Wiranto 

Pernyataan Harmoko yang meminta Soeharto mundur, 
telah mengubah peta elit politik saat itu. Tafsiran atas pernya- 
taan Harmoko sangat beragam. Permintaan Harmoko cs agar 
Soeharto mundur, mungkin disebabkan tekanan demonstran 
yang menduduki gedung DPR/MPR. Mungkin juga Harmoko 
cs merasa bahwa mentor-nya, Soeharto, memang sudah hope- 
less. Percuma saja bersandar di tiang yang rapuh, mungkin 
begitu pikir mereka. 

Kalau pernyataan yang melawan Soeharto itu muncul 
sebagai akibat dari tekanan massa demonstran, sebetulnya itu 
bisa dicegah. Sintong Panjaitan merasa kalau ABRI bertekad 
mencegah tidak seorang pun boleh masuk ke gedung DPR/ 
MPR, tidak terlalu sulit dilakukan, sepanjang ada keinginan, 
kemauan, koordinasi, kebersamaan, dan pengorbanan.“ 

Peristiwa sudah terjadi. Pernyataan Harmoko cs telah di- 
sebarluaskan melalui jaringan televisi nasional. Demonstran 
dan mahasiswa bersorak gembira, namun pernyataan itu tidak 
menimbulkan perubahan apa-apa. Kecuali bagi diri Harmoko. 
Namanya sudah hancur di mata Soeharto. 





149 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 7 
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Ini justru merupakan kesempatan emas bagi ABRI dan 
Wiranto untuk meneguhkan kesetiaannya kepada Soeharto. 
Pukul 19.50, sebagai reaksi atas keterangan pers pimpinan 
DPR/MPR, jajaran pimpinan ABRI melalui Menhankam/ 
Pangab Jenderal TNI Wiranto menyampaikan pernyataan 
pers. Isinya antara lain: “.... memahami bahwa pernyataan 
pimpinan DPR RI agar Presiden Soeharto mengundurkan diri 
adalah sikap dan pendapat individual, meskipun disampaikan 
secara kolektif. Sesuai dengan konstitusi, pendapat seperti itu 
tidak memiliki ketetapan hukum.” 

Dalam penyampaian pernyataan pers itu, hadir antara 
lain para Kepala Staf ABRI (yaitu KSAD Jenderal TNI Subagyo 
HS, KSAL Laksamana TNI Arief Kusharyadi, KSAU Marsekal 
TNI Satria Tubagus, dan Kapolri Jenderal Pol. Dibyo Widodo). 
Hadir juga Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen 
Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR.:s 

ABRI berbaris rapi di belakang Soeharto. Tapi, kekuatan 
gerakan reformasi nampaknya tidak main-main. Soeharto ber- 
pikir, ia perlu memberi mandat kepada ABRI untuk mengam- 
bil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan ke- 
amanan dan ketertiban. Secara institusi, ABRI memang telah 
menyatakan loyalitasnya. Tetapi secara personal, siapa sosok 
yang tepat di antara jajaran pimpinan ABRI yang bisa diberi- 
nya mandat? 


150 Menurut Kivlan Zen, pernyataan dari pimpinan MPR agar Soeharto 
mengundurkan diri karena merasa ada dukungan dari pimpinan ABRI 
—terkait dengan pernyataan ABRI yang mendukung pernyataan PBNU 
(lihat Kivlan Zen, 2004, Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 88) 
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Bab 10 


Keluarnya Inpres yang 
Menyerupai Supersemar 


Pada malam hari setelah ABRI membantah pernyataan 
Harmoko cs, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No. 16/ 
1998 yang memberi kewenangan untuk mengambil segala tin- 
dakan yang dianggap perlu guna mengatasi kekacauan. Ter- 
masuk di dalamnya adalah mandat untuk memberlakukan 
negara dalam keadaan darurat—yang berarti menempatkan 
militer sebagai pemegang mandat kekuasaan pemerintahan. 

Keluarnya Inpres No. 16/1998 menurut Sintong merupa- 
kan bukti bahwa Soeharto sudah mempercayakan masalah- 
masalah keamanan dan ketertiban kepada ABRI.'5' Tidak 
mengejutkan, sebab latar belakang Soeharto memang tentara. 
Tak heran jika dalam situasi terjepit, ia mengandalkan tentara 
untuk melindunginya. 


1s1 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 5 
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Pertanyaannya adalah siapa yang akan memegang man- 
dat itu? Kepada siapa Soeharto menggantungkan nasib pada 
hari-hari terakhir kekuasaannya? 


Mandat yang Bisa Jadi “Senjata Makan Tuan” 

Opini umum berpendapat bahwa Prabowo adalah kandi- 
dat pemegang mandat Kopkamtib yang kuat. Ia menantu Soe- 
harto.'52 Jabatannya pun strategis, yaitu Panglima Kostrad. 
Tahun 1965, Mayjen Soeharto sebagai Pangkostrad juga mene- 
rima mandat yang kurang lebih serupa—setelah melalui proses 
negosiasi alot dengan Presiden Soekarno. 

Mungkin saja sejarah akan berulang. 

Menengok sejarah, mandat serupa yang diberikan Presi- 
den Soekarno kepada Angkatan Darat justru menjadi bume- 
rang. Setelah para jenderal AD diculik, Presiden Soeharto me- 
nunjuk Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai KSAD. Tapi 
Mayjen Soeharto didukung para perwira tinggi AD lainnya, 
menolak penunjukan itu. Mayjen Pranoto “disandera” di Mar- 
kas Kostrad, supaya tidak melapor ke Presiden Soekarno. 

Dengan alasan menghindari dualisme kepemimpinan, 
Mayjen Soeharto terlihat begitu menginginkan pucuk pimpin- 
an Angkatan Darat. Mayjen Soeharto mengatakan bahwa bila 
tidak diberi wewenang, dia tidak akan bertanggung jawab ter- 


152 Waktu itu publik belum mengetahui bahwa di dalam keluarga Cenda- 
na terdapat persitegangan karena sikap Prabowo. Misalnya, Prabowo 
mengritik pembentukan Kabinet 1998 yang didominasi Siti Hardijanti 
Rukmana, puteri sulung Presiden Soeharto. Prabowo berkomentar, 
“Mengapa orang-orang terbaik disingkirkan?” Selain itu, Prabowo juga 
menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak disukai oleh 
Soeharto—misalnya Gus Dur, Amien Rais, dan Jenderal A.H. Nasution. 
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hadap masalah-masalah keamanan. Ini adalah ancaman ter- 
selubung. Presiden Soekarno tanggap, dan diberikanlah jabatan 
pimpinan AD kepada Mayjen Soeharto, sekaligus memberi 
mandat pemulihan keamanan dan ketertiban. Dengan kewe- 
nangan itu, Mayjen Soeharto bebas mengorganisasikan keku- 
atan untuk menghabisi PKI dan simpatisannya. 

Hal itu berulang pada bulan Maret 1966. Situasi keamanan 
tidak terkendali. Demonstrasi di mana-mana. Perekonomian 
hancur. Sidang kabinet terprovokasi oleh keberadaan pasukan 
liar di sekeliling istana. Presiden Soekarno naik helikopter me- 
ninggalkan sidang kabinet menuju Istana Bogor. Lalu Soe- 
harto mengutus tiga jenderal pergi ke Bogor untuk meminta 
mandat penuh untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. 
Maka, keluarlah Surat Perintah 11 Maret 1966. 

Esok harinya, tanggal 12 Maret 1966, surat perintah itu 
digunakan Soeharto atas nama Soekarno untuk membubarkan 
PKI. Beberapa hari kemudian, surat yang sama dipakai untuk 
mengamankan menteri-menteri yang diduga terlibat G 30 S/ 
PKI. Pemerintahan Soekarno pun lumpuh. Soekarno dipisah- 
kan dari para pendukungnya, dan kelompok Soeharto pun 
perlahan-lahan dapat mengambil alih kekuasaan. 

Tahun 1998, Presiden Soeharto mengalami situasi yang 
sama dengan Presiden Soekarno di tahun 1965-1966. Bedanya, 
Soekarno bukan tentara. Sedangkan Soeharto adalah prajurit 
murni. Soeharto tahu persis apa yang harus dia lakukan, agar 
mandat pemulihan keamanan dan ketertiban tidak diberikan 
kepada orang yang mungkin akan mengkhianatinya. 
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Soeharto Memilih Wiranto 

Pilihan Soeharto akhirnya jatuh ke orang lain, bukan Pra- 
bowo. Inpres 16/1998 diberikan kepada Pangab Jenderal Wi- 
ranto.'53 Mungkin karena banyak informasi yang mengatakan 
Prabowo membuka jalur komunikasi dengan kelompok anti- 
Soeharto. 

Konon Wiranto melaporkan kepada Soeharto, bahwa Pra- 
bowo mengadakan pertemuan dengan Habibie setiap malam, 
begitu juga dengan tokoh-tokoh oposisi seperti Abdurrahman 
Wahid, Amien Rais, dan Adnan Buyung Nasution. Menurut 
Wiranto, tindakan Prabowo ini bukan merupakan tindakan 
resmi ABRI dan tidak bisa dibenarkan.'54 Akibat laporan terse- 
but, keluarga Cendana makin melihat Prabowo sebagai peng- 
khianat. 

Wiranto bukan satu-satunya orang yang dipertimbang- 
kan Soeharto untuk menerima wewenang itu. Mungkin Soe- 
harto merasa kurang mantap, jabatan Panglima KOPKKN 
sempat ditawarkan kepada KSAD Jenderal TNI Subagyo HS. 
Jawaban Subagyo HS juga tidak memuaskan.'55 

Yang jelas, secara struktural Wiranto adalah orang yang 
paling tepat. 

Panglima ABRI akhirnya ditunjuk sebagai Panglima 
KOPKKN (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Keter- 


153 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm.88. Beberapa 
pihak menafsirkan Inpres ini dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 1998, 
setelah Presiden Soeharto mengambil keputusan untuk mengundurkan 
diri pada tanggal 21 Mei 1998 (lihat a.I. majalah Tempo, 29 Oktober 
2006, him. 22) 

159 Wiranto (2003), Bersaksi di Tengah Badai, hlm. 79 

155 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 6 
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tiban Nasional) lewat Instruksi Presiden No 16 Tahun 1998, 
sedangkan KSAD ditunjuk sebagai wakil panglima.'5 Salah 
satu pertimbangan pendiriannya ialah agar KOPKKN dapat 
mencegah terjadinya bahaya tersebut sedini mungkin, se- 
hingga diperlukan langkah-langkah yang menyeluruh, cepat, 
dan tepat.'7 

Ketika menyerahkan Inpres tersebut, Presiden Soeharto 
berkata kepada Panglima ABRI Jenderal Wiranto, “Surat ini 
akan digunakan atau tidak, terserah kepada kamu.” 

Ini kata-kata isyarat yang harus ditafsirkan dengan tepat 
oleh Wiranto. | 


Apa yang Dilakukan Wiranto? 

Namun beberapa pihak menilai Wiranto tidak mengguna- 
kan mandat itu sebagaimana mestinya. Menurut Sintong Pan- 
jaitan, ternyata sikap Wiranto tidak jelas, mengapa ia tidak 
melaksanakan [Inpres itu]. Seharusnya Wiranto menghimpun 
seluruh potensi Angkatan Bersenjata dan memimpin mereka 
untuk menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban.'s8 

Dalam berbagai kesempatan, Wiranto mengungkapkan 
bahwa dia memang tidak menggunakan Inpres itu karena ti- 
dak ingin mengambil risiko terburuk bagi bangsa Indonesia. 


158 KOPKKN adalah lembaga semacam Kopkamtib (Komando Operasi 
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang begitu powerful di masa lalu. 
Begitu strategisnya tongkat komando atas institusi seperti itu, hingga 
Soeharto sempat mengambil alih pada tahun 1974 setelah meletus 
Peristiwa Malari. Kerusuhan yang membakar Jakarta itu mengakhiri karir 
Wapangab/Pangkopkamtib Jenderal Sumitro. 

157 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 5 

158 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 5-6 
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Setelah menerima Inpres itu, Jenderal Wiranto menim- 
bang-nimbang apa yang akan dilaksanakannya. “Saya mela- 
kukan analisis yang mendalam,” katanya. “Istilah militernya, 
membangun perkiraan keadaan secara cepat. Pertama, se- 
waktu menyerahkan perintah tersebut Presiden Soeharto ber- 
kata, “Surat ini akan digunakan atau tidak, terserah kepada 
kamu'. Artinya, apa pun keputusannya, diserahkan kepada 
saya untuk mempertimbangkan, menimbang untung rugi dan 
manfaatnya bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Analisa 
saya yang kedua, inpres itu bukan semata-mata perintah untuk 
memberlakukan suatu darurat militer, tetapi penjabaran dari 
Ketetapan MPR No. V Tahun 1998 untuk mengamankan pem- 
bangunan nasional. Ketiga, dengan mendukung proses politik 
pengunduran diri Presiden Soeharto dan pengangkatan Wapres 
B.J. Habibie sebagai penggantinya, sebenarnya saya telah me- 
laksanakan inpres itu dengan cara yang paling kecil risikonya 
bagi kesinambungan eksistensi bangsa.”:? 

Menurut Wiranto, saat itu dia memiliki paling tidak tiga 
pilihan. Pertama, memertahankan Presiden Soeharto. Risiko- 
nya, konflik akan berkepanjangan dan jatuh korban sangat 
besar. Padahal, Presiden Soeharto sendiri sudah menyatakan 
tak akan mempertahankan jabatannya dengan kekuatan sen- 
jata. “Artinya,” kata Wiranto, “Kalau saya memilih itu, boleh 
disebut ambisi militerlah yang menjadi dominan.” 

Pilihan yang kedua adalah mengumumkan keadaan da- 
rurat militer, lalu militer mengambil alih pemerintahan dan 
mengantar kepada proses pemilu yang dipercepat. Risikonya, 


159 Wawancara, majalah Tempo, 29 Oktober 2006, him. 20-22 
160 Wawancara, majalah Tempo, 29 Oktober 2006, hlm. 20-22 
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di satu sisi pemerintahan militer akan dianggap sebagai meta- 
morfosa dari pemerintahan Orde Baru, di sisi lain, tidak men- 
dapat dukungan internasional, dan amat besar kemungkinan 
akan mendapat sanksi-sanksi. Indonesia pasti akan sulit me- 
merbaiki ekonomi nasional yang sungguh terpuruk manakala 
masalah keamanan masih merongrong. 

Pilihan ketiga, yang kemudian diambil, adalah mendu- 
kung dan mengamankan proses politik dan pengunduran diri 
Presiden Soeharto dan pengangkatan Wapres B.J. Habibie 
sebagai penggantinya. 

Dalam perjalanan dari Jalan Cendana ke Mabes ABRI, 
Jenderal Wiranto berpikir. Sebelum sampai Mabes ABRI, dia 
sudah mempunyai keputusan. 

Kassospol ABRI Letjen Susilo Bambang Yudhoyono men- 
dengar kabar ini dan bertanya, “Apakah Panglima akan meng- 
ambil alih (kekuasaan—pen)?” 

Wiranto secara tegas menjawab, “Tidak. Kita akan antar- 
kan proses pergantian pemerintahan secara konstitusional.” 

Walau telah mengambil keputusan, Wiranto tidak menje- 
laskan posisinya. Dia tidak terang-terangan menolak memer- 
tahankan Soeharto dengan segala risikonya. Dia juga tidak 
menampakkan sikapnya untuk mendorong suksesi dari Soe- 
harto ke Habibie. 

Dengan sendirinya, posisi Soeharto makin tersudut. 


161 Wiranto (2003), Bersaksi di Tengah Badai, him. 85-86 
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Bab 11 


Soeharto Tersudut 


Bagi Soeharto, Inpres No. 16/1998 bukanlah pelindung 
yang efektif. Sebab keputusan akhir berada pada si pemegang 
mandat. Dalam hal ini, Wiranto sudah menetapkan keputus- 
annya di dalam hati. Inpres ini nampaknya merupakan bukti 
kepasrahan Soeharto di detik-detik terakhir kekuasaannya. 

Soeharto mungkin berharap Wiranto mampu melakukan 
sesuatu yang lebih gigih untuk membelanya. Tetapi melihat 
situasi dan kondisi pada saat itu, tidak ada upaya yang cukup 
realistis untuk memertahankan Soeharto tanpa menimbulkan 
banyak korban. 

Semakin lama, situasi makin mengerucut. Pertanyaannya 
bukan “apakah Soeharto masih bisa bertahan”, melainkan 
'sampai kapan Soeharto mampu bertahan'? Semua pihak mu- 
lai mengalkulasi kemungkinan munculnya rezim tanpa Soe- 
harto. Termasuk Soeharto sendiri, mulai berhitung tentang 
bagaimana nasibnya setelah lengser keprabon. 
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Habibie adalah orang yang berpeluang paling besar untuk 
menggantikan Soeharto. Sementara itu, tokoh-tokoh lain mu- 
lai mempertimbangkan ulang loyalitasnya. Apakah tetap ber- 
ada di belakang Soeharto, atau mulai mendekati Habibie sang 
calon penguasa baru? Semua orang mencoba memertahankan 
posisinya—atau kalau mungkin, memanfaatkan situasi itu un- 
tuk merebut jabatan yang sudah lama diincar. JS 


Habibie Merasa Dikhianati 

Selasa, 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang se- 
jumlah tokoh dalam pertemuan yang disiarkan langsung me- 
lalui jaringan televisi. Pertemuan berlangsung di ruang Jepara, 
Istana Merdeka, berlangsung antara pukul 09.00 hingga 11.32 
dan dihadiri oleh K.H. Abdurrahman Wahid, Emha Ainun 
Najib, Nurcholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H. 
Ali Yafie, H. Abdul Malik Fajar, H. Sutrisno Muhdam, K.H. 
Cholil Baidlowi, K.H. Ma'ruf Amin, H. Ahmad Bagja, serta 
Pembantu Asisten Khusus Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. 

Dalam kesempatan ini, Soeharto masih mencoba melaku- 
kan bargaining. Menanggapi semakin derasnya tuntutan un- 
tuk mundur, Soeharto dalam kesempatan itu mengatakan, “Se- 
karang, kalau tuntutan pengunduran diri saya itu saya penuhi 
secara konstitusional, maka harus saya serahkan kepada Wakil 
Presiden. Kemudian timbul apakah ini juga merupakan jalan 
penyelesaian masalah dan tidak akan timbul masalah baru. 
Nanti jangan-jangan Wakil Presiden juga lantas harus mundur 
lagi. Kalau begitu terus-menerus dan itu menjadi preseden atau 
menjadi kejadian buruk dalam kehidupan kita berbangsa, ber- 
negara, dan bermasyarakat, dengan sendirinya negara dan 
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bangsa kita akan kacau, seolah-olah tidak mempunyai landas- 
an dalam menjamin kehidupan kita dalam berbangsa dan ber- 
masyarakat.” 

Kata-kata ini nantinya ditafsirkan lain oleh Habibie dan 
para pendukungnya. 

Selasa 19 Mei, Sekitar pukul 10.00 di Istana Wakil Presi- 
den, beberapa staf Wakil Presiden juga menyaksikan pertemuan 
Presiden Soeharto dan para tokoh masyarakat di layar televisi. 
Sementara itu Wakil Presiden sedang menerima tamu didam- 
pingi Sekretaris Wapres, para asisten Wapres, Akbar Tandjung 
dan Abdul Latief. Tiba-tiba salah seorang asisten Wapres mem- 
beritahu B.J. Habibie tentang pertemuan di Istana Merdeka 
tersebut. Segera, Wapres bersama para tamu, asisten, serta 
Akbar Tandjung langsung melihat dan mendengarkan kete- 
rangan Presiden tersebut. 

Penjelasan Presiden Soeharto di depan pers disambut keke- 
cewaan oleh para pejabat dan staf Wapres, bahkan asisten Wa- 
pres Ahmad Watik Pratiknya mengatakan Pak Harto telah 
“mengkhianati” B.J. Habibie sekaligus mengabaikan berlaku- 
nya Pasal 8 UUD 1945, karena tidak memercayai Wakil Presi- 
den, dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat bah- 
wa Presiden sangsi apakah Wakil Presiden dapat melanjutkan 
tugas-tugasnya, apakah nanti tidak menjadi sasaran demon- 
strasi, apakah nanti juga harus mengundurkan diri.'8 


162 B.J, Habibie (2006), Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang 
Indonesia Menuju Demokrasi, hlm. 27-28 

163 B.J, Habibie (2006), Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang 
Indonesia Menuju Demokrasi, hlm. 28 
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Prabowo Diusir dari Cendana 

Situasi kian meruncing. Kekacauan di ambang mata. Ba- 
nyak orang mengkhawatirkan inilah saat yang tepat bagi mili- 
ter kalau mau mengambil alih kekuasaan. 

Rabu, 20 Mei 1998 pukul 02.00 dinihari, Amien Rais me- 
lalui televisi membatalkan rencana people power pada Hari 
Kebangkitan Nasional, setelah ia melihat persiapan aparat di 
sekeliling Monas. Bagi Prabowo, ini melegakan. Sebab tidak 
akan jatuh korban jiwa. 

Prabowo sendiri sejak 18 Mei berusaha menggagalkan de- 
monstrasi sejuta massa di Monas, untuk menghindari pertum- 
pahan darah. Senin tanggal 18 Mei petang, ia menemui Amien 
Rais untuk meminta membatalkan aksi people power. Prabo- 
wo bersikeras bahwa ia akan mengambil jalan kekerasan se- 
andainya people power itu dilaksanakan. Dapat dibayangkan, 
pasti banyak jatuh korban. 

Dinihari 20 Mei, akhirnya Amien Rais menyatakan de- 
monstrasi itu batal. Prabowo merasa ini adalah hasil nyata 
dari negosiasinya. Prabowo merasa dia akan dipuji oleh mer- 
tuanya. Bukankah Pak Harto pernah bilang bahwa dia tidak 
akan memertahankan kekuasaan dengan senjata? 

Malam hari tanggal 20 Mei, malam menjelang mundur- 
nya Soeharto, Prabowo memasuki kediaman Soeharto di Jl. 
Cendana. Tapi ia menghadapi kenyataan yang menyesakkan. 
Di ruang keluarga, duduk Soeharto dan anak-anaknya. Wiranto 
ada juga di sana. 

Putri bungsu Presiden, Mamiek, bangkit dari duduknya 
dan memandang Prabowo dengan tatapan tajam. “Dia menu- 
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ding saya dekat di hidung, dan berkata: “Kamu pengkhianat! 
Jangan injak kakimu di rumah saya lagi',” kata Prabowo me- 
ngenang.'4 

Di ruangan itu juga ada Titiek Prabowo, istrinya. Dia ha- 


nya menangis menyaksikan peristiwa itu. 


Empat Belas Menteri Mengundurkan Diri 

Para menteri dalam kabinet Soeharto pun mulai menarik 
diri dari rezim yang mulai goyah. Mereka mencoba mencari 
pijakan di rezim baru. 

Pukul 17.00 pada tanggal 21 Mei sed (Sic),'55 ADC Kolo- 
nel (AL) Djuhana, datang ke ruang kerja B.J. Habibie melapor- 
kan bahwa Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita minta berbi- 
cara melalui telepon." Ternyata, B.J. Habibie memperoleh 
laporan bahwa Menko Ekuin bersama 14 menteri yang berada 
dalam koordinasinya, tidak bersedia lagi duduk di dalam Ka- 
binet Reformasi yang anggotanya sedang disusun. Akan tetapi 
sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII, mereka akan te- 
tap melaksanakan tugas masing-masing, sampai Kabinet Re- 
formasi terbentuk. 


164 “Prabowo: I Never Betrayed My Country”, Asiaweek, 3 Maret 2000 
165 Dalam buku Habibie tertulis Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita minta 
bicara via telepon pada tanggal 21 Mei 1998. Diduga ini adalah kesalahan 
ketik. Seharusnya, tanggal 20 Mei 1998, mengingat pada tanggal 21 Mei 
1998 Presiden Soeharto sudah mengundurkan diri (lihat B.J. Habibie, 
2006, Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju 
Demokrasi, hlm. 33). 

166 Ginandjar juga menjabat sebagai salah satu Sekretaris Koordinator 
Harian Golkar, di samping Akbar Tandjung, Rahardi Ramelan, Giri Suseno, 
Letjen Gatot dan Ny. Sulasikin Murpratomo. 
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Menurut Ginandjar, keputusan itu sudah ditandatangani 
bersama sebagai hasil rapat di Bappenas, belum dibicarakan 
dengan Presiden Soeharto, tetapi sudah dilaporkan secara ter- 
tulis kepada Presiden yang disampaikan melalui Siti Hardiyanti 
Rukmana—putri tertua Presiden Soeharto. Ke-14 menteri ter- 
sebut adalah: Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Ginandjar 
Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Ba- 
harsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Su- 
madhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto 
Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri 
Abeng. 

Sekitar pukul 17.45 Menteri Keuangan Fuad Bawazier 
melalui telepon bertanya, “Apakah isu yang berkembang, 
bahwa Pak Habibie bermaksud mengundurkan diri sebagai 
Wakil Presiden, benar?” 

Habibie menjawab bahwa isu itu tidak benar. 

B.J. Habibie memberitahu Fuad Bawazier mengenai hasil 
rapat di Bappenas. 
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Bab 12 


Manuver Habibie 


Habibie sakit hati karena kemampuannya dianggap remeh 
oleh Soeharto. Tapi bagaimana pun, dia masih menjabat Wa- 
pres. Itu berarti, Soeharto adalah atasannya. Dia dan Soeharto 
harus mengoordinasikan langkah-langkah untuk menyela- 
matkan bangsa dalam situasi yang genting itu. 

Namun pada saat yang sama, Habibie juga menjalin kon- 
tak-kontak dengan para tokoh nasional. Termasuk menteri- 
menteri yang menjadi tulang punggung kabinet Soeharto. Ke- 
lak kalau sudah benar-benar jadi presiden, B.J. Habibie tentu 
saja memerlukan bantuan mereka. 


Habibie Menghadap Soeharto 

Tanggal 20 Mei 1998 pukul 19.30 B.J. Habibie tiba di Jalan 
Cendana untuk menghadap Presiden Soeharto. Kali ini, keda- 
tangannya dalam kapasitas sebagai Koordinator Harian Kelu- 
arga Besar Golkar. Ia menunggu sebentar, karena Presiden 
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Soeharto masih menerima mantan Wapres Sudharmono. Siti 
Hedijati Prabowo, putri kedua Presiden, istri Letjen Prabowo 
Subianto, menemani B.J. Habibie sementara menunggu giliran 
bertemu Soeharto. 

B.J. Habibie bertanya pada Siti Hedijati Prabowo, “Meng- 
apa Prabowo yang sejak tiga hari saya cari tidak datang ke 
Kuningan? Apakah dia sedang berada di luar negeri?” | 

Siti Hedijati Prabowo menyampaikan bahwa suaminya 
berada di dalam negeri dan pesan B.J. Habibie akan segera 
disampaikan kepada yang bersangkutan.'” 

Akhirnya B.J. Habibie bertemu Presiden Soeharto. Mereka 
membahas Kabinet Reformasi yang akan segera dibentuk. B.J. 
Habibie mengusulkan beberapa usulan terhadap konsep yang 
sudah dipersiapkan Presiden Soeharto. Terjadi perdebatan yang 
cukup hangat, tidak ada titik temu. 

Kemudian, Presiden memanggil Mensesneg Saadilah Mur- 
syid untuk segera membuat keputusan mengenai susunan Ka- 
binet Reformasi. Menurut rencana, esoknya di Istana Merdeka, 
Presiden didampingi Wapres akan mengumumkan susunan 
Kabinet Reformasi. Selanjutnya, hari Jumat 22 Mei Kabinet 
Reformasi akan dilantik. 

Saadilah Mursyid meninggalkan ruangan. Presiden Soe- 
harto dan B.J. Habibie minum teh bersama. Dalam kesempat- 
an itulah Presiden Soeharto mengungkapkan bahwa ia ber- 
maksud menyampaikan kepada pimpinan DPR/MPR untuk 
mengundurkan diri sebagai Presiden setelah Kabinet Refor- 
masi dilantik. 





167 Habibie (2006), Detik-Detik yang Menentukan: Perjalanan Panjang 
Indonesia Menuju Demokrasi, hlm. 34-35 


126 


B.J. Habibie bertanya, “Pak Harto, kedudukan saya seba- 
gai Wakil Presiden bagaimana?” 

Presiden Soeharto menjawab, “Terserah nanti. Bisa hari 
Sabtu, hari Senin, atau sebulan kemudian, Habibie akan melan- 
jutkan tugas sebagai Presiden.” 

B.J. Habibie sempat menanyakan apakah Pak Harto su- 
dah menerima surat pernyataan dari Menko Ekuin Ginandjar 
Kartasasmita dan ke-14 menteri di bawah koordinasi Menko 
Ekuin. Pak Harto menjawab bahwa ia sudah mendengar dari 
Tutut, tetapi belum membaca suratnya. Kemudian ia menjabat 
tangan Habibie sebagai tanda bahwa pertemuan sudah sele- 
sai? 


Rapat Menteri di Kediaman Habibie 

B.J. Habibie kembali ke kediaman di Jalan Kuningan. Di 
perjalanan, dia menghubungi ADC Kolonel Djuhana untuk 
segera berhubungan dengan empat Menko dan semua menteri 
di bawah koordinasi Menko Ekuin, dan meminta agar mereka 
hadir pada Sidang Ad Hoc Kabinet Terbatas di kediaman B.J. 
Habibie di Jalan Kuningan. B.J. Habibie menjelaskan di depan 
4 Menko dan 14 Menteri yang hadir di pendopo rumahnya, 
bahwa Kabinet Reformasi telah dibentuk oleh Pak Harto 
dengan memerhatikan masukan dari Koordinator Harian 
Keluarga Besar Golkar. B.J. Habibie memohon agar para 
menteri yang telah menandatangani pernyataan bersama agar 
dapat mempertimbangkan untuk menarik kembali pernyataan 
mereka, dan ikut memperkuat Kabinet Reformasi. 


168 Habibie (2006), Detik-Detik yang Menentukan: Perjalanan Panjang 
Indonesia Menuju Demokrasi, hlm. 36-38 
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Setelah diskusi hangat, maka pada pukul 22.45 dicapai 
kesimpulan: (1) susunan Kabinet Reformasi diterima sebagai 
kenyataan, (2) menyetujui Keputusan Presiden ditandatangani 
Pak Harto, dan (3) pelantikan dilaksanakan oleh Pak Habibie. 

Untuk melaporkan hasil sidang ad hoc itu, B.J. Habibie 
mencoba menghubungi Presiden Soeharto, tetapi Presiden 
Soeharto tidak bersedia berbicara dengan B.J. Habibie. Presiden: 
Soeharto bahkan menugaskan Mensesneg Saadilah Mursyid 
untuk menyampaikan bahwa esok harinya pukul 10.00 pagi 
Pak Harto akan mundur sebagai Presiden. Sesuai UUD 45, 
Presiden menyerahkan kekuasaan dan tanggung jawab kepada 
Wakil Presiden di Istana Merdeka." | 

Semua terkejut mendengar berita tersebut. 





19 Habibie (2006), Detik-Detik yang Menentukan: Perjalanan Panjang 
Indonesia Menuju Demokrasi, him. 41 
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Bab 13 


Wiranto 
Mengamankan Posisi 


Angin mulai berubah arah. Mundurnya Soeharto akhir- 
nya jadi kenyataan. Artinya, akan terjadi pergeseran jabatan 
besar-besaran. Habibie akan segera membentuk kabinet. Dan 
belum tentu pejabat-pejabat lama akan terpilih kembali men- 
duduki posnya. Pasti akan ada perubahan besar. 

Begitu ada kabar Soeharto mundur, Inpres 16/1998 tiba- 
tiba menjadi tak bermakna. Bagaimanapun, pengunduran diri 
Soeharto dan naiknya B.J. Habibie merupakan proses yang 
masih berada dalam koridor demokrasi. ABRI tidak mungkin 
menghalang-halanginya. Tugas ABRI adalah mengawal pro- 
ses itu agar tidak jatuh korban yang tidak perlu. 

Tapi, Wiranto adalah jenderal yang punya insting politik. 
Ia tahu bagaimana caranya agar bisa memertahankan posisi 
dalam rezim yang baru muncul. Wiranto tahu, Habibie dekat 
dengan Prabowo. Itu berarti, kelompok Prabowo akan banyak 
mendapat angin. Tapi, Wiranto masih punya satu kartu as. 
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Wiranto Menunjukkan Inpres 16/1998 kepada 
Habibie 

Pada malam hari tanggal 20 Mei, Pak Harto menyampai- 
kan secara langsung rencananya mengundurkan diri kepada 
Wiranto. Saksi yang melihatnya adalah Komandan Paspam- 
pres Mayjen Endriartono Sutarto dan KSAD Jenderal Subagyo 
HS. Wiranto berpikir untuk langsung menemui B.J. Habibie, 
calon bos barunya, sesegera mungkin. 

Pukul 06.45 ADC Kolonel (Udara) Iwan Sidi menyampai- 
kan kepada B.J. Habibie bahwa Pangab Jenderal Wiranto su- 
dah siap menunggu di ruang tamu. Pukul 06.50 hingga 07.25 
Jenderal Wiranto melaporkan keadaan di lapangan yang tidak 
menentu dan gerakan-gerakan demo yang terus meningkat. 
Habibie memberi petunjuk, “Saya tidak benarkan Presiden me- 
nerima perwira tinggi ABRI, termasuk Kepala Staf Angkatan, 
kecuali bersama atau atas permintaan Pangab.” 

Jenderal Wiranto melaporkan bahwa ia telah menerima 
Inpres yang telah ditandatangani Presiden Soeharto untuk ber- 
tindak demi keamanan dan stabilitas negara jikalau keadaan 
berkembang menjadi chaos dan tidak terkendali.” 

Jenderal Wiranto menanyakan apa yang harus dia per- 
buat dengan Inpres itu. 

Presiden B.J. Habibie menjawab, “Simpanlah Inpres ter- 
sebut, mungkin Jenderal akan butuhkan.” 





170 Menurut B.J. Habibie, Inpres ini mungkin semacam Supersemar pada 
tahun 1966 (lihat B.J. Habibie, 2006, Detik-Detik yang Menentukan: 
Perjalanan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, hlm 61). 
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Soeharto Tidak Menyapa Habibie 

Pukul 08.30 Wapres B.J. Habibie berangkat ke Istana Mer- 
deka. Ia mengaku sempat diperlakukan secara “tidak wajar” 
oleh Presiden Soeharto. Berdasarkan catatan harian yang di- 
buatnya, Habibie mengungkapkan adanya drama, pergolakan, 
perdebatan, dan apa saja yang selama itu terjadi. Bagaimana 
pada hari Pak Harto mundur dan Habibie dilantik sebagai pre- 
siden baru, ia “dibiarkan” tanpa disapa meski sudah mengejar 
Soeharto dari Cendana sampai Istana Merdeka. “Presiden Soe- 
harto, manusia yang sangat saya hormati, cintai, dan kagumi, 
ternyata menganggap saya seperti tidak pernah ada....” begitu- 
lah ungkap Habibie dalam bukunya. | 

Selain itu, ternyata telah ada jadwal yang disusun Pak 
Harto bersama Habibie pada Rabu (20/5/1998) sore di Cenda- 
na, bahwa pada hari Kamis akan diumumkan susunan Kabinet 
Reformasi, Jumat pelantikan, dan Sabtu Pak Harto baru akan 
menyatakan mengundurkan diri. Jadwal inilah yang kemudian 
disampaikan Habibie dalam sidang ad hoc kabinet pada Rabu 
malam di Kuningan, dihadiri empat menteri koordinator dan 
14 menteri. Pak Harto menolak telepon Habibie yang ingin 
melaporkan hasil pertemuan Kuningan. 

Pukul 10.00 B.J. Habibie dilantik dan diambil sumpahnya 
sebagai Presiden RI. Setelah upacara pelantikan, Presiden B.J. 
Habibie kembali ke kediaman di Kuningan untuk memantau 
perkembangan situasi terbaru via internet, serta menyusun 
pesan Presiden RI yang malamnya akan disampaikan melalui 
TVRI. 

Susunan kabinet yang baru akan diumumkan keesokan 
harinya. 
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Siapa Pangab Berikutnya? 

Jabatan strategis yang menjadi sorotan semua pihak ada- 
lah Panglima ABRI. Jenderal Wiranto baru menduduki jabatan 
Menhankam/Pangab selama dua bulan. Dia dilantik pada bu- 
lan Maret 1998, bersamaan dengan terpilihnya Habibie sebagai 
Wakil Presiden. Wiranto saat itu menggantikan Jenderal Feisal 
Tanjung yang ditunjuk menjadi Menko Polkam. 

Usai pelantikan Habibie sebagai Presiden menggantikan 
Soeharto, Jenderal TNI Wiranto membacakan pernyataan res- 
mi ABRI untuk melindungi mantan Presiden Soeharto dan 
keluarganya. Selain tentu saja, ia juga menjanjikan perlindung- 
an total kepada Presiden Habibie. Ini adalah manwver jenius- 
nya untuk mengatakan kepada publik bahwa dirinya masih 
eksis dan memegang kendali situasi. 

Namun, Wiranto adalah bagian dari rezim yang tumbang. 
Dia dinilai lebih dekat ke Cendana daripada ke Kuningan (kedi- 
aman Habibie). Sebagai bekas ajudan Soeharto, Wiranto dinilai 
lebih loyal kepada Soeharto daripada Habibie. Dicemaskan, 
memertahankan Wiranto akan membuat ABRI tidak populer. 
Karena itu, muncul beberapa nama sebagai kandidat Pangab. 
Misalnya KSAD Jenderal Subagyo HS, Letjen A.M. Hendropri- 
yono, dan Letjen Yunus Yosfiah. Nama Subagyo HS disodor- 
kan oleh kelompok Prabowo. Harapannya, Prabowo menjadi 
KSAD dan Kivlan Zen menjadi Pangkostrad. Lantas, nama Hen- 
dropriyono muncul antara lain dari Sintong Panjaitan. Hen- 
dropriyono juga didukung beberapa nama politisi sipil. 

Walau begitu, tidak ada yang berniat benar-benar me- 
nyingkirkan Wiranto dari gelanggang politik nasional. Semua 
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kubu sepakat bahwa Wiranto tetap dipertahankan sebagai Men- 
teri Pertahanan dan Keamanan. Selain untuk memberi tempat 
pada Wiranto, hal itu dimaksudkan untuk memisahkan ja- 
batan Menhankam dan Pangab. Sintong Panjaitan sependapat 
dengan pemisahan jabatan Panglima ABRI dan Menteri Han- 
kam agar Panglima ABRI dijabat oleh orang baru yang tidak 
terlibat dengan masa lalu.” 

Banyak silang pendapat, banyak harapan, komentar, mau- 
pun kritik. Tapi di atas semua itu, yang paling berkuasa menen- 
tukan siapa Panglima ABRI adalah Presiden Habibie. Siapakah 
yang akan dipilih oleh sang Presiden? 


Wiranto Ingin Tetap Jadi Panglima ABRI 
Jenderal TNI Wiranto mengaku, siang hari tanggal 21 
Mei 1998 Presiden Habibie memanggil dirinya untuk mengha- 
dap di kediamannya di Kuningan. Pada mulanya, Habibie 
mengungkapkan kehendaknya untuk memisahkan jabatan 
Menhankam dan Panglima ABRI, karena penyatuan kedua 
jabatan itu menyalahi undang-undang. Habibie menawarkan 
kepada Wiranto jabatan Menteri Pertahanan, sedangkan posisi 
Panglima ABRI akan dipercayakan kepada perwira lain. 
Menanggapi rencana Presiden Habibie, Jenderal Wiranto 
menyampaikan dua hal: | 
a. Jabatan rangkap Menhankam/Pangab itu tidak me- 
langgar UU. Hal ini telah dikaji secara seksama pada 
saat jabatan tersebut disatukan. 


11 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 9-10 
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b. Kalau Presiden tetap menghendaki jabatan itu dipisah 
dengan alasan lainnya, Wiranto mengharapkan tetap 
pada posisi Panglima ABRI, sedangkan untuk Men- 
hankam dipersilakan kepada Presiden untuk menun- 
juk siapa saja yang dianggapnya tepat.”? 


Pertemuan untuk Menyusun Kabinet 

Pukul 20.00 pertemuan untuk membentuk Kabinet Re- 
formasi Pembangunan dimulai di kediaman Habibie. Hadir 
enam tokoh nasional yang diundang oleh Presiden Habibie, 
yaitu Widjojo Nitisastro, Hartarto Sastrosoenarto, Haryono Su- 
yono, Feisal Tanjung, Ginandjar Kartasasmita, dan Akbar Taħ- 
djung. Sementara sidang berlangsung, Habibie sempat mene- 
mui beberapa tamu, a.l. Amien Rais, Pangab Jenderal Wiranto, 
dan Pangkostrad Letjen Prabowo—semuanya memberi ma- 
sukan. 3 

Akhirnya pukul 01.30 Kabinet Reformasi Pembangunan 
terbentuk. Pukul 01.45 pertemuan ditutup. Hingga saat itu, 
satu posisi masih lowong, yaitu Menhankam/Pangab. Menu- 
rut Kivlan, calon terkuat Pangab adalah Letjen Hendropriyono. 
Namun Jenderal Wiranto berhasil melakukan berbagai manu- 
ver dan memengaruhi Presiden Habibie antara lain dengan 
mengatakan ada pasukan liar mengepung rumah Presiden.”4 


172 Wiranto (2003), Bersaksi di Tengah Badai, hlm. 94 

173 Letjen Prabowo bersama Mayjen Muchdi PR menghadap Habibie pukul 
23.00 di Kuningan dengan membawa konsep susunan kabinet Habibie 
yang disiapkan Mayjen Kivlan Zen, Fadli Zon, dan Din Syamsudin. Hal ini 
berani dilakukan Letjen Prabowo karena kedekatannya dengan Habibie 
selama ini. Prabowo punya andil mendukung Habibie menjadi Wakil Presi- 
den (lihat Kivlan Zen, 2004, Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm 89-90) 

174 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 90 
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Dalam bukunya, Habibie mengungkapkan, “Tidak benar 
bahwa saya reaktif dan seenaknya dalam menentukan sebuah 
keputusan, apalagi keputusan sangat penting seperti penentuan 
posisi Menhankam/Pangab... Hanya saja, sampai detik-detik 
terakhir saya tidak mau berbicara, siapa yang akan menjadi 
Menhankam/Pangab. Tetapi di dalam hati saya, keputusan 
siapa yang pantas menjadi Menhankam/Pangab telah. saya 
tetapkan.” 75 

Kalau memang Presiden Habibie masih menyimpan ke- 
putusannya di dalam hati, itu berarti dia membiarkan kelom- 
pok-kelompok yang bersaing memperebutkan jabatan Pangli- 
ma ABRI dan KSAD itu terus bermanuver. | 

Malam itu juga, sekitar pukul 03.00, di kubu Prabowo 
muncul gagasan untuk menghadap Jenderal Besar A.H. Nasu- 
tion, karena beliau adalah figur yang paling dihormati oleh 
Habibie. Diputuskan bahwa esok harinya, pagi-pagi sekali, 
Mayjen Kivlan menghadap ke rumah Jenderal Nasution. 


15 Habibie (2006), Hari-Hari yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia 
Menuju Demokrasi, hlm. 79 
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Bab 14 


Mengapa Habibie 
Memilih Wiranto? 


Dalam kedudukannya sebagai Penasihat Presiden bidang 
Hankam, Sintong ikut menyusun pidato B.J. Habibie untuk 
dibacakan pada upacara pelantikan para menteri Kabinet Re- 
formasi Pembangunan. Sintong membantu menyusun teks 
pidato di kediaman presiden di Patra Jasa, Kuningan, Jakarta, 
sampai pukul 01.00 WIB dini hari. 

Lima jam kemudian, Sintong menerima telepon dari aju- 
dan presiden yang mengatakan bahwa ia ditunggu di kediam- 
an presiden, karena Presiden dikunjungi oleh dua orang tamu. 
Mereka adalah Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Kivlan Zen 
dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD 
(Danjen Kopassus) Mayjen TNI Muchdi PR. 

Menurut ajudan, Presiden Habibie tidak mau menerima 
kedua tamu itu. Lebih baik Sintong yang menerima, karena 
kedua orang tamu itu tentara. Biasanya kalau ada tamu ten- 
tara, B.J. Habibie selalu menyerahkan kepada Sintong untuk 
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menerimanya. Sintong tidak sempat mandi dan langsung 
berangkat.”s 

Menurut Kivlan Zen, pagi itu Jenderal Wiranto ada di ke- 
diaman Habibie. Keinginan Kivlan dan Muchdi PR untuk ber- 
temu Habibie digagalkan oleh Sintong Panjaitan—yang dinilai 
Kivlan berada di kubu Wiranto dalam konflik antara Wiranto 
dan Prabowo. 


Jenderal-Jenderal di Sekeliling Presiden 

Sekitar pukul 07.30 pagi, Sintong Panjaitan masuk ke ru- 
ang kerja Presiden Habibie untuk memohon agar Presiden 
menerima kedatangan Mayjen Muchdi P.R. dan Mayjen Kivlan 
Zen. Ternyata Kivlan Zen dan Muchdi PR mendapat tugas dari 
Panglima Kostrad Letjen TNI Prabowo Subianto untuk me- 
nyampaikan surat yang ditandatangani oleh Jenderal Besar 
(Purn) A.H. Nasution kepada B.J. Habibie. 

Menurut Sintong, surat itu diterimanya sesuai dengan 
arahan Presiden agar kepentingan tamu itu diambil alih oleh 
Sintong. Surat itu berisi saran agar Jenderal TNI Subagyo HS 
diangkat menjadi Panglima ABRI,”8 Jenderal TNI Wiranto 
diangkat menjadi Menteri Hankam, sedangkan Letjen TNI 
176 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 8-9 
17 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 90. Namun 
Sintong membantahnya. Dia menyatakan tidak berada di kubu Wiranto, 
melainkan di kubu Habibie, sebab ia memang bertugas sebagai penasihat 
Habibie di bidang pertahanan dan keamanan. 

18 Jenderal (Purn) Subagyo HS pernah menyatakan, “Tentang usulan 
Prabowo kepada Presiden Habibie agar saya dijadikan Panglima ABRI, hal 
itu tidak pernah dibicarakan dengan saya. Tapi, saat bertemu dengan 
Pak Harto pada 16 Mei malam, Prabowo pernah mengusulkan hal yang 


sama. Saya lalu menegur dia karena menganggap cara itu kurang pas." 
(lihat Tempo, 8 Oktober 2006) 
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Prabowo Subianto diangkat menjadi KSAD. Selain itu juga agar 
diadakan pemisahan antara jabatan Panglima dengan Menteri 
Pertahanan dan Keamanan." 

Pada waktu Kivlan Zen dan Muchdi PR akan meninggal- 
kan kediaman di Kuningan, B.J. Habibie menanyakan kedua 
tamunya. “Saya ingin menyalami mereka,” kata B.J. Habibie 
kepada Sintong. Akhirnya Sintong memanggil mereka. Kedua 
perwira tinggi itu bertemu langsung dengan Presiden B.J. 
Habibie di pintu ruang kerjanya. Dan B.J. Habibie membaca 
surat yang ditandatangani oleh Jenderal Besar (Purn) A.H. 
Nasution." 

Pada 21 Mei 1998 malam, Kivlan Zen bertemu Pangkos- 
trad Letjen Prabowo Subianto. Saat itu, Prabowo bertanya ke 
Kivlan mengapa bukan Subagyo yang menjadi panglima ABRI, 
lha kok masih Wiranto. “Bagaimana ini Bang, tanya Prabowo 
pada saya. Berpikirlah saya. Yang bisa ngomong ke Habibie 
soal ini hanya satu, Pak Nas,” ujar Kivlan. Maka berangkatlah 
Kivlan berangkat menuju rumah Nasution. 

“Pada 22 Mei, pukul 06.00 WIB, berangkatlah saya dari 
markas Kostrad. Saya telepon lebih dulu, dan ternyata Pak 
Nas sedang sakit. Saat bertemu, Pak Nas duduk dan meminta 
saya menulis dan dia akan menandatangani surat itu,” kata 
Kivlan. Lantas Kivlan membuat draf surat yang intinya mere- 
komendasikan Subagyo agar dinaikkan sebagai Pangab dan 
Prabowo sebagai KSAD. 





179 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 9 

180 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 10 


138 


Surat yang dibuat Kivlan itu pun ditandatangani Nasu- 
tion. Setelah itu, Kivlan mencari Muchdi P.R. di kantornya 
untuk diajak menemui Habibie mengantar surat dari Nasution 
itu. “Di kantornya, saya tidak bertemu. Tetapi, akhirnya Pak 
Muchdi menyusul saya di ruang tamu Istana,” ujar dia. Jadi 
awalnya, Kivlan mendatangi Habibie sendirian. Di Istana, Kiv- 
lan diterima ajudan Presiden Habibie, Kolonel Tubagus Hasan- 
uddin. “Ini surat dari Pak Nasution. Tak tahu saya, tolonglah 
disampaikan,” kata Kivlan kepada Kolonel Hasanuddin saat 
itu. | 

Ketika itu, Kivlan berada di ruang tamu sebelah kiri. Saat 
menunggu diterima Habibie, datanglah Muchdi bergabung de- 
ngannya. “Lima belas menit kemudian, tiba-tiba muncullah 
Sintong Panjaitan dari ruang makan. Sintong menyapa kami 
dan menanyakan keperluannya. Saya sampaikan ada surat dari 
Pak Nas untuk Pak Habibie, tapi isinya saya tidak tahu. Oleh 
Sintong, kami malah disuruh pulang. Tetapi kami tak mau, 
wong ajudan suruh menunggu kok,” kata Kivlan. 

Karena Kivlan dan Muchdi tetap bertahan, Sintong pun 
masuk ruang dalam kembali. “Tiba-tiba saat itu, muncul Pak 
Wiranto. Tiba-tiba saja datang dia. Saya bilang pada Pak Much- 
di, panglima yang akan kita bicarakan di ruang tamu ada juga. 
Masak kita jenderal bintang dua, mau bilang, “Panglima mau 
diganti nih. Larilah kita terbirit-birit',” ujar dia. Takut? “Bukan- 
nya takut, tapi berbahaya. Saya kan bawa pistol, bisa saya 
tembak dia. Saya kan temperamen tinggi. Pak Muchdi juga 
Kopassus,” ujar Kivlan. 

Akhirnya Kivlan dan Muchdi gagal bertemu Habibie, se- 
mentara surat dari Nasution sudah ada di tangannya. 
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Menurut buku Detik-Detik yang Menentukan, Presiden 
Habibie ragu-ragu dan sempat menginstruksikan Sintong Pan- 
jaitan agar menerima surat itu atas nama dirinya. Namun Sin- 
tong menyarankan agar menerima surat itu langsung. Akhir- 
nya Presiden Habibie menemui kedua jenderal yang membawa 
surat. Setelah Habibie membaca surat tersebut,"' kedua jende- 
ral mengucapkan, “Mohon petunjuk.” 

Presiden menjawab singkat, “Sudah saya baca.” 

Kedua jenderal mengulangi bertanya, “Mohon petunjuk.” 

Jawaban Presiden Habibie menjawab singkat seperti se- 
mula, “Sudah saya baca.” 

Presiden Habibie kembali ke ruang kerja. 


Sintong Merekomendasikan Hendropriyono 

Usulan tentang kandidat Pangab bukan hanya dari kubu 
Prabowo. Di kediamannya, Presiden Habibie berkonsultasi de- 
ngan penasihat-penasihatnya mengenai nama-nama yang co- 
cok untuk ditunjuk sebagai anggota kabinetnya. Tentu saja, 
Sintong Panjaitan terlibat. Sebagai penasihat, ia memberikan 
masukan kepada Presiden. Walau demikian, Sintong mengakui 
bahwa Presiden-lah yang memutuskan. 

Sejak pelantikan Habibie, salah satu tugas beratnya seba- 
gai presiden adalah menentukan siapa bos baru di lingkungan 


181 Karena sakit, Jenderal Besar A.H. Nasution sudah tidak bisa menulis. 
Surat itu ditulis dengan tangan oleh Mayjen Kivlan Zen, dan ditanda- 
tangani oleh sang Jenderal Besar. Sudah lama diketahui publik bahwa 
Letjen Prabowo dan kelompoknya menjalin hubungan dengan Nasution, 
yang terkenal berani menentang Soeharto. Nasution disebut-sebut 
sebagai tokoh di belakang Petisi 50, yang berani mengingatkan Soeharto 
agar tidak menggunakan Pancasila sebagai tameng kekuasaannya. 
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ABRI. Nama Wiranto sudah mulai “tercemar” karena kegagal- 
annya mengantisipasi aksi kerusuhan massal 13-15 Mei 1998. 
Selain itu, Wiranto juga merupakan bagian dari masa lalu. 

Bagi Sintong Panjaitan, Wiranto telah melakukan kesa- 
lahan fatal. Kerusuhan massal yang akhirnya memaksa Soe- 
harto mundur terjadi ketika Jenderal TNI Wiranto, sebagai 
penanggung jawab keamanan, sedang berada di luar Jakarta. 
Atas dasar itulah, Sintong menyarankan agar Wiranto tidak 
lagi menjabat sebagai Panglima ABRI, tetapi sebagai Menteri 
Hankam. 

Keberangkatan para jenderal pimpinan teras AD ke.Ma- 
lang pada 14 Mei 1998 memang menunjukkan ketidakpekaan- 
nya terhadap eskalasi kerusuhan. Beberapa pihak juga menya- 
yangkan tidak tegasnya Wiranto mengatasi aksi demonstran, 
sehingga gedung DPR/MPR dapat diduduki massa. 

Karena itu, Sintong merekomendasikan nama Hendro- 
priyono.'83 

Sintong Panjaitan mengisahkan,'84 dalam susunan 
Kabinet Reformasi Pembangunan pada masa Pemerintahan 
B.J. Habibie, pada awalnya presiden setuju bahwa Letjen TNI 
Hendropriyono diangkat menjadi Menteri Hankam/Panglima 
ABRI menggantikan Jenderal TNI Wiranto. Sehubungan 
dengan hal itu, kemudian Sintong menghubungi Letjen TNI 
Hendropriyono lewat telepon. 





12 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 30 

183 Dikisahkan, pada awalnya Presiden Habibie menyetujui nama ini. 
Bahkan konon surat keputusannya sudah diteken. 

18+ Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 31-33 
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“Ndro, selamat...selamat,” kata Sintong. 

“Lho, ada apa Bang?” tanya Hendropriyono. 

“Tunggulah sebentar lagi. Kau akan mendapat tugas pen- 
ting,” lanjut Sintong. 

Malam itu juga Ginandjar Kartasasmita, Menko Ekuin, 
menelepon. “Selamat, Pak Habibie memutuskan Anda menjadi 
Menhankam/Panglima ABRI menggantikan Wiranto,” kata 
Ginandjar. 

Selanjutnya juga menyusul telepon dari Akbar Tandjung, 
Menteri Pemuda dan Olah Raga. “Pak Hendro, selamat. Senin 
nanti Pak Hendro sudah memakai bintang empat,” kata Akbar 
Tandjung. 

Telepon masih berdering lagi dari Mayjen TNI Yasril Ja- 
cob, Sekretaris Militer Presiden, “Pak Hendro, Keppres peng- 
angkatan Bapak sebagai Menhankam/Panglima ABRI sudah 
ditandatangani oleh Pak Habibie,” katanya. 

“Hari Senin nanti, saya dipanggil oleh Jenderal TNI Feisal 
Tanjung, Menko Polkam. Saya diberi tahu secara resmi bahwa 
saya diangkat menjadi Menhankam/Panglima ABRI,” Hen- 
dropriyono berangan-angan setelah telepon-telepon itu. Setelah 
Hendropriyono benar-benar yakin bahwa dirinya akan diang- 
kat menjadi Menteri Hankam/Panglima ABRI, maka ia lang- 
sung menelepon Sintong. “Bang, terimakasih. Saya diangkat 
menjadi Menhankam/Panglima ABRI,” kata Hendropriyono. 

“Siapa yang bilang?” tanya Sintong. 

“Itu hanya perkiraan saya saja, Bang,” jawab Hendropri- 
yono ragu-ragu membuat dalih. 

Sintong tidak berkomentar apa pun, tetapi ia hanya ter- 
tawa. 
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“Betul nggak, Bang?” tanya Hendropriyono mendesak. 

“Itu nggak tahulah aku. Bagaimana saja nanti,” jawab 
Sintong setengah berkelakar. 

Letjen A.M. Hendropriyono tidak pernah menjadi Pangli- 
ma ABRI."5 Keputusan telah diambil oleh Presiden Habibie 
setelah melalui pergulatan dan dinamika pemikiran yang in- 
tensif. Keputusan untuk harus memilih salah satu prajurit ter- 
baik sebagai Pangab, bahkan membuat temperamen Habibie 
sedikit meningkat. Ia sempat berkata dengan nada tinggi ke- 
pada Sintong Panjaitan. 


Habibie Marah 

Sintong dan Habibie bercakap-cakap sambil duduk di ru- 
ang kerja Presiden. Sintong menyarankan agar jabatan Men- 
hankam dan Panglima ABRI dipisah. Jabatan Panglima ABRI 
tidak dipegang oleh Wiranto lagi. Diperlukan wajah baru yang 


165 Hari Minggu 24 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie memanggil Hendro- 
priyono untuk memberitahukan kepadanya bahwa ia tidak jadi diangkat 
menjadi Menhankam/Pangab. Presiden telah memutuskan bahwa masa 
jabatan Wiranto sebagai Menhankam/Pangab diperpanjang, rencananya 
untuk waktu tiga bulan. Setelah itu, Habibie menjanjikan jabatan Men- 
hankam/Pangab akan diserahkan kepada Hendropriyono. Perpanjangan 
masa jabatan Wiranto diperlukan oleh B.J. Habibie untuk mengatasi 
pengaruh Prabowo di Angkatan Darat. Akan tetapi setelah tiga bulan 
kemudian, ternyata Hendropriyono juga tidak diangkat jadi Menhankam/ 
Pangab. Nampaknya Habibie masih memerlukan Wiranto sehubungan 
kondisi keamanan yang meruncing dengan berbagai kerusuhan, konflik 
horizontal, dan kuatnya tuntutan Sidang Istimewa MPR. Mengetahui 
Hendropriyono tak mungkin jadi Pangab, maka Sintong menghiburnya, 
“Ndro, kalau orang itu cemerlang di mana pun ia berada, ia akan tetap 
cemerlang.” Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan dalam pemerintahan 
B.J. Habibie, Hendropriyono mendapat jabatan sebagai Menteri Transmi- 
grasi dan Pemukiman Perambah Hutan, sedangkan Wiranto tetap seba- 
gai Menteri Hankam/Panglima ABRI. 


143 


lebih segar. Wiranto sudah lama menjabat Menteri Hankam/ 
Panglima ABRI dalam masa pemerintahan Soeharto. 

“Alangkah bijaksananya kalau Panglima ABRI dijabat 
oleh orang baru. Hendropriyono diangkat menjadi Panglima 
ABRI menggantikan Wiranto, sedangkan jabatan Menteri Han- 
kam diberikan kepada Wiranto,” kata Sintong kepada B.J. Habi- 
bie.'s* 2 

Presiden B.J. Habibie langsung berdiri dan berkata dengan 
nada marah, “Pak Sintong, saya tidak mau seperti itu!” 

Kemudian B.J. Habibie menarik kedua kain saku dari ce- 
lana dan dua saku dari baju model safari yang dikenakannya, 
“Lihat! Ekspor nol. Impor nol. Saya tidak punya uang. Bagai- 
mana saya membangun negara ini? Saya tidak mau melaku- 
kan sesuatu yang kontra produktif!” 

Sintong terkejut, karena ia belum pernah melihat B.J. Ha- 
bibie yang marah seperti itu.'7 

Merasa tahu diri karena bagaimanapun posisinya hanya 
penasihat, Sintong memilih mengalah. Ketika Sintong akan 
meninggalkan ruangan, sesuai dengan tata cara militer ia balik 
kanan untuk meninggalkan tempat. Namun, kemudian B.J. 
Habibie mengejarnya dan mereka berdua berangkulan di ru- 
angan itu. Habibie berkata, “Kita kan saudara Pak Sintong.” 

Sintong menjawab, “Kalau Pak Habibie mengangkat Wi- 
ranto sebagai Menhankam/Panglima ABRI, maka Bapak ha- 
rus memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wiranto un- 





186 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 25-26 

187 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 26 
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tuk menguasai Angkatan Bersenjata. Tidak ada seorang jende- 
ral pun yang boleh menghadap Bapak, kecuali Wiranto.” 

Akhirnya B.J. Habibie tidak membenarkan perwira tinggi 
ABRI, termasuk Kepala Staf Angkatan menghadap Presiden, 
kecuali bersama atau atas permintaan Panglima ABRI. Presi- 
den berjanji akan memberikan wewenang penuh kepada Wi- 
ranto untuk memimpin Angkatan Bersenjata. Dengan demikian 
Wiranto menjadi Menhankam/Panglima ABRI yang paling 
powerful dalam sejarah ABRI.'88 

Jelas bahwa keputusan itu dibuat sendiri oleh Habibie. 
Yang menjadi kontroversi adalah mengapa Habibie lebih me- 
milih Wiranto? Mengapa Habibie tidak menuruti nasihat Sin- 
tong Panjaitan untuk menjadikan Letjen A.M. Hendropriyono 
menggantikan Wiranto sebagai Panglima ABRI? Mengapa ia 
tidak setuju usulan Prabowo untuk menjadikan Jenderal Su- 
bagyo HS sebagai Pangab—dan Prabowo sebagai KSAD? 


Mengapa Habibie Memilih Wiranto? 

Jumat, 22 Mei 1998 pukul 06.10 pagi, Presiden Habibie 
menelepon Jenderal Wiranto dan menyampaikan bahwa dia 
memilih sang jenderal untuk tetap jadi Menhankam/Pangab. 
Jenderal Wiranto menyampaikan terima kasih atas kepercayaan 
yang telah diberikan, dan ia memohon petunjuk. 

Habibie dalam bukunya Detik-Detik yang Menentukan 
menguraikan mengapa ia tertarik pada Wiranto. Ada semacam 
chemistry yang membuat kerjasama di antara mereka men- 
jadi cocok. 


188 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 26-27 
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Pada tahun 1991, Habibie bersama anggota Kabinet Pem- 
bangunan dan Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara, sedang 
duduk di lantai Masjid Istiglal, sambil menantikan kedatangan 
Presiden dan Wakil Presiden untuk bersama melaksanakan 
shalat Id. Habibie berkisah, “Seorang muda berpakaian kemeja 
batik dengan sopan menyapa saya dari belakang sambil berbi- 
sik, agar diperkenankan kelak membantu saya dalam ICMI.” 

Habibie kemudian bertanya, “Siapa Anda dan di mana 
Anda sekarang?” 

“Saya Wiranto, Pak.” 

“Wiranto siapa?” 

“Saya Wiranto, dulu ADC Presiden dan sekarang ditugas- 
kan sebagai Kepala Staf Pangdam Jaya membantu Pak Hen- 
dropriyono.” 

Habibie lalu menjawab, “Insya Allah, iktikad dan niat baik 
Anda akan dikabulkan Allah SWT.” 

Habibie mengaku sangat terkesan dengan kejadian ini." 

Dalam Detik-Detik yang Menentukan, B.J. Habibie me- 
nampakkan terang-terangan rasa sukanya kepada Jenderal 
Wiranto. Habibie tak menyembunyikan kesan baiknya terha- 
dap jenderal ini. Ia menilai Wiranto sebagai sosok yang beretika 
dan bisa dipercaya. Kesan itu muncul kuat saat Wiranto secara 
terbuka memperlihatkan Inpres No. 16 Tahun 1998 yang di- 
terimanya dari Pak Harto sebelum lengser. Bahkan, Habibie 
menuturkan flashback kisah perkenalannya dengan Wiranto— 





189 Kisah itu diuraikan dalam buku Habibie sebagai flashback dalam adegan 
ketika Wiranto melaporkan kepada Habibie mengenai Inpres No. 16/ 
1998 (Habibie, 2006, Detik-Detik yang Menentukan: Perjalanan Panjang 
Indonesia Menuju Demokrasi, hlm. 61-62). 
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pada saat menjabat Kasdam V Jaya dengan pangkat Brigjen— 
yang diceritakan secara detail. 

Namun, terlepas dari argumentasi subyektif tersebut, Sin- 
tong berpendapat ada dua faktor yang mendukung Wiranto 
tetap sebagai Menteri Hankam/Panglima ABRI. Faktor perta- 
ma ialah pada tanggal 21 Mei seusai B.J. Habibie disumpah 
menjadi presiden, Wiranto melaporkan Inpres Nomor 16 Ta- 
hun 1998 tentang pengangkatan dirinya sebagai Panglima 
KOPKKN yang ditandatangani oleh Soeharto tertanggal 18 Mei 
1998. Faktor kedua ialah pada tanggal 22 Mei pagi hari Wiranto 
menghadap B.J. Habibie untuk melaporkan kepada Presiden 
tentang adanya gerakan pasukan Kostrad yang masuk ke Ja- 
karta tanpa sepengetahuannya sebagai Panglima ABRI.” 

Menurut Wiranto, malam hari 21 Mei 1998, dia kembali 
dipanggil Habibie untuk menghadap di Kuningan. Presiden 
menyampaikan bahwa setelah mempertimbangkan secara sek- 
sama, jabatan Menhankam dan Panglima ABRI tetap disatu- 
kan. Presiden Habibie meminta Jenderal Wiranto memangku 
jabatan itu. Wiranto mencatat, “Saya tahu bahwa di ruang 
sebelah, di kediaman beliau, para calon menteri koordinator 
masih menyusun komposisi kabinet yang baru, yang akan di- 
umumkan esok harinya.” 

Kalau Wiranto pada 21 Mei 1998 malam hari sudah tahu 
dirinya tetap menjabat Panglima ABRI, maka informasi ten- 
tang gerakan pasukan Kostrad esok paginya jelas tidak dituju- 
kan untuk memperoleh jabatan Panglima ABRI. Sebab jabatan 


190 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 29 
11 Wiranto (2003), Bersaksi di Tengah Badai, hlm. 96 
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itu sudah ada di tangan, apalagi ditambah dengan jabatan Men- 
teri Hankam. 

Lantas, apa tujuan Wiranto melapor tentang pergerakan 
pasukan Kostrad? 
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Bab 15 


“Kudeta” Prabowo 


Kamis, 21 Mei 1998, Kostrad mengerahkan pasukan dari 
Garut dan Tasikmalaya, Malang, dan Makassar. Menurut 
Mayjen Kivlan Zen, dua pertiga kekuatan pasukannya ada di 
Jakarta.'?? Itu berarti setara dengan 178 kompi atau 17.000 
tentara. Padahal, masih ada kesatuan-kesatuan lain yang juga 
mengerahkan pasukannya untuk mengamankan ibukota. Ada 
Kopassus (Komando Pasukan Khusus), Paskhas (Pasukan 
Khas Angkatan Udara), serta Marinir.'8 Mereka telah bergegas 
menuju Jakarta setelah ibukota dilanda kerusuhan di hari 
pertama, 13 Mei 1998. 

Kawasan Monas merupakan wilayah dengan penjagaan 
paling ketat. Barikade dan kawat berduri menjuntai di segala 


12 Lihat majalah Tempo, 8 Oktober 2006, him. 34 

193 Marinir merupakan kesatuan yang saat itu paling mendapat simpati 
warga masyarakat, karena tindakan persuasi mereka yang dapat diterima 
masyarakat awam. 
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arah jalan yang menuju kawasan tersebut.'4 Tidak menghe- 
rankan, sebab kawasan itu merupakan sentral dari pemerin- 
tahan. Berbagai kantor departemen pemerintahan dan kedutaan 
besar asing berkumpul di wilayah itu. Monas juga merupakan 
“halaman belakang” istana—tempat paling rawan kemungkinan 
adanya tusukan musuh yang ingin menduduki Istana. 

Apalagi, beberapa hari menjelang 20 Mei 1998, berembus 
kabar tentang adanya aksi sejuta massa yang digalang maha- 
siswa untuk mendesak agar Soeharto mundur. Momen aksi 
sejuta massa itu bertepatan dengan peringatan 90 tahun Hari 
Kebangkitan Nasional. Bahkan, kabarnya, Amien Rais akan 
datang turut menggalang aksi yang pada awalnya dirintis oleh 
jaringan gerakan mahasiswa ibukota itu."5 

Begitu meruncingnya situasi menjelang tanggal 20 Mei 
1998. Pihak demonstran bersikeras akan tetap melaksanakan 
aksinya kendati pengamanan oleh aparat tampak begitu ketat. 
Di sisi lain, pihak militer juga bersikeras menggunakan kebi- 
jakan represif untuk mengendalikan jumlah demonstran yang 
massif. Konon sempat muncul perintah untuk menembak para 
demonstran dengan peluru tajam, apabila mereka bertindak 
anarkis. 


194 Saat itu beragam rumor berembus. Misalnya isu yang mengatakan ada 
musuh yang akan menyerbu Indonesia dari arah Teluk Jakarta. Juga ada 
kabar, pasukan asing dengan kapal induknya telah bersiaga menyerang. 
Sejatinya, kehadiran kapal asing di perairan sebelah utara Jakarta meru- 
pakan persiapan pemerintahan asing untuk mengevakuasi warganya. 

195 Amien Rais pada saat itu merupakan icon perubahan politik yang 
dengan keras menuntut reformasi. Presiden Soeharto tidak menyukai 
tokoh ini. Terbukti, pada tanggal 20 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto 
mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk berdialog, nama Amien Rais 
tidak tercantum dalam daftar tamunya. 
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Negosiasi demi negosiasi berlangsung, dan pada dinihari 
20 Mei 1998, Amien Rais menghimbau mahasiswa untuk 
membatalkan aksi yang riskan itu. Sebab tidak ada jaminan 
keamanan. Sangat mungkin, akan terjadi pertumpahan darah 
dalam peristiwa itu—seandainya jadi diselenggarakan. 

Konsentrasi pasukan di Monas khususnya tanggal 19-21 
Mei 1998 mengingatkan publik pada manuver Kostrad pada 
tanggal 1 Oktober 1965. Kebetulan, Pangkostrad 1965 adalah 
Mayjen Soeharto, dan Pangkostrad Mei 1998 adalah Letjen 
Prabowo—menantunya. Jadi, rumor kudeta pun muncul, sa- 
ma simpang-siurnya dengan isu penyerbuan pasukan asing 
dari Teluk Jakarta. i 


Teringat Tragedi Romanov (Revolusi Rusia) 

Pukul 09.00 tanggal 22 Mei 1998 Presiden meninggalkan 
kediaman Kuningan menuju Istana Merdeka. Hari itu, Presi- 
den Habibie akan mengumumkan susunan kabinet, termasuk 
siapa yang akan ditunjuk sebagai Panglima ABRI. 

Di depan tangga istana, Pangab Wiranto menantikan ke- 
datangan Presiden, dan memohon untuk diperkenankan mela- 
porkan keadaan di lapangan, tetapi hanya empat mata. Dalam 
kesempatan bicara berdua dengan Presiden, Pangab Wiranto 
melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta berge- 
rak menuju Jakarta dan ada konsentrasi pasukan di kediaman 
Presiden di Kuningan, demikian pula di Istana Merdeka. Jende- 
ral Wiranto mohon petunjuk. 

Dari laporan tersebut, Presiden B.J. Habibie menyimpul- 
kan bahwa Pangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan 
Pangab. Presiden Habibie memberi instruksi, “Sebelum mata- 
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hari terbenam, Pangkostrad sudah harus diganti dan kepada 
penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah 
komando Pangkostrad harus segera kembali ke basis kesatuan 
masing-masing.” 

Jenderal Wiranto bertanya, “Sebelum matahari terbenam?” 

Presiden Habibie mengulangi, “Sebelum matahari terbe- 
nam!” 

Jenderal Wiranto bertanya lagi, “Siapa yang akan meng- 
ganti?” 

Presiden Habibie menjawab, “Terserah Pangab.” 

Sebelum Pangab meninggalkan ruang kerja Presiden, ia 
menyampaikan bahwa untuk mengamankan keluarga Presiden, 
ia sudah menginstruksikan agar mengumpulkan seluruh ke- 
luarga Presiden di Wisma Negara. Presiden bertanya, “Untuk 
berapa lama kami harus tinggal di Wisma Negara?” 

“Tergantung perkembangan keadaan,” jawab Pangab."”8 

Setelah Jenderal Wiranto meninggalkannya, Presiden Ha- 
bibie memikirkan hal-hal buruk yang mungkin menimpanya. 
“Mengapa keluarga saya harus dikumpulkan di satu tempat? 
Apakah tidak lebih aman jikalau anak-anak dan cucu-cucu 
saya tinggal di tempatnya masing-masing dan dilindungi oleh 
Pasukan Keamanan Presiden? Mengapa mereka harus dikum- 
pulkan di satu tempat?” | 

“Saya teringat nasib keluarga Tsar Romanov dari Rusia 
yang semuanya dibunuh di satu tempat dalam revolusi kaum 
Bolshevik. Pemikiran yang mengerikan timbul...”!?7 


196 Habibie (2006), Detik-Detik yang Menentukan: Perjalanan Panjang 
Indonesia Menuju Demokrasi, hlm. 83-84 

19 Habibie (2006), Detik-Detik yang Menentukan: Perjalanan Panjang 
Indonesia Menuju Demokrasi, hlm. 96 
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Hari itu juga Presiden Habibie mengumumkan susunan 
Kabinet Reformasi Pembangunan. Setelah itu dia menerima 
Jaksa Agung serta wakilnya, serta Gubernur Bank Indonesia 
yang didampingi Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita. 


Pasukan Kostrad “Mengepung” Ibukota 

Yang mendasari keputusan Habibie memecat Prabowo 
adalah laporan Wiranto tentang pergerakan pasukan Kostrad 
yang di luar kendali Panglima ABRI. Benarkah ada gerakan 
liar pasukan Kostrad? 

Menjelaskan pertanyaan tentang konsentrasi pasukan 
Kostrad di Monas, Prabowo menjawab: “Semua pengerahan 
pasukan ada di bawah komando operasi, Kodam Jaya, Pasu- 
kan Marinir, Paskhas, Kodam Jaya, Kodam Siliwangi, Kostrad, 
Kopassus—waktu itu dipegang Panglima Kodam Jaya Mayjen 
Sjafrie Sjamsoeddin. Tujuannya mengamankan ibukota yang 
beberapa hari terbakar. Aparat ingin mengembalikan rasa 
aman karena terjadi pelarian modal.'98 Kudeta adalah tuduhan 
yang kejam terhadap prajurit.” 

Prabowo menolak jika dikatakan ada pergerakan pasukan 
Kostrad di luar komando. “Seandainya ada, terus untuk apa?” 
katanya. “Apa mau kudeta? Kalau saya punya niat, saya pang- 
lima 34 batalyon. Kenapa tidak saya lakukan? Letkol Un- 
tung? yang hanya punya dua batalyon saja bisa melakukan 
G30S/PKI. Jadi, tergantung individunya.”” 





198 Pelarian modal (capital flight) adalah faktor utama turunnya nilai 
rupiah. Pelarian modal dipicu oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi 
keamanan serta kepastian hukum. 

199 Prabowo Subianto: “Itu Tuduhan Kejam", wawancara dalam majalah 
Tempo, 8 Oktober 2006, him. 32 
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Kivlan Zein mengaku heran dengan kabar yang disampai- 
kan Wiranto bahwa ada pergerakan pasukan Kostrad yang 
tidak diketahui Pangab. Ia memastikan Wiranto mengetahui 
pergerakan pasukannya. Menurut Kivlan, pola pengamanan 
itu sesuai dengan yang ditetapkan Markas Besar ABRI dalam 
rencana operasi pengamanan Pemilu 1997 dan Sidang Umum 
MPR 1998—yang disahkan sendiri oleh Wiranto.??? | 

Lagipula, menurut Kivlan, “Ketika itu semua di bawah 
kendali Panglima Komando Operasi, Sjafrie.” Dan perintah 
yang diterimanya dari Pangkostrad adalah menyiapkan pasu- 
kan, berapa pun yang diminta Sjafrie Sjamsoeddin.? i 

Menurut Subagyo HS, “Saya tidak mengerti pergerakan 
pasukan di Patra Kuningan seperti yang disebutkan Pak Habibie 
(dalam bukunya). Tapi penempatan semua pasukan sebenar- 
nya sudah ditetapkan, yaitu berada di bawah kendali Panglima 
Komando Operasi. Pergerakan hanya bisa dilakukan atas pe- 
rintah Panglima ABRI. Panglima Kostrad dan Komandan Jen- 
deral Kopassus saat itu hanya bertugas menyiapkan pasukan. 
Misalnya, Panglima Kodam menentukan kebutuhan pasukan 
berapa, mereka harus menyiapkannya. Saya, sebagai KSAD, 
hanya menjadi pembina.” 


20 Ketika memimpin Gerakan 30 September, Letkol Inf. Untung adalah 
Komandan Batalyon I Tjakrabhirawa, pasukan pengamanan Presiden 
pada masa itu. Akses Letjen Prabowo selaku Pangkostrad terhadap 
pasukan yang siap tempur, jelas lebih besar dibandingkan Letkol Untung. 
201 Prabowo Subianto: “Itu Tuduhan Kejam”, wawancara dalam majalah 
Tempo, 8 Oktober 2006, him. 32 

202 lihat majalah Tempo, 8 Oktober 2006, hlm. 34 

203 lihat majalah Tempo, 8 Oktober 2006, him. 34 

2% Lihat majalah Tempo, 8 Oktober 2006 


154 


Mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Muchdi PR ber- 
pendapat senada. Dia menepis sama sekali isu kudeta. “Saya 
dan Prabowo tidak pernah sekalipun memikirkan untuk kudeta,” 
kata Muchdi PR.295 Kenapa? Karena sekali kudeta dilakukan, 
pasti akan selalu berulang seperti yang terjadi di Thailand.” 

Muchdi menekankan bahwa Letjen Prabowo memang ti- 
dak berniat mengambil alih kekuasaan dengan kekerasan. “Jika 
mau, kami dengan mudah melakukannya saat itu. Sebagian 
besar pasukan yang ada di Jakarta saat itu kan berasal dari 
Kostrad dan Kopassus. Tapi Prabowo memang tidak pernah 
berpikir untuk melakukan kudeta.” 

Menjelaskan soal gerakan pasukan yang berada di bawah 
koordinasi Kostrad, Muchdi PR mengatakan, “Perlu saya sam- 
paikan, semua pasukan di Jakarta saat itu berada di bawah 
kendali Panglima Komando Operasi Jaya, Sjafrie Sjamsoeddin. 
Markas Besar ABRI juga telah mengatur pembagian kewe- 
nangan pengamanan oleh masing-masing kesatuan. Kopassus 
saat itu diberi tugas mengamankan Istana dan rumah Presiden. 
Kostrad ditugasi mengawal obyek-obyek vital. Lalu marinir 
mendapat tugas mengamankan kantor-kantor diplomatik 
negara asing di Jakarta. Semua itu diketahui oleh Panglima 
ABRI Jenderal Wiranto.” 

Jadi, menurut versi Prabowo cs, tidak ada gerakan pasu- 
kan yang tidak diketahui Panglima ABRI. Lantas, mengapa 
Prabowo dicopot juga dari jabatan Pangkostrad? Apakah Habi- 
bie salah tafsir? Apakah Sintong Panjaitan memengaruhinya 
untuk memecat Prabowo? 


205 Lihat majalah Tempo, 8 Oktober 2006 
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Balas Dendam Sintong? 

Mengikuti alur kisah B.J. Habibie di atas, seolah-olah 
keputusan memberhentikan Prabowo dari jabatan Pangkos- 
trad muncul dari pertimbangan sesaat. Presiden Habibie ber- 
ada dalam kondisi psikologis yang terancam oleh Prabowo, 
sehingga langsung memberikan pukulan mematikan. 

Sintong Panjaitan sendiri selaku penasihat hankam Pre- 
siden, mengaku dirinya tidak ikut campur dalam masalah itu. 
Bahkan, ia merasa kaget. Sintong menegaskan, “Keputusan 
itu diberikan langsung oleh Presiden Habibie kepada Jenderal 
TNI Wiranto, Panglima ABRI. Jadi kalau ada orang yang me- 
ngatakan bahwa Prabowo diganti karena Sintong, hal itu tidak 
benar.” Dalam kasus penggantian Panglima Kostrad, Sintong 
membantah tudingan bahwa dirinya berada di Kubu Wiranto. 
“Saya tidak di kubu Prabowo, tidak juga di kubu Wiranto. Saya 
mendukung dan berada di kubu presiden, “tegasnya.?” 

Praduga bahwa Sintong berperan dalam keputusan men- 
copot Prabowo, mungkin didasari spekulasi berdasarkan kisah 
masa lalu. Seolah-olah tindakan balas dendam terhadap peme- 
catan Mayjen Sintong Panjaitan sebagai Pangdam IX/Uda- 
yana sehubungan dengan peristiwa Santa Cruz 12 November 
di Dili. Presiden Soeharto banyak mendapat masukan dari Pra- 
bowo mengenai peristiwa Dili. Hingga akhirnya Sintong dicopot 
oleh Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai Feisal Tanjung. 


205 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm.12 
207 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm.21 
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Kita tahu, setelah mengadili kasus itu dengan tegas, karir Feisal 
meroket. Hingga akhirnya ia menjadi Panglima ABRI. Pada 
saat-saat itulah karir Prabowo melesat dari kolonel menjadi 
jenderal berbintang tiga. 


Mengukur Kekuatan Prabowo 

Setelah mengeluarkan perintah penggantian Prabowo, ke- 
mudian B.J. Habibie berkata, “Pak Sintong, awasi, check tim- 
bang terima Prabowo.” 

Sintong membuat analisis bahwa sejauh ini tidak terbukti 
bahwa Prabowo akan melakukan kudeta. Namun, dalam meng- 
olah situasi keamanan, ia harus membuat penafsiran yang 
lebih berat. Prabowo memiliki 11.000 orang pasukan yang 90 
persen di antaranya berada di Jakarta, sehingga memungkin- 
kan ia melakukan kudeta.?08 

Makin cepat pergantian Pangkostrad, makin aman bagi 
Habibie. 

Selain kekuatan tempur di lapangan, Sintong juga meng- 
analisis pelaksanaan perintah Habibie untuk mencopot Pra- 
bowo. Terutama terkait dengan kemungkinan resistensi dari 
pejabat-pejabat militer yang berkuasa. Sintong melakukan tiga 
cara untuk menjajaki apakah ada pejabat berwenang di jajaran 
ABRI yang berkeberatan penggantian Prabowo dari jabatan 
Panglima Kostrad. | 

Pertama, ia menghubungi Jenderal TNI Feisal Tanjung, 
Menko Polkam. 

“Prabowo akan diganti. Bisa nggak Pak?” tanya Sintong. 


208 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm.11i 
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“Kau saja bisa diganti. Apa susahnya mengganti jabatan 
tentara?!” jawab Feisal Tanjung. 

Jadi penggantian pejabat Panglima Kostrad, bagi Menko 
Polkam harus dilaksanakan sesuai perintah. 

Ketika Jenderal TNI Wiranto menunggu kedatangan Pre- 
siden Habibie, Sintong bertanya, “Pak Wiranto, bisa nggak Pra- 
bowo diganti?” ap 

Jenderal TNI Wiranto yang agak tersinggung dengan per- 
tanyaan itu, menjawab, “Kena apa tidak?” 

Ketiga, Sintong melakukan check kepada KSAD Jenderal 
Subagyo HS. Jawabannya senada.’?°° 

Hal menarik yang tak terungkap dalam buku Habibie (De- 
tik-Detik yang Menentukan) adalah perbincangan antara Sin- 
tong Panjaitan dan Presiden B.J. Habibie menyangkut ke- 
mungkinan munculnya insubordinasi massal oleh perwira- 
perwira Angkatan Darat. Habibie mencemaskan pembang- 
kangan kelompok Prabowo. 

Sebelum serah terima jabatan Panglima Kostrad, B.J. Ha- 
bibie bertanya, “Pak Sintong, apakah dalam penggantian Pra- 
bowo itu nanti, tidak akan terjadi seperti peristiwa pada masa 
yang lalu? Jabatan digantikan oleh Pak Nasution, perwira lain- 
nya menghadap kepada Bung Karno menyatakan tidak se- 
tuju?” . 
Sintong menjawab bahwa presiden tidak usah takut soal 
itu. “Mohon laksanakan saja Pak,” Sintong memberikan do- 
rongan. 





29 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm.14 
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Kemudian Sintong menyampaikan pendapatnya. Kalau 
pada era Pak Nas dahulu, reaksi yang terjadi berdasarkan ideal- 
isme perjuangan. Sementara di era peralihan ini, hanya ada 
orang-orang yang mendekati Prabowo tanpa alasan idealisme 
perjuangan. Mereka hanya ingin memperoleh jalur cepat ka- 
rena Prabowo mempunyai jalur langsung kepada Soeharto, 
sehingga ia powerful. “Kalau Prabowo diganti nanti, tidak akan 
terjadi seperti pada zamannya Pak Nas dulu. Mungkin malah 
rebutan jabatan itu nanti,” Sintong menambahkan.?” 

Perkembangan baru terjadi setelah adanya surat perintah 
Panglima ABRI yang menyatakan bahwa jabatan Panglima 
Kostrad yang dipegang oleh Mayjen TNI Johny J Lumintang 
tidaklah definitif, tetapi hanya bersifat sebagai wakil sementara. 
KSAD Jenderal TNI Subagyo HS berpegang bahwa jabatan 
Mayjen TNI Johny J Lumintang sudah definitif, sehingga tidak 
dapat menerima hal itu. 

Kemudian KSAD memerintahkan kepada Aspers untuk 
mengembalikan surat perintah itu kepada Panglima ABRI. 
Sehubungan dengan hal ini, Panglima ABRI mengganti surat 
perintah dan menyatakan bahwa jabatan Mayjen TNI Johny 
J Lumintang adalah definitif. Akhirnya KSAD pun melaksa- 
nakan surat perintah itu. 

Menurut Sintong, langkah KSAD mengembalikan surat 
perintah kepada Panglima ABRI, merupakan tindakan yang 
berani dan luar biasa. Setelah Mayjen TNI Djamari Chaniago 
dilantik sebagai Panglima Kostrad, maka B.J. Habibie sempat 


20 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm.19-20 
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tertawa. Presiden memberi komentar, “Analisis Pak Sintong 
hebat juga.” 

Tapi benarkah Letjen Prabowo menerima begitu saja pe- 
mecatan yang mendadak dan tanpa alasan? 


21 Selanjutnya, Sintong mengungkapkan bahwa walaupun Prabowo 
bukan panglima operasional, secara kenyataan peranan dia sangat 
menentukan. Bahkan dapat memengaruhi perwira lainnya. Namun, ter- 
nyata Prabowo tidak mempunyai pengaruh terhadap sebagian besar 
anggota ABRI. Hanya ada dua atau tiga orang saja yang mencoba-coba 
menyelamatkan Prabowo (Hendro Subroto, 2009, Sintong Panjaitan: 
Perjalanan Sdeorang Prajurit Para Komando, hlm. 20-22). 
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Bab 16 


Prabowo Memprotes 
Habibie 


Ketika dicopot, Letjen Prabowo baru 63 hari menduduki 
jabatan Panglima Kostrad. Saat itu, Prabowo dan kelompoknya 
sedang berjuang keras untuk menggolkan Subagyo HS sebagai 
Panglima ABRI, dan Letjen Prabowo sebagai KSAD. Tapi, Pre- 
siden Habibie telah memutuskan lain. Dia tetap memercayakan 
jabatan Panglima ABRI kepada Jenderal TNI Wiranto—yang 
sekaligus ditunjuknya sebagai Menteri Pertahanan dan Kea- 
manan. 

Kelompok Prabowo telah kalah. Tapi kekalahan total itu 
datang sesaat kemudian. Presiden Habibie memberhentikan 
Letjen Prabowo dari jabatan Pangkostrad. Berita pemecatan 
dirinya itu diterima Letjen Prabowo melalui telepon dari mar- 
kas Kostrad. 

Siang hari Jumat 22 Mei 1998 pukul 13.30 Prabowo sedang 
menemui adik kandung B.J. Habibie, Fanny Habibie, di kantor 
Otorita Batam. Prabowo bermaksud agar Fanny bersedia 
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menghubungi kakaknya, untuk melakukan pemisahan jabat- 
an Menhankam dan Pangab.?? Telepon dari Kostrad mengata- 
kan bahwa Letjen Prabowo Subianto harus segera menyerah- 
kan pataka atau bendera kesatuan—yang berarti harus me- 
ninggalkan jabatan. 

Letjen Prabowo segera menghadap Habibie di Istana de- 
ngan membawa pengawal 12 orang meminta kejelasan soal 
pemberhentian itu. 


Prabowo Menemui Habibie (versi Habibie) 

Pagi hari yang tegang itu, Presiden Habibie telah memu- 
tuskan memecat Prabowo. Dia juga telah menugaskan Sintong 
mengawasi timbang-terima jabatan Pangkostrad. Jenderal 
Wiranto telah bergerak dan menyiapkan nama untuk meng- 
ganti Prabowo. 

Siang harinya, Presiden Habibie menerima telepon dari 
Pangab Jenderal Wiranto yang melaporkan bahwa Pangab 
mengusulkan Panglima Divisi Siliwangi Mayjen Djamari Cha- 
niago”3 untuk menjadi Pangkostrad. Namun, memerhatikan 
instruksi Presiden agar pergantian Pangkostrad harus dilaksa- 


22 Walaupun jabatan Menhankam/Pangab telah diumumkan Presiden 
pagi harinya, tapi selalu terbuka kemungkinan jabatan itu dipisah dengan 
penunjukan orang baru untuk menduduki jabatan Pangab. Ini terjadi mi- 
salnya pada tahun 1993, ketika Presiden Soeharto memutuskan Jenderal 
Edi Sudrajat tetap di posisi Menhankam, sedangkan sebagai Pangab di- 
tunjuknya Jenderal Feisal Tanjung. Nampaknya kelompok Prabowo ber- 
juang all out untuk menggolkan tujuannya dengan perhitungan bahwa 
kalau Jenderal Wiranto dibiarkan menjabat Menhankam/Pangab, maka 
kelompok Prabowo akan segera disingkirkan (Kivlan Zen, 2004, Konflik 
dan Integrasi TNI AD, hlm. 90). 

213 Mayjen Djamari Chaniago adalah kawan dekat Prabowo sejak masih 
berpangkat letnan kolonel. 
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nakan sebelum matahari terbenam, dan karena masalah teknis 
pelantikan Panglima Divisi Siliwangi baru dapat dilaksanakan 
keesokan harinya, maka Pangkostrad sementara akan dijabat 
oleh Asisten Operasi Pangab, Mayjen Johny Lumintang. Ke- 
pada Mayjen Johny Lumintang akan diperintahkan untuk se- 
gera mengembalikan semua pasukan ke basis masing-masing 
sebelum matahari terbenam. : 

Presiden B.J. Habibie menyetujui usul tersebut. 

“Setelah lengser-nya Presiden Soeharto, kondisi di Kostrad 
dan Kopassus belum sepenuhnya kondusif,” Jenderal (Purn) 
Subagyo HS menuturkan.?” “Ketegangan terasa di antara pe- 
tinggi militer. Siapa berada di pihak mana, tidak mudah dite- 
bak. Pada 22 Mei siang, setelah Presiden Habibie mengumum- 
kan kabinetnya, saya mendapat perintah dari Panglima ABRI, 
copot Panglima Kostrad dan Komandan Jenderal Kopassus hari 
itu juga. Lepas tengah hari, diputuskan Mayor Jenderal Johny 
Lumintang ditetapkan sebagai pengganti Prabowo.” 

Setelah pembicaraan dengan Pangab selesai, ajudan me- 
laporkan bahwa Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto ingin 
bertemu Presiden.?s Akhirnya Presiden Habibie memutuskan 
akan menerima Pangkostrad setelah dia makan siang bersama 
keluarga di Wisma Negara. 

214 Lihat majalah Tempo, 8 Oktober 2006 

215 Presiden Habibie menyatakan keraguannya untuk menerima Pangkos- 
trad. “Apakah perlu saya bertemu? Apa gunanya bertemu? Apakah 
beliau (Pak Harto-ed) tersinggung dan menugaskan menantunya untuk 
bertemu dengan saya? Menurut peraturan yang berlaku, siapa saja yang 
menghadap Presiden tidak diperkenankan membawa senjata. Tentunya 
itu berlaku pula untuk Panglima Kostrad. Namun, bagaimana halnya 
dengan menantu Pak Harto? Apakah Prabowo juga akan diperiksa? 


Apakah pengawal itu berani?” (Habibie, 2006, Detik-Detik yang Menen- 
tukan: Perjalanan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, hlm 95). 
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Setelah makan siang, Presiden Habibie menerima Pang- 
kostrad Letjen Prabowo yang memasuki ruangan tanpa mem- 
bawa senjata apa pun. Habibie merasa puas. Terjadi dialog 
antara Presiden Habibie dan Pangkostrad Letjen Prabowo, da- 
lam bahasa Inggris.” 

Letjen Prabowo mengungkapkan, “Ini suatu penghinaan 
bagi keluarga saya?” dan keluarga mertua saya Presiden Soe- 
harto (sic),”? Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad.” 

“Anda tidak dipecat, tetapi jabatan Anda diganti,” jawab 
Habibie. 


216 Dialog ini semata-mata bersumber pada memoar Habibie. Kepada 
media massa, mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto 
menyatakan keheranannya atas apa yang ditulis Habibie di halaman 102 
buku Detik-detik yang Menentukan yang sehari setelah peluncurannya 
langsung menjadi kontroversi. Dia mengaku tidak dimintai konfimasi soal 
ini sebelumnya oleh Habibie. 

217 Maksudnya, keluarga besar Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, 
“begawan ekonomi” yang namanya amat dihormati kalangan ekonom. 
Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo pernah mengeluarkan sinyalemen 
kontroversial bahwa dana pembangunan di Indonesia bocor 30%. Inti 
pemikirannya, korupsi membuat penggunaan dana pembangunan tidak 
efektif karena sepertiganya menguap, setidaknya bila dibandingkan 
dengan negara tetangga, yaitu Thailand. Sinyalemen itu sempat menjadi 
polemik yang ramai, dan membuat hubungan Prof. Sumitro jadi semakin 
renggang dengan besannya, Presiden Soeharto. Mei 1998, dua orang 
dalam keluarga Prof. Sumitro diakhiri karirnya secara tragis. Selain 
Prabowo, juga Soedrajat Djiwandono yang dicopot bulan Februari 1998 
dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia—hanya 10 hari menjelang 
masa jabatannya berakhir. Penyebabnya, Soedrajat menolak menerapkan 
CBS (Currency Board System) dari proposal Dr. Steve Hanke. Soeharto 
tampaknya menginginkan CBS sebagai jalan pintas menjaga kejatuhan 
nilai rupiah, walaupun belakangan disadari bahwa cara itu tidaklah 
realistis. 

218 Menurut catatan Habibie, Letjen Prabowo masih menyebut mertua- 
nya dengan ‘Presiden Soeharto’, walaupun telah mundur dari jabatan 
Presiden sehari sebelumnya. 
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“Mengapa?” tanya Prabowo. 

Presiden Habibie menyampaikan, dia mendapat laporan 
dari Pangab bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Ja- 
karta, Kuningan, dan Istana Merdeka. 

“Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden,” kata 
Prabowo. 

“Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang ber- 
tanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda,” 
jawab Habibie. 

“Presiden apa Anda? Anda naif!” jawab Prabowo dengan 
nada marah. | 

“Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan ke- 
adaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan,” ja- 
wab Habibie. 

Kemudian, menurut Habibie, Prabowo memohon atas 
nama ayahnya Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo dan ayah 
mertuanya Soeharto, agar Presiden Habibie memberikan waktu 
tiga bulan kepadanya untuk tetap menguasai pasukan Kostrad. 

Presiden Habibie menjawab dengan nada tegas, “Tidak! 
Sampai matahari terbenam Anda sudah harus menyerahkan 
semua pasukan kepada Pangkostrad yang baru!” 

“Berikan saya tiga minggu atau tiga hari saja untuk masih 
dapat menguasai pasukan saya!” 

“Tidak! Sebelum matahari terbenam semua pasukan 
sudah harus diserahkan kepada Pangkostrad baru! Saya berse- 
dia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja,” kata 
Presiden Habibie. 

“Yang saya kehendaki adalah pasukan saya!” jawab Pra- 
bowo. 
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1” 


“Ini tidak mungkin, Prabowo 

Pintu terbuka, dan Mayjen Sintong Panjaitan masuk dan 
mengatakan kepada Letjen Prabowo, “Jenderal, Bapak Presi- 
den tidak punya waktu banyak dan harap segera meninggalkan 
ruangan.” 

“Sebentar,” kata Presiden Habibie, dan Sintong pun me- 
ninggalkan ruangan. Aa 

Letjen Prabowo minta waktu untuk dapat berbicara mela- 
lui telepon dengan Pangab. Presiden Habibie menugaskan salah 
satu ADC untuk segera menghubungi Pangab. Setelah menele- 
pon ke Mabes ABRI, ADC Presiden menyampaikan bahwa 
Pangab tidak bisa dihubungi. 

Akhirnya Letjen Prabowo pun meninggalkan ruangan Pre- 
siden. Sebelum berpisah, Presiden Habibie menyatakan sempat 
memeluk Letjen Prabowo dan menyampaikan salam hormat 
untuk ayah kandung dan ayah mertua Prabowo. 


Prabowo Menemui Habibie (versi Sintong 
Panjaitan) 

Sintong Panjaitan menuturkan,?? sekitar pukul 15.00 
Prabowo datang ke Istana dengan membawa pengawal seba- 
nyak 12 orang, mengendarai tiga mobil Landrover. Bagi Pra- 
bowo masuk ke Istana tidak menjadi masalah, karena cukup 
banyak perwira Pasukan Pengamanan Presiden yang menge- 
nal dirinya. Namun pada waktu Prabowo masuk, para petugas 
agak tegang. 


21? Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 14-16 
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“Ada Pak Habibie nggak?” tanya Prabowo kepada para 
perwira yang berada di situ. Tampaknya perwira tidak berani 
menjawab dan tetap diam. Namun, setelah Prabowo bertanya 
sekali lagi ada perwira yang menjawab, “Ada Pak.” 

Kemudian Prabowo menuju ke lantai dasar. 

Menurut prosedur yang berlaku, para tamu Presiden ha- 
rus menunggu di lantai dasar. Di sini mereka harus diperiksa 
dan disterilkan. Artinya, digeledah dan dipastikan tidak mem- 
bawa senjata yang dapat membahayakan keselamatan Presi- 
den. Setelah tamu mendapat persetujuan ia akan diterima oleh 
Presiden, maka ia baru diizinkan naik lift menuju lantai empat. 

Sintong mendapat laporan dari ajudan dari Prabowo bahwa 
Prabowo langsung naik lift menuju lantai 4, tanpa seorang 
petugas pun yang mencegahnya, apalagi memintanya menye- 
rahkan senjata. Saat itulah Sintong berpikir mengenai berbagai 
kemungkinan yang akan terjadi. Sintong berpikir bahwa Pra- 
bowo yang memiliki pasukan begitu besar, tiba-tiba harus me- 
ninggalkan jabatannya dan dipindah menjadi Komandan Sesko 
ABRI di Lembang, Bandung.?” Padahal ia baru menjabat se- 
bagai Panglima Kostrad selama 63 hari. 

Menurut analisis Sintong, terdapat tiga kemungkinan, 
yaitu pertama, Prabowo akan menerima, kedua, ia akan me- 
nawar, dan ketiga, ia akan menolak perintah. Namun di ten- 
tara tidak ada istilah menawar atau menolak perintah. Yang ada 
hanya satu, yaitu melaksanakan perintah. “Siap, laksanakan!” 


220 Saat itu mungkin Prabowo belum diberitahu bahwa jabatan selanjut- 
nya adalah Dansesko ABRI. Yang pasti ada dalam benaknya adalah 
mengapa dia dicopot sebagai Pangkostrad. Dia mencoba mendapatkan 
jawaban langsung dari Habibie—bekas sekutunya yang ternyata telah 
menyingkirkannya. 
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Letjen Prabowo naik ke lantai empat dengan masih me- 
nyandang senjata lengkap. Sintong berpikir bahwa ada potensi 
bahaya di titik ini. Sangatlah janggal, kalau dalam situasi se- 
macam ini B.J. Habibie sebagai presiden berhadapan dengan 
Prabowo yang bersenjata lengkap. Maka Sintong memberi pe- 
rintah agar Prabowo jangan masuk dahulu ke kantor Ta 
sebelum ia memberi izin.?” 

Kemudian Sintong memberitahukan kepada salah seorang 
pengawal presiden yang bertugas jaga dengan pakaian preman. 
“Lihat ke sana. Kau kenal Prabowo?” tanya Sintong. 

“Siap. Saya kenal, Jenderal,” tegasnya. 

Sintong bertanya kepadanya, apakah boleh tamu meng- 
hadap Presiden dengan membawa senjata? 

Petugas berpakaian preman itu menjawab bahwa menu- 
rut peraturan tidak boleh. 

Sintong berpikir bahwa cara mengambil senjata yang di- 
kenakan Prabowo harus dilakukan dengan cara sopan dan hor- 
mat, agar martabat Prabowo tidak direndahkan. 

“Kau ambil senjata Prabowo dengan cara sopan dan hor- 

at,” perintah Sintong. 


221 Sintong teringat berita tentang tewasnya Presiden Korea Selatan 
Park Chung-hee (menjabat pada tahun 1963-1979), karena ditembak 
dari jarak dekat oleh Jendral KimJae-gyu dengan pistol Walther PPK, 
dalam satu pertemuan di Istana Kepresidenan Korsel. Kisah serupa juga 
disebut-sebut dalam buku biografi L.B. Moerdani (Julius Pour, 2007, 
Benny: Tragedi Seorang Loyalis). Dalam buku ini dikisahkan, Laksamana 
Sudomo-lah yang membisikkan cerita tersebut ke telinga Soeharto. Soe- 
harto tanggap, sehingga dia tidak membiarkan L.B. Moerdani mengang- 
gur setelah diberhentikan sebagai Pangab di tahun 1988. Jenderal L.B. 
Moerdani masih menduduki jabatan penting sebagai Menteri Pertahanan 
dan Keamanan—walau jabatan itu tidak lagi strategis karena ketiadaan 
akses ke pasukan. 
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Selain itu sebagai tindakan berjaga-jaga, Sintong juga 
telah menyiagakan anggota berpakaian preman bersenjata 
lengkap di lantai empat, untuk menurunkan Prabowo dengan 
paksa ke lantai dasar, seandainya ia menolak menyerahkan 
senjatanya. 

Petugas berpakaian preman itu kemudian menghadap 
Prabowo. Ia memberi hormat dan selanjutnya terjadi pembica- 
raan singkat. Prabowo membuka kopelrim yang tertambat pis- 
tol, magasen peluru, dan sebilah pisau rimba khas Kostrad, 
dan peralatan lain, kemudian ia menyerahkan kepada petugas 
berpakaian preman itu. Sintong yang melihat bahwa Prabowo 
tidak berkeberatan menyerahkan senjatanya, kemudian ber- 
kata di dalam hati: “Aduh terimakasih Prabowo. Begitulah se- 
harusnya tentara bersikap. Menaati peraturan.” 

Jelas Sintong Panjaitan lega karena Prabowo sama sekali 
tidak menunjukkan perlawanan. Bahwa dia ngeloyor begitu saja 
naik ke lantai empat tanpa melepaskan senjata, itu lebih karena 
pikirannya yang terlalu fokus pada kata-kata apa yang hendak 
disampaikannya kepada Presiden Habibie. Sedangkan penjaga 
di lantai satu tak sempat mengingatkannya bahwa ada prose- 
dur melepaskan senjata sebelum menghadap Presiden. 


“Wo, Kamu Pulang Saja” 

Akhirnya Prabowo diterima oleh B.J. Habibie dan berbi- 
cara empat mata. Sementara mereka bertemu, datanglah Menko 
Ekuin Ginandjar Kartasasmita sebagai tamu berikutnya. Sin- 
tong melaporkan hal ini kepada B.J. Habibie dan mengatakan 
bahwa waktu sudah habis, tetapi tampaknya Prabowo masih 
ingin memperpanjang dialog. 
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“Wo, kamu pulang saja,” kata Sintong kepada Prabowo. 

Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Prabowo untuk me- 
minta agar ia dapat berbicara dengan Panglima ABRI Jendral 
TNI Wiranto melalui telepon. Hal ini ditanggapi B.J. Habibie 
dengan meminta salah seorang ajudan untuk menghubungi 
Panglima ABRI. Namun, Sintong menganggap bahwa seorang 
letnan jendral minta kepada Presiden untuk dihubungkan de- 
ngan Panglima ABRI lewat telepon, merupakan langkah yang 
tidak etis. Hal itu juga tidak sesuai dengan tata cara militer. 

Oleh karena itu, Sintong berkata kepada ajudan tersebut, 
“Nggak usahlah itu! Panglima ABRI nggak ada di tempat!” 

Akhirnya ajudan melaporkan pada Presiden bahwa Pang- 
lima ABRI tidak dapat dihubungi. Lalu Prabowo pun pulang. 

Tidak lama kemudian Prof Soemitro Djojohadikusumo 
meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden. Pada awal- 
nya B.J. Habibie setuju untuk menerimanya. Namun, Sintong 
memberikan saran, “Jangan Pak. Nanti tidak enak kalau Ba- 
pak berhadapan muka langsung dengan Pak Mitro. Pekerjaan 
Bapak juga akan terganggu. Lebih baik Bapak berbicara saja 
dengan Pak Mitro lewat telepon.” 

Saran Sintong diterima oleh B.J. Habibie. Kemudian 
presiden berbicara lewat telepon dengan Prof Soemitro dan isi 
pembicaraan yang sudah dapat ditebak.2?? 

Sumitro Djojohadikusumo yakin bahwa Soeharto ada di 
balik keputusan memecat Prabowo sebagai Pangkostrad.??3 


222 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Pra- 
Jurit Para Komando, hlm.17-18 

223 Hendra Esmara dkk (2000), Sumitro Djojohadikusumo: Jejak Perla- 
wanan Begawan Pejuang, hlm. 429 
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Menurut Sumitro, Wiranto di sekitar 21 Mei 1998 mengeluh 
pada mantan Presiden/Pangti Soeharto mengenai pergerakan 
Prabowo. Mendengar keluhan itu, Soeharto langsung “meng- 
instruksikan” agar Prabowo segera dilepaskan dari pasukan. 

“Copot saja Prabowo dari Kostrad.” 

Wiranto bertanya, apakah Prabowo harus dilempar ke te- 
ritorial, ke Irian Jaya, atau entah ke mana? ; 

“Ndak usah, kasih saja pendidikan. Bukankah keluarga- 
nya intelektual?” sergah Soeharto—tampaknya ia hendak me- 
nyindir keluarga Sumitro. 

Begitulah. Meski sudah tidak lagi berkuasa, ternyata Soe- 
harto masih punya pengaruh besar supaya kehendaknya ter- 
laksana. 
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Bab 17 


Siapa Mengkhianati Siapa? 


Sebetulnya Sintong sangat terkejut dengan datangnya Pra- 
bowo ke istana. Karena seharusnya pada jam 15.00 WIB Pra- 
bowo harus melakukan serah terima jabatan Panglima Kostrad 
di Mabes TNI AD. Saat itu Sintong telah menghubungi KSAD 
untuk memantau perkembangan, termasuk mengetahui di 
mana posisi Prabowo. “Kalau KSAD tidak melakukan penggan- 
tian Prabowo sesuai dengan perintah, kalian jadi satu paket,” 
kata Sintong kepada KSAD.?4 

Satu paket yang dimaksudkan oleh Sintong ialah KSAD 
juga harus diganti bersamaan dengan penggantian Pangkos- 
trad. Hal itu, menurut Sintong, menyebabkan KSAD marah 
kepada Prabowo dan mencari keberadaannya. Akhirnya sore 
itu Prabowo menghadap KSAD dengan sikap hormat, tetapi 
ia tetap mengenakan senjata di pinggangnya. 


24 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 17 
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KSAD Jenderal Subagyo HS sendiri mengungkapkan,??5 
“Rencananya serah terima jabatan dilakukan pukul 15.00. 
Sampai menjelang upacara, Prabowo tidak tampak. Diperoleh 
informasi bahwa dia sedang berada di Istana Presiden. Saya 
tidak tahu apa yang ia lakukan di sana. Agak sore, akhirnya 
Prabowo datang. Dia masuk dengan berpakaian dinas, lengkap 
dengan pistolnya, dikawal anak buahnya yang menumpang 
tiga mobil Range Rover. Ketika saya sampaikan adanya perin- 
tah penggantian dirinya, Prabowo keberatan. Ia lalu meminta 
pergantian ditunda tiga bulan. Saya menelepon Panglima ABRI 
untuk menanyakan apakah bisa. Jawaban Panglima: “Pergan- 
tian itu harus dilaksanakan hari itu juga.” | 

KSAD Subagyo HS juga melakukan pendekatan personal 
agar Letjen Prabowo legowo menerima keputusan itu. “Hu- 
bungan saya dengan Prabowo amat dekat, baik secara pribadi 
maupun dalam pekerjaan,” kata Jenderal (Purn) Subagyo HS. 
Karena itu dia mengatakan, “Wo, kalau kamu nolak, berarti 
kamu ndak menghormati atasan dan seniormu.” 

Akhirnya Letjen Prabowo bersedia menerima kenyataan 
dirinya telah dicopot dari jabatan Panglima Kostrad. Dia mulai 
melunak. 

Namun Letjen Prabowo tetap menolak untuk menyerah- 
kan pataka Kostrad langsung dalam upacara serah terima de- 
ngan Mayjen Johny Lumintang di Kostrad. Dia memilih me- 
nyerahkan pataka langsung pada Jenderal Subagyo HS di 
Mabes Angkatan Darat. Pada 22 Mei 1998 pukul 19.00 Prabowo 
resmi dicopot dari jabatan Pangkostrad.?? 


225 Lihat majalah Tempo, 8 Oktober 2006 
226 Kivlan Zen (2004), Konflik dan Integrasi TNI AD, hlm. 91 
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Menetralisasi Pasukan di Lapangan 

Setelah Prabowo tunduk terhadap perintah atasan, situasi 
yang meruncing perlahan-lahan kembali normal. Konsentrasi 
pasukan diatur ulang, sehingga kesan suasana genting dapat 
berkurang. Sintong Panjaitan menuturkan keterlibatannya da- 
lam mengatur ulang pasukan di sekitar kediaman Presiden.” 

Dalam upaya mengurangi pasukan yang berjejal di luar 
kediaman presiden, Sintong menghubungi Brigjen TNI Idris 
Gassing, Wakil Komandan Jenderal Kopassus, untuk menarik 
pasukannya.” Gassing yang berasal dari Sulawesi Selatan 
cukup lama menjadi anak buah Sintong sejak ia masih ber- 
pangkat letnan dua. Ketika itu Gassing dan Gatot Purwanto 
yang keduanya berasal dari Korps Perhubungan ingin pindah 
ke Korps Infanteri, dan Sintong memberikan persetujuan. Sa- 
lah satu dasar pertimbangan, keduanya merupakan perwira 
lapangan yang baik. 

Sintong berkata, “Gassing coba perbaiki dulu posisi pasu- 
kanmu. Pasukan yang di sini tarik ke sana dan yang di sini 
tarik ke situ. Kalau perlu adakan koordinasi dengan Kodam 
Jaya agar semua dapat berjalan dengan lancar.” 

Gassing bertanya, “Tapi ini situasinya bagaimana Bang?” 

Jawab Sintong, “Komandanmu sedang sibuk menghadapi 





27 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 24-25 

28 Modus untuk menggerakkan pasukan melalui wakil komandan, semen- 
tara sang komandan pasukan itu sendiri diperkirakan tidak bisa dipercaya, 
juga pernah dilakukan Soeharto ketika ia menetralisasi batalyon Kostrad 
yang bersiap di Jalan Merdeka pada saat Letkol Untung melancarkan Ge- 
rakan 30 September. Komandan batalyon Kostrad itu kemudian dinyata- 
kan terlibat G 30 S/PKI. 
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penggantian jabatan. Tarik pasukanmu malam ini juga. Kalau 
terjadi apa-apa, nanti kau yang disalahkan.” 

Jawab Gassing, “Baiklah Bang, akan saya laksanakan.” 

Selanjutnya Gassing berkoordinasi dengan Pangdam Jaya 
Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Akhirnya sebagian anggota 
Kopassus ditarik kembali ke pos masing-masing. Sebagian di- 
kembalikan ke Serang Jawa Barat, dan sebagian lainnya ditarik 
kembali ke Kartosuro Jawa Tengah. 

Sekitar pukul 22.00 Presiden Habibie mendapat laporan 
dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden bahwa kea- 
daan sudah kembali tenang dan terkendali. Keluarga Presiden 
Habibie diperkenankan kembali ke Kuningan, walau tetap de- 
ngan pengamanan ketat. 


Siapa “Mengkhianati” Soeharto? 

Nasib Soeharto telah jelas setelah pecah kerusuhan massal 
13-15 Mei 1998. Mempercepat kepulangannya dari Kairo tidak 
banyak bermanfaat. Yang bisa dilakukannya hanya mengulur 
waktu sembari memastikan bahwa dia tidak diadili setelah 
suksesi bergulir. Soeharto memerlukan sosok seperti Wiranto 
yang kesetiaannya tanpa reserve, dan tindakannya bisa dipre- 
diksi (predictable). 

Dalam proses mengulur waktu itu, Presiden Soeharto dan 
anak-anaknya merasa dikhianati oleh setidaknya empat pihak, 
yaitu Habibie, Harmoko, Ginandjar Kartasasmita, dan Prabo- 
wo. B.J. Habibie dianggap “berkhianat” karena menunjukkan 
tanda-tanda ingin mengambil alih jabatan sebagai presiden. 
Juga, karena Habibie membuka jalur komunikasi dengan pihak- 
pihak lain tanpa sepengetahuan Soeharto, 
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Lagipula, Habibie tidak berada di Cendana pada detik-detik 
yang menentukan. Padahal, para prajurit lama seperti Moer- 
diono, Try Sutrisno dan Sudharmono pun masih terus ber- 
komunikasi dengan Soeharto untuk mencari jalan keluar ter- 
baik dari situasi yang genting. Ini membuat beberapa kali Soe- 
harto mengeluarkan sindiran dengan istilah “tinggal glanggang 
colong playu”2 na 

Posisi Harmoko cukup jelas. Pernyataan sikapnya di hari 
Senin 18 Mei 1998 membuat masyarakat awam merasa bahwa 
mundurnya Soeharto adalah solusi yang,realistis. Setelah per- 
nyataan itu, bola salju aspirasi yang meminta pengunduran 
diri Soeharto langsung datang dari mana-mana. Harmoko me- 
mang tidak memiliki kekuatan riil politik untuk mengonsolidasi 
dukungan meminta Soeharto mundur. Namun pernyataan 
politiknya telah membuat kerusakan yang tak mungkin diper- 
baiki. 

Ginandjar Kartasasmita cs dianggap “berkhianat” karena 
mengundurkan diri secara serentak. Mereka juga menolak du- 
duk dalam kabinet baru yang akan dibentuk Soeharto. Posisi 
Soeharto setelah ditinggalkan Ginandjar cs mirip dengan Soe- 
karno setelah 15 menterinya diamankan, pertengahan Maret 
1966. Bedanya, menteri-menteri Soekarno yang diamankan 
itu direnggut paksa oleh Angkatan Darat—tetapi kesetiaannya 


29 “Tinggal glanggang colong playu” (istilah bahasa Jawa) yang berarti 
meninggalkan medan perang secara pengecut pada saat situasi sudah 
tidak menguntungkan. Istilah ini beberapa kali diungkapkan Soeharto. 
Maknanya bisa ganda. Pertama, dia menolak untuk menjadi pengecut 
dan secara ksatria ingin menyelesaikan masalah yang membelit bangsa 
dan negara. Kedua, dia menolak menyerahkan kekuasaan. Selain itu, 
istilah ini mungkin juga dimaksudkan untuk menyindir para pengikutnya 
yang mulai menarik dukungan baginya. 
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masih tetap pada Soekarno. Sedangkan empat belas menteri 
Soeharto yang mengundurkan diri itu memang sudah dapat 
dikategorikan tidak loyal lagi pada Soeharto. Padahal, mereka 
semua adalah “anak didik” atau kader-kader Soeharto, yang 
kemudian meninggalkan seniornya yang sudah tidak populer 
lagi di mata masyarakat. 

Sosok terakhir yang dianggap berkhianat adalah Prabowo. 
Tindakan Prabowo bertemu dengan Amien Rais, Adnan Bu- 
yung Nasution, Gus Dur, dll. memang tidak disukai. Bukan 
hanya Soeharto yang tidak suka, tapi juga Wiranto. Menurut 
Wiranto, seharusnya Prabowo memusatkan perhatiannya 
pada tugas sebagai Panglima Kostrad. Bukan mengadakan per- 
temuan-pertemuan dengan para tokoh politik (termasuk Habi- 
bie). Itu sama saja dengan menggalang kekuatan anti-Soe- 
harto. 

“Dosa” Prabowo yang lain adalah karena gagal mengaman- 
kan gedung DPR/MPR dari demonstran mahasiswa. Akibat- 
nya, mahasiswa mampu memberi tekanan pada pimpinan 
DPR/MPR untuk mengeluarkan pernyataan politik meminta 
pengunduran diri Soeharto. Ancaman yang semula nampak- 
nya bersifat potensial, Jalu berubah menjadi ancaman riil. 

Bagi Soeharto, sosok-sosok yang masih loyal kepada diri- 
nya sampai detik terakhir adalah Wiranto, Saadilah Mursyid, 
serta old crack seperti Sudharmono dan Moerdiono.?3? 


230 |oyalitas Moerdiono masih nampak ketika mantan Presiden Soeharto 
menderita sakit keras, hingga meninggal dunia, Januari 2008. Ia nampak 
mewakili keluarga Cendana menemui para tamu. Sedangkan mantan 
pejabat tinggi Orde Baru yang tidak diperkenankan bertemu Soeharto 
antara lain Harmoko dan Habibie. 
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Siapa “Mengkhianati” Habibie? 

Habibie pernah merasa dikhianati oleh Soeharto, ketika 
penguasa Orde Baru itu berpidato yang intinya meragukan 
kemampuan B.J. Habibie. Menurut Soeharto, pengunduran 
dirinya bukanlah solusi yang serta-merta membuat segala per- 
soalan selesai. Justru persoalan akan makin runyam kalau 
penggantinya ternyata tidak kapabel. 

Padahal, B.J. Habibie adalah orang kepercayaan Soeharto 
sejak lama. Tidak mungkin Habibie menduduki jabatan Wakil 
Presiden menggantikan Jenderal Try Sutrisno, kalau tidak di- 
percaya oleh Soeharto. Tapi, karena perkembangan situasi yang 
demikian cepat, kepercayaan Soeharto kepada Habibie mulai 
terkikis. Habibie dianggap mempunyai agenda tersendiri untuk 
mempercepat pengunduran diri Soeharto. 

Sejak lengser sampai meninggal, Soeharto menolak me- 
nemui Habibie. Bahkan ia tidak mau berbicara lewat telepon 
dengan bekas anak didiknya. Berkali-kali Habibie beriktikad 
untuk menemui mantan guru politiknya itu. Tetapi Soeharto 
tetap tidak berkenan kepadanya. Jelas, Soeharto merasa diri- 
nya telah dikhianati oleh murid politiknya, seperti halnya sang 
murid yang dikecewakan oleh gurunya. 

Apakah Habibie merasa dikhianati oleh Prabowo? Tidak 
jelas benar. Menurut Prabowo, menjelang pengunduran diri 
Soeharto, hubungan antara dirinya dan Habibie baik-baik saja. 
Mereka sempat bicara soal kemungkinan Habibie menjadi Pre- 
siden dan Prabowo memimpin ABRI. Prabowo sempat meng- 
ungkapkan janji lisan Habibie untuk menjadikan Prabowo 
Pangab, seandainya Habibie menjadi presiden. 
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Apakah Prabowo dianggap berkhianat karena menggerak- 
kan pasukan tanpa sepengetahuan Pangab? Ataukah Habibie 
hanya mencari-cari alasan untuk tidak melunasi utang janji 
lisannya kepada Prabowo—karena ternyata lebih aman bagi- 
nya untuk menggandeng Wiranto? Atau, apakah Habibie me- 
rasa tidak bisa menolak permintaan Soeharto untuk “mem- 
buang” Prabowo dari Kostrad—sehingga ia mencari pembe- 
naran bagi keputusannya memecat Prabowo? 


Siapa “Mengkhianati” Wiranto? 

Bagi Wiranto, sangat jelas bahwa Prabowo adalah orang 
yang berpotensi mengganjal dirinya. Wiranto merasa dikhia- 
nati ketika tanggal 16 Mei 1998 Prabowo melaporkan dokumen 
pernyataan pers ABRI mengenai dukungan agar Soeharto 
mundur. Padahal, Wiranto mengaku belum membaca apalagi 
menyetujui pernyataan itu. 

Jelas, Prabowo-lah yang melaporkan kepada Soeharto. 

Perilaku lapor-melaporkan ini sudah beberapa kali terjadi. 
Menurut Sintong Panjaitan, dirinya juga merasa “dilaporkan” 
oleh kelompok Prabowo menyangkut peristiwa Santa Cruz, 
Dili, 12 November 1991. Sintong harus membayarnya dengan 
merelakan jabatannya diakhiri—bahkan karir militernya disu- 
dahi. | 

Sebelum 16 Mei 1998, Prabowo sudah bersitegang dengan 
Wiranto. Kepergian jenderal-jenderal pimpinan teras AD ke 
Malang tanggal 14 Mei 1998 menjadi pangkal kegusaran Pra- 
bowo. Ia merasa tidak masuk di akal, mengapa pada hari yang 
genting itu, Jakarta justru dibiarkan kosong. Padahal Presiden 
Soeharto sedang tidak berada di tempat. 
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Persitegangan itu juga dirasakan oleh kubu Wiranto. Sang 
jenderal merasa dirinya dimusuhi oleh Prabowo hanya karena 
tidak mau kumpul-kumpul di rumah Prabowo— seperti yang 
dilakukan jenderal-jenderal lain, bahkan yang lebih senior 
dibandingkan Prabowo. Wiranto juga merasa tidak pada tem- 
patnya Prabowo mendesakkan keinginan kepada atasannya. 

Merasa dikhianati, Wiranto balas melakukan tindakan se- 
rupa. Kepada Soeharto, ia melaporkan gerak-gerik Prabowo di 
luar. Bahwa Prabowo menghubungi tokoh-tokoh oposan tanpa 
lebih dulu minta izin kepada dirinya selaku Panglima ABRI. 
Kepada Habibie, Wiranto melaporkan Prabowo menggerakkan 
pasukan Kostrad di luar sepengetahuannya sebagai Pangab. 


Siapa “Mengkhianati” Prabowo? 

Prabowo adalah salah satu pihak yang paling mobile da- 
lam episode kerusuhan 13-15 Mei 1998 hingga pengunduran 
diri Soeharto 21 Mei 1998. Namun justru karena mobilitasnya 
tersebut, ia menjadi sasaran yang mudah ditembak. Justru 
karena posisinya yang ada di mana-mana, menjadi sulit bagi 
seseorang untuk menilai Prabowo. Apakah ia lawan ataukah 
kawan? 

Sudah lama ia dekat dengan Habibie. Begitu dekatnya, 
hingga seolah-olah posisi Pangab sudah ada di genggamannya 
begitu Habibie dilantik menjadi presiden. Namun ternyata Ha- 
bibie “ingkar janji”. Mungkin tidak terbayangkan oleh Habibie, 
bahwa tekanan yang diterimanya setelah menjadi presiden ter- 
nyata jauh lebih kompleks daripada ketika ia masih menjabat 
Wapres. Bisa dimaklumi kalau Prabowo lalu merasa Habibie 
“mengkhianati” dirinya. 
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Juga, bisa dipahami jika Prabowo merasa “dikhianati” 
oleh kerabatnya sendiri di Jalan Cendana. Ia merasa telah ber- 
usaha maksimal mencegah pertumpahan darah. Ia merasa 
telah memberikan yang terbaik bagi Soeharto. Sejak kontro- 
versi “Kudeta L.B. Moerdani 1983”, dia bertindak antisipatif 
untuk melindungi kekuasaan Soeharto. Tapi ia justru dicurigai 
berada di pihak lawan. 

Prabowo tidak merasa dikhianati Wiranto, sebab Fin antara 
mereka memang terdapat rivalitas. Dijatuhkan oleh lawan ti- 
daklah terlalu menyakitkan. Namun, dijatuhkan justru oleh 
orang yang dibela, itulah yang paling terasa sakit. Pukulan 
paling telak bagi Prabowo adalah ketika mertuanya sendiri 
yang membuat karir militernya tamat. 
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Bagian III 


Intrik Para Jenderal, 
1965-1993 


Bab 18 


Jenderal-Jenderal Politik 
di Sekeliling Istana 


Dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia, berkali-kali 
terjadi rivalitas di antara pimpinan-pimpinan teras (terutama 
TNI Angkatan Darat). Misalnya Jenderal Yani yang bersaing 
dengan Jenderal Nasution untuk memegang tongkat komando 
Angkatan Darat. Karena lebih bisa mentolerir perilaku Soekar- 
no,? Yani-lah yang mendapatkannya. 

Tahun 1952 terjadi konflik yang lebih tajam, ketika per- 
wira-perwira AD memprotes pengangkatan perwira yang tidak 
mereka sukai menjadi KSAD. Tapi sumbu konflik diarahkan 
pada politisi sipil. Para perwira tinggi AD menganggap bahwa 
pengangkatan perwira yang tidak didukung massa prajurit 


231 Dibandingkan Nasution, Letjen Yani lebih bisa memahami Presiden 
Soekarno sebagai sama-sama orang Jawa. Tapi ini bukan berarti Yani tun- 
duk begitu saja. Ia tetap bisa memertahankan pendapatnya—misalnya 
mengenai penolakan AD yang konsisten terhadap gagasan PKI memper- 
senjatai buruh dan tani. Juga ketika Yani menolak Nasakomisasi di tubuh 
Angkatan Darat. 
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merupakan buah intervensi politisi sipil ke tubuh militer. Itulah 
sebabnya, mereka meminta Presiden Soekarno membubarkan 
parlemen, dengan mengarahkan moncong meriam langsung 
ke Istana.23? 


Jenderal-Jenderal Orde Baru 

Rezim Soekarno adalah pemerintahansipil, di mana militer 
tidak begitu “dikaryakan” sebagaimana yang terjadi pada era 
Soeharto. Memang, banyak jenderal yang didudukkan dalam 
posisi menteri. Tapi itu lebih sebagai upaya Soekarno merang- 
kul simpati dan mengais dukungan dari kalangan tentara.?3 

Awal pemerintahan Orde Baru ditandai kekompakan yang 
tinggi di dalam tubuh militer, khususnya Angkatan Darat. Fo- 
kus perjuangan mereka adalah membersihkan institusi AD dari 
pengaruh kiri. Satu-satunya masalah adalah ketika Soeharto 
merasa Jenderal A.H. Nasution berpotensi menjadi kekuatan 
yang menandingi dirinya. Dengan halus, ia mencopot kedu- 
dukan Jenderal Nasution sebagai Ketua MPRS.?34 


232 Salah satu pelakunya adalah Kemal Idris, seorang perwira kontroversial 
yang tidak disukai rezim mana pun: Orde Lama maupun Orde Baru. Dika- 
barkan, Kemal Idris jugalah yang merekayasa “pasukan liar” (sebenarnya 
mereka Kostrad) untuk mengganggu Sidang Kabinet 11 Maret 1966. 
Provokasi “pasukan liar” ini membuat Presiden Soekarno meninggalkan 
sidang dan terbang ke Bogor. 

233 Dukungan kuat terhadap Soekarno terutama muncul dari Angkatan 
Udara. Sementara AD tetap memelihara independensinya. Terutama 
setelah Soekarno mulai menganakemaskan PKI dan menunjukkan sinyal 
persetujuan terhadap Nasakomisasi dan pembentukan Angkatan Kelima. 
Eksistensi AD terancam jika Angkatan Kelima benar-benar direalisasi. 

234 Insting politik Soeharto terbukti ketika pada tahun 1980 Jenderal 
Nasution bersama beberapa purnawirawan perwira tinggi yang lain dan 
sejumlah politisi sipil, menandatangani Petisi 50. 
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Pada tahun 1970-an, rivalitas terjadi antara Sumitro dan 
Ali Moertopo.?23s Muncul informasi bahwa Jenderal Sumitro 
mencoba meningkatkan popularitas dirinya di kalangan ma- 
syarakat, khususnya di kampus. Terjadilah berbagai macam 
intrik dan rekayasa intelijen yang bermuara pada Peristiwa 
Malari 1974. Pasca Malari, Jenderal Sumitro tersingkir. Kendali 
kembali ke tangan Ali Moertopo. Dia memanggil anakbuahnya 
yang sedang bertugas sebagai diplomat di Korea, yaitu Brigjen 
L.B. Moerdani. Imperium intelijen Ali Moertopo dan Yoga 
Soegama, kelak diwariskan kepada Benny Moerdani yang 
mampu memainkannya seperti halnya para seniornya. 

Tahun 1980-an, Jenderal Moerdani juga terlibat rivalitas 
dengan Jenderal M. Jusuf. Tapi, rivalitas ini lebih mengarah 
pada perebutan pengaruh di kalangan Angkatan Darat. Jende- 
ral Moerdani berusaha mengeliminasi pengaruh Jenderal Jusuf 
di tubuh tentara. Sebaliknya, perwira-perwira yang lebih con- 
dong kepada M. Jusuf memberikan perlawanan. Merekalah 
yang kemudian menjadi embrio “ABRI Hijau” pada tahun 
1990-an. 

Rivalitas Prabowo dan Wiranto adalah yang paling me- 
narik perhatian. Wiranto mengaku “ABRI Merah Putih”. Ini 
berarti dia berkata bahwa dia bukan kelompok Prabowo dan 
Hartono. Tapi kelompok Prabowo jalan terus. Mereka bersiap 


235 Jenderal Sumitro adalah perwira dengan kekuasaan tertinggi saat itu. 
Ia menjabat Pangkopkamtib merangkap Wakil Panglima ABRI. Panglima 
ABRI yang saat itu dijabat Jenderal M. Panggabean hanya bertugas 
sebagai pembina pasukan. Sedangkan Pangkopkamtib memegang 
kendali operasi. Di sisi lain, ada lembaga Staf Pribadi (SPRI) yang lebih 
powerful karena akses langsungnya kepada Presiden Soeharto. Selain 
Sudjono Humardani, Ali Moertopo adalah SPRI yang paling berpengaruh. 
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mengambil alih tongkat komando, begitu Wiranto menyelesai- 
kan tugasnya. 

Namun suksesi 1998 memenggal harapan kelompok 
Prabowo. Tanggal 16 Mei 1998, Wiranto merasa dikhianati 
ketika Prabowo melaporkan kepada Soeharto perihal dukung- 
an ABRI kepada pernyataan Pengurus Besar Nahdatul Ulama. 
Wiranto merasa dirinya dilaporkan macam-macam. Intinya, 
Wiranto dilaporkan berkhianat kepada Presiden karena me- 
minta Presiden Soeharto mundur. 

Tapi kemudian Wiranto bisa meyakinkan Soeharto bahwa 
Prabowo-lah yang sesungguhnya berkhianat. Prabowo dila- 
porkan menjalin hubungan intens dengan Gus Dur, Nasution, 
dan berbagai kelompok lain yang kurang begitu menyukai 
Soeharto. Prabowo dilaporkan sering bertemu Habibie. Meng- 
ingat Habibie adalah calon pengganti Soeharto, maka laporan 
seperti ini bisa membuat Soeharto mengira Prabowo sedang 
mempercepat kejatuhan dirinya. 

Ketika Soeharto benar-benar mundur, nampaknya Wi- 
ranto tidak mau memberi kesempatan sedikit pun kepada ke- 
lompok Prabowo. Laporan tentang gerakan pasukan Kostrad 
yang tidak diketahui Pangab, rupanya berhasil memaksa Habi- 
bie mencopot Prabowo. Menjadi kejutan besar (dan kontrover- 
sial) karena pencopotan Prabowo harus dilakukan hari itu ju- 
ga, Jumat 22 Mei 1998, sebelum matahari tenggelam. 


Persaingan Internal dalam Gelombang 
Perubahan 

Bulan Mei 1998 adalah salah satu periode yang paling di- 
namis bagi ABRI. Perubahan kekuasaan terjadi begitu cepat. 
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ABRI harus mampu mengantisipasi perubahan itu. Padahal, 
ABRI sedang mendapat sorotan tajam dari masyarakat akibat 
kegagalan mengantisipasi kerusuhan massal. 

ABRI sendiri terpecah ke dalam. Ada faksi-faksi yang sa- 
ling berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan strategis. 
Mei 1998, ada tiga kelompok yang paling menonjol. Selain ke- 
lompok Prabowo dan Wiranto, ada kelompok ketiga yang.lebih 
sabar, fleksibel, wait and see, dan cenderung berhati-hati me- 
nampakkan posisi politiknya. Kelompok yang netral ini di ke- 
mudian hari terbukti berhasil menjaga eksistensinya dalam 
elit politik, terutama setelah mereka melepaskan seragam TNI 
dan menjadi politisi sipil. Susilo Bambang Yudhoyono adalah 
contoh yang paling fenomenal. 

Sikap Prabowo yang blak-blakan tidak disenangi beberapa 
perwira tinggi ABRI. Bagi perwira yang konservatif, dia diang- 
gap terlalu progresif. Apalagi, ia disinyalir sering melakukan 
intervensi untuk memengaruhi penentuan siapa memegang 
pos apa dalam tubuh ABRI. Ini disebabkan karena ia dekat 
dengan Presiden Soeharto, sang mertua. 

Sintong Panjaitan menyayangkan adanya adanya budaya 
ewuh pakewuh, sehingga tidak ada seorang pun yang menegur 
tindakan-tindakan Prabowo pada masa itu. Menurut catatan 
Sintong, begitu powerful-nya, Prabowo dapat menggagalkan 
keputusan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi 
(Wanjakti). Sempat tercatat Wanjakti memutuskan Mayjen 
TNI SN Suwisma diangkat sebagai Komandan Jenderal Ko- 
passus, tetapi Prabowo memberikan masukan kepada Soeharto 
bahwa SN Suwisma tidak tepat untuk menduduki jabatan itu, 
karena ia beragama Hindu yang tidak sesuai dengan agama 
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yang dipeluk sebagian besar anggota Kopassus. Akhirnya 
pengangkatan Mayjen TNI Suwisma dibatalkan, kemudian 
diganti oleh Mayjen TNI Muchdi PR.?37 

Sikap Prabowo yang terlalu over-confidence antara lain 
ditunjukkan dengan keberaniannya mempertanyakan kepu- 
tusan atasan. Memang, ia memerlukan penjelasan yang masuk 
akal. Ini sesuai dengan tradisi keprajuritan di negara-negara 
Barat—tempat Prabowo dibesarkan. Namun dalam tradisi di 
Indonesia yang didominasi budaya Jawa, mempertanyakan 
perintah atasan dapat ditafsirkan sebagai pembangkangan. 
Apalagi, Prabowo juga dianggap menilai secara terbuka kinerja 
atau kebijakan atasannya. Menurut Sintong, sebenarnya Pra- 
bowo selaku Panglima Kostrad tidak boleh menilai secara ter- 
buka terhadap Wiranto, Panglima ABRI, yang menjadi atas- 
annya.?38 

Nuansa persaingan internal di dalam ABRI tahun 1998 
memang cukup terasa. Baik Prabowo maupun Wiranto meno- 
lak adanya rivalitas. Namun kenyataannya, aroma persaingan 
di antara mereka sulit diabaikan begitu saja. Perebutan jabatan 


233 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 28-29 

237 Sebelumnya pernah terjadi seorang Asisten 3/Personil, berkata dalam 
suatu rapat Wanjakti, “Yang ini, Kolonel Prabowo tidak setuju.” Akhirnya 
memang Presiden Soeharto yang menentukan perwira tinggi mana yang 
menduduki pos apa. Ini pun terjadi pada saat Jenderal M. Jusuf menjadi 
Menhankam/Pangab. Saat itu M. Jusuf menghendaki Letjen Himawan 
Sutanto menjadi KSAD, tetapi ternyata Presiden Soeharto lebih memilih 
Rudini. Saat itu, diyakini bahwa saran-saran Letjen L.B. Moerdani lebih 
dipercayai daripada siapa pun. Namun, cukup menggelikan kalau memang 
seorang perwira menengah mampu menganulir keputusan Wanjakti. 

238 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando , hlm. 28 
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Panglima ABRI pada 22 Mei 1998 menunjukkan betapa kental- 
nya persaingan itu. Jenderal Wiranto pun sampai-sampai me- 
nolak ketika ditunjuk oleh Presiden B.J. Habibie untuk jadi 
Menhankam—jabatan yang lebih senior dibandingkan Pangab. 
Tapi sulit juga diingkari kalau posisi Pangab di tahun 1998 
sangatlah krusial. Selain harus mengawal transisi kepemim- 
pinan—yang belum pernah terjadi lagi sejak 32 tahun sebelum- 
nya—ABRI juga sedang berada dalam masa transformasinya 
sendiri. Militer di era kediktatoran tentara tentu sangat berbeda 
dibandingkan militer di era demokrasi. Jadi, Pangab tahun 
1998 memang berada dalam posisi sebagai “sang pembuat 
sejarah”. | 
Jenderal Wiranto telah melakukannya dengan baik. Terle- 
pas dari cara yang ditempuh untuk memertahankan jabatan 
Panglima ABRI, dia toh berhasil mengawal transisi demokrasi 
di bawah Presiden B.J. Habibie. Memang bukan tanpa cacat, 
karena Kerusuhan Mei dan Tragedi Semanggi telah menjatuh- 
kan korban-korban sebagai “tumbal demokrasi”. Sangat di- 
sayangkan, perubahan itu tetap harus makan korban. 
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Bab 19 


Kudeta dan Kontra Kudeta 
dalam Sejarah Militer Indonesia 


Dibandingkan dengan militer negara tetangga Thailand, 
militer Indonesia tidak memiliki tradisi kudeta. Perebutan ke- 
kuasaan di Indonesia kurun waktu 1965-1967 memang diwar- 
nai “pembangkangan” Angkatan Darat atas Presiden Soekar- 
no,?39 namun toh apa yang dilakukan Jenderal Soeharto belum 
dapat dikategorikan sebagai kudeta. Beberapa pengamat yang 





239 Sekurangnya, dua kali Soeharto melakukan insubordinasi terhadap 
Presiden Soekarno. Pertama, saat ia mengambil alih pimpinan Angkatan 
Darat beberapa saat setelah penculikan para jenderal. Presiden Soekarno 
semula menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai Men/Pangad 
menggantikan Letjen A. Yani yang diculik kelompok pemberontak. Tapi 
Mayjen Soeharto mengancam secara halus dengan mengatakan tidak 
bertanggung jawab terhadap masalah keamanan dan ketertiban, se- 
andainya Presiden Soekarno tidak memberinya mandat pemulihan kam- 
tibmas. Menurut Mayjen Soeharto, penunjukan dirinya mengambil alih 
pimpinan AD diperlukan untuk menghindari “dualisme kepemimpinan”. 
Kedua,saat Letjen Soeharto menggunakan Surat Perintah 11 Maret 
1966 untuk membubarkan PKI dan menahan menteri-menteri yang di- 
curigai terlibat G 30 S/PKI. Soeharto tahu persis, langkah-langkah yang 
diambilnya tidak disukai Soekarno. Namun toh ia melakukannya juga. 
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paling kritis sekalipun, hanya memilih istilah yang lebih lunak, 
yaitu “kudeta merangkak” (creeping coup detat).“ 

Peristiwa G 30 S/PKI adalah yang paling dramatis dalam 
sejarah Indonesia merdeka. Sekelompok perwira AD yang ber- 
kolaborasi dengan beberapa aktor politik sipil, bertekad me- 
lakukan kontra-kudeta terhadap apa yang dicurigai sebagai 
“Dewan Jenderal”. Menurut isu yang berkembang saat itu, 
Dewan Jenderal bermaksud memberontak terhadap kekuasaan 
Presiden Soekarno. Karena itu, Letkol Untung cs melakukan 
manuver kontra-kudeta dengan lebih dulu melancarkan se- 
rangan (pre-emptive strike)“ | 

Tapi dari perspektif Angkatan Darat, justru G 30 S/PKI- 
lah yang melakukan kudeta. Karena itu, Mayjen Soeharto meng- 
galang kekuatan yang ada di tubuh AD saat itu, untuk menum- 
pas gerombolan G 30 S/PKI. Langkah selanjutnya, Soeharto 
mengoordinasi kekuatan antikomunis nasional untuk mem- 
basmi PKI sampai ke akar-akarnya. Kemudian, pembersihan 
juga dilakukan untuk menyingkirkan mereka yang loyal terha- 
dap Bung Karno. Semua itu dilakukan dengan sabar, setapak 





280 Kudeta biasanya terjadi melalui serangan mendadak untuk melum- 
puhkan pemerintahan. Prosesnya hanya beberapa jam saja. Nasib 
penguasa yang dikudeta kadang-kadang langsung ditentukan saat itu 
juga—seperti perebutan kekuasaan oleh Jenderal Augusto Pinochet 
terhadap Presiden Allende di Chili. 

241 Sempat dikabarkan bahwa Presiden Soekarno mengetahui rencana 
penculikan para jenderal itu dan membiarkannya. Ketika mengetahui 
Nasution lolos dari sergapan penculik, Presiden Soekarno langsung 
memerintahkan menghentikan gerakan. Tapi sulit diterima akal sehat 
kalau Presiden memerintahkan pembunuhan secara keji terhadap para 
jenderal. Yang diketahui Presiden Soekarno, hari itu tanggal 1 Oktober 
1965 ia dijadwalkan akan menerima Letjen Achmad Yani selaku Men/ 
Pangad. 
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demi setapak, hingga akhirnya pada tahun 1967 Soeharto 
mengambil alih kekuasaan dari Soekarno.?? Itulah sebabnya, 
proses transisi kekuasaan itu diistilahkan sebagai creeping coup 
detat. 


Kekecewaan yang Berujung Pemberontakan 

Tradisi kudeta tidak ada di Indonesia. Yang sering terjadi : 
adalah pembangkangan para perwira militer, baik secara te- 
rang-terangan maupun diam-diam, terhadap kekuasaan poli- 
tik pemerintahan. Gerakan pembangkangan itu ada yang ke- 
mudian diberi label sebagai “pemberontakan” (seperti PKI Ma- 
diun, PRRI, Permesta, Kahar Muzakar, dan Kartosuwiryo). 
Tetapi ada juga yang hanya dicatat sejarah sebagai sebuah 
insiden—seperti Peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa 3 Juli 
1946. 

Pada dekade 60-an, sejumlah perwira muda dari jajaran 
Angkatan Laut juga pernah memprotes para perwira tinggi 
yang dinilai hidup hedonis, berfoya-foya dan tidak memerhati- 
kan kesejahteraan bawahan. Isu ini juga menghiasi Gerakan 
30 September 1965, di mana dalam agitasi disebutkan bahwa 
jenderal-jenderal yang akan diculik merupakan “kapbir” (kapi- 
talis birokrat) yang dituduh hidup bermewah-mewahan di atas 
penderitaan para prajurit dan rakyat kecil. 

Kebanyakan pemberontakan dilatarbelakangi ketidak- 
puasan para prajurit akan masa depan yang suram. Pembe- 
rontakan PKI Madiun didahului kebijakan kabinet Hatta untuk 
2422 Munculnya wacana bahwa Soekarno terlibat G 30 S/PKI dan berita 
tentang rencana diseretnya Presiden ke pengadilan, dapat dimaknai se- 


bagai “ancaman” agar Soekarno menyerahkan kekuasaan eksekutif pada 
Jenderal Soeharto. Hingga meninggal, Soekarno tak pernah diadili. 
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melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi tentara. Ini berarti, 
laskar-laskar rakyat (termasuk Pesindo yang berafiliasi ke ke- 
lompok kiri) akan kehilangan posisi dalam struktur angkatan 
bersenjata yang formal. Merasa turut berjuang melawan pen- 
jajah, tentu saja mereka tidak terima digusur begitu saja. Keti- 
dakpuasan seperti itu sangat mudah dipolitisasi dan dijerumus- 
kan menjadi pemberontakan. 

Pemberontakan Kahar Muzakar juga dilatarbelakangi ke- 
tidakpuasan serupa. Kahar adalah pemimpin laskar yang kha- 
rismatik dan memiliki banyak anak buah. Tapi ia tidak sempat 
mengenyam pendidikan militer formal. Ketika kepemimpinan- 
nya harus diserahkan kepada perwira yang dianggap lebih pro- 
fesional, tentu saja terjadi resistensi. Gagal menemukan kom- 
promi, Kahar Muzakar dan anak buahnya memanggul senjata 
masuk ke hutan dan menyatakan memberontak. 

Pemberontakan Kahar Muzakar dan anakbuahnya mun- 
cul sebagai sesuatu yang tipikal. Biasanya, gejolak itu muncul 
sebagai respon atas pergantian kepemimpinan elit militer dari 
figur populer kepada figur yang kurang disukai para prajurit, 
atau dilatarbelakangi masalah kesejahteraan. Ketidakpastian 
masa depan karena jenjang karier cemerlang hanya tersedia 
bagi mereka yang beruntung mengenyam pendidikan setara 
akademi militer, turut melatarbelakangi motif pemberontakan 
para pemimpin laskar. Biasanya, mereka tidak berpendidikan, 
tetapi kharismatik dan memiliki anak buah yang loyal. 

Yang perlu dicatat, mereka tidak berinisiatif merebut ke- 
kuasaan dengan cara kudeta militer. Mereka “hanya” menya- 
takan ketidaktaatan karena telah kecewa. Bahkan sejumlah 
pemberontakan daerah—dari RMS, PRRI, Permesta, Kartosu- 
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wiryo, Kahar Muzakar, dll—tidak berniat merebut kekuasaan 
dari pemerintah pusat. Mereka tidak menduduki istana, tidak 
mengancam kedudukan Presiden Soekarno. Mereka hanya ber- 
kata, “Kami akan menentukan nasib sendiri, karena aspirasi 
kami tidak terakomodasi pemerintah pusat”. 

Dengan kata lain, mereka tidak merebut kekuasaan—me- 
lainkan menyempal dari naungan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Mereka tidak menguasai Istana, tetapi menguasai 
wilayahnya sendiri dan menolak campur tangan pemerintah 
pusat. Mereka tidak melakukan kudeta, melainkan membuat 
kelompok sempalan. 


Kontra-Kudeta 

Dalam sejarah militer modern Indonesia, kudeta lebih ber- 
makna sebagai “ancaman potensial” dan bukan sesuatu yang 
riil. Seperti yang diungkapkan dalam buku Jenderal M. Jusuf: 
Panglima Para Prajurit, kata “kudeta' dimunculkan sebagai 
titik kemungkinan ekstrem dari sekelompok perwira muda 
yang tidak puas. Mungkinkah mereka benar-benar melakukan 
kudeta? Sangat kecil peluangnya. Jadi, kata “kudeta” adalah 
sesuatu yang tidak konkret, hanya merupakan bayangan se- 
mu, yang kadang-kadang digunakan untuk mendramatisasi 
permasalahan. | 

Dari buku Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit 
Para Komando, dituturkan kisah tentang sekelompok perwira 
muda pernah menyusun rencana kontra-kudeta. Sintong me- 
nyimpulkan bahwa counter coup d' etat yang dilakukan oleh 
Prabowo dalam Peristiwa Maret 1983 di Kopassandha, meru- 
pakan suatu rekayasa yang mirip dengan rekayasa counter 
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coup yang dilakukan oleh Letkol Untung, Komandan Batalyon 
1/Kawal Kehormatan Resimen Tjakrabhirawa selaku pelak- 
sana gerakan militer G30S/PKI pada tahun 1965. 

Jika dalam pemberontakan komunis pada tahun 1965, G 
30 S/PKI merencanakan untuk menyelamatkan Presiden Soe- 
karno ke Pangkalan Angkatan Udara (PAU) Halim Perdana- 
kusuma, maka dalam Peristiwa Mei 1983 di Kopassandha, Pre- 
siden Soeharto akan diselamatkan ke Cijantung. Namun, pada 
kenyataannya baik Angkatan Darat dalam tahun 1965 mau- 
pun L.B. Moerdani dalam tahun 1983 tidak terbukti akan me- 
lakukan kudeta terhadap Soeharto. i 

Dalam pemberontakan Komunis itu, Letkol Untung se- 
orang yang berpengaruh di Resimen Tjakrabhirawa, menuduh 
Dewan Jendral akan melakukan coup terhadap Presiden Soe- 
karno. Hal itulah yang digunakan sebagai dalih oleh Letkol 
Untung untuk menculik para perwira tinggi Angkatan Darat 
yang menjadi penghalang kegiatan PKI. Padahal Dewan Jen- 
deral, merupakan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi 
(Wanjakti) yang dalam pembicaraan sehari-hari secara salah 
kaprah disebut Dewan Jenderal. Dewan ini bertugas mena- 
ngani kenaikan pangkat para perwira tinggi.?43 

Baik dalam peristiwa 1965 maupun 1983, manuver kontra- 
kudeta didasarkan pada kecurigaan yang belum begitu jelas. 
Apakah ini berarti data intelijen yang lemah? Atau pengambilan 
keputusan yang terburu-buru? Atau hanya tindakan berjaga- 
jaga mengatasi kemungkinan ekstrem? Yang jelas, nasib para 
perwira muda di tahun 1983 jauh lebih baik dibandingkan 


23 Hendro Subroto (2009), Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang 
Prajurit Para Komando, hlm. 454 
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Letkol Untung cs di tahun 1965. Para perwira muda di tahun 
1983 tidak mendapatkan sanksi apa-apa, kecuali apa yang dise- 
but “hambatan karir”. 

Lantas bagaimana dengan tahun 1998? 

Jika didasarkan pada analisis Sintong bahwa Pangkostrad 
Letjen Prabowo memiliki kekuatan riil seandainya ia mau me- 
ngerahkan pasukan untuk merebut kekuasaan—maka peme- 
catan Pangkostrad juga dapat dimaknai sebagai kontra-kudeta 
juga. Hanya saja, caranya bukan lagi melalui operasi militer 
atau penculikan. Melainkan menggunakan jalur kekuasaan 
formal yang berada di tangan Presiden. Mengingat Presiden 
Habibie baru beberapa jam menjabat, kontra-kudeta menggu- 
nakan langkah pemutasian jabatan jauh lebih mungkin dan 
efektif daripada pengerahan pasukan anti-kudeta. 

Sayangnya, seperti yang terjadi di tahun 1983, tidak ada 
yang benar-benar berniat melakukan kudeta. Baik Jenderal 
L.B. Moerdani (tahun 1983 dan 1988) maupun Letjen Prabowo 
Subianto (1998), tampaknya memang tidak ingin melakukan- 
nya. Bahwa mereka memiliki ambisi politik untuk menduduki 
jabatan tertentu, mungkin benar. Tetapi merampas kekuasaan 
dengan cara inkonstitusional, mungkin itu hanya pemikiran 
seorang paranoid. 

Ironisnya, apa yang dialami L.B. Moerdani tahun 1983 
dan 1988 terjadi pada diri Prabowo di tahun 1998. Dicurigai 
akan merebut kekuasaan, dan dicopot dari jabatan sebelum 
waktunya. 

Lebih ironis lagi, nasib yang dialami Prabowo ternyata juga 
sama persis dengan nasib Sintong Panjaitan. Mereka sama- 
sama rising star yang dianggap berpeluang besar meniti karier 
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hingga menjadi Panglima ABRI. Tapi karena “kecelakaan se- 
jarah”, jenjang pangkat mereka terhenti sebagai jenderal bin- 
tang tiga. Mereka juga sama-sama harus mengakhiri karier 
militer yang cemerlang, setelah dihadapkan ke Dewan Kehor- 
matan Perwira. 
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Aturan Main Baru 


Militer Indonesia merupakan anak kandung perjuangan 
rakyat melawan penjajahan. Lahirnya ABRI yang kemudian 
bertransformasi menjadi TNI tidak dapat dilepaskan dari rak- 
yat. Maka ketika rakyat sedang belajar hidup berdemokrasi, 
TNI mau tak mau juga harus menerapkan etika dan kaidah 
demokrasi dalam denyut nadinya. 

Dinamika perjuangan TNI diawali ketika negeri ini sedang 
berjuang memertahankan eksistensinya. Dalam proses selan- 
jutnya, ketika Indonesia telah mendapat pengakuan sebagai 
negara berdaulat, TNI ikut berperan mengisi kemerdekaan. 
Penerapan Dwifungsi ABRI dalam berbagai segi kehidupan 
memang telah mewarnai sejarah—terutama di era Orde Baru. 
ABRI menjadi tulang punggung kekuasaan, serta menjadi an- 
dalan bagi penguasa untuk memertahankan kekuasaannya. 
ABRI juga menjadi alat negara yang efektif untuk menangkal 
pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi. 
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Kita pernah mengalami saat-saat ABRI begitu dominan 
dalam kehidupan politik. Kebijakan ekonomi seorang Presiden, 
mungkin saja lebih didasarkan pada pertimbangan seorang 
jenderal SPRI daripada ekonom ahli. Keputusan memilih pe- 
jabat tinggi lebih dilandasi informasi intelijen daripada kapabi- 
litas kandidat. 

SPRI dibentuk bulan Agustus 1966, yang terdiri dari enam 
perwira AD dan dua tim spesialis sipil yang bertugas memberi- 
kan nasihat dalam kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik. 
Pada tahun 1968 berkembang menjadi 12 orang, dan sering 
disebut “kabinet bayangan”. Dipimpin Mayjen Alamsyah se- 
laku koordinator, anggota-anggota intinya terdiri dari Mayjen 
Surjo (keuangan), Kolonel Ali Moertopo (intelijen luar negeri), 
Brigjen Sudjono Humardani (ekonomi), dan Brigjen Yoga Soe- 
gama (intelijen dalam negeri). Selain itu, ada nama-nama lain 
seperti Brigjen Abdul Kadir Prawiraatmadja yang membidangi 
kesejahteraan sosial, Brigjen Slamet Danudirdjo (pembangunan 
ekonomi), Brigjen Nawawi Alif (media massa), Brigjen Su- 
dharmono (umum), Brigjen Sunarso (politik), Brigjen Isman 
(gerakan massa) dan Brigjen Jusuf Singadikane (proyek-pro- 
yek nasional). Sesudah diprotes para mahasiswa dan kelompok- 
kelompok sipil lainnya, Soeharto membubarkan institusi SPRI 
bersamaan dengan pengangkatan kabinet baru pada bulan 
Juni 1968. Tapi pembubaran SPRI itu tidak menyebabkan ber- 
kurangnya pengaruh kalangan anggota-anggotanya yang sa- 
ngat kuat itu.“ Secara personal, mereka tetap berkerumun di 
sekeliling Soeharto untuk memberikan pengaruhnya. 


244 Harold Crouch (1986), Militer dan Politik di Indonesia, hlm. 346-347 
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Kita juga pernah mengalami masa di mana ABRI mengu- 
asai perekonomian, khususnya sektor-sektor strategis, yaitu 
minyak dan sembako. Pada awal era Orde Baru misalnya, 
Mayor Jenderal Ibnu Sutowo memegang kendali atas komoditi 
ekspor terpenting Indonesia, yaitu minyak. Sedangkan Bulog 
(Badan Urusan Logistik) dipercayakan kepada Brigjen Achmad 
Tirtosudiro, sekaligus memegang kekuasaan penuh atas per- 
dagangan bahan mentah. Brigjen Suhardiman menguasai peru- 
sahaan dagang raksasa, PT. Berdikari. 

Itulah saat-saat ketika para jenderal saling berlomba men- 
dekatkan diri ke lingkaran kekuasaan. Berlomba menempatkan 
diri sebagai inner circle. Mereka kadang-kadang mengabaikan 
rantai komando. Secara sinis, mereka sering disebut jenderal- 
jenderal KISS (Ke Istana Sendiri Sendiri). Tak jarang, buahnya 
adalah pengambilan kebijakan yang complicated dan campur 
baur antara pertimbangan politis dan profesional. 

Penerapan Dwifungsi ABRI selama beberapa dekade me- 
mang menimbulkan banyak implikasi. Selain kehidupan de- 
mokrasi sipil yang terpasung, terutama pada saat pemerintahan 
Orde Baru menggapai puncak kejayaannya, muncul side ef- 
fects berupa permainan politik yang dilakukan para jenderal. 
Terutama jenderal-jenderal istana yang mengandalkan akses 
ke penguasa untuk melapangkan karier mereka. Prinsip favo- 
ritisme menggantikan pertimbangan profesional, sehingga 
muncul faksi-faksi dalam tubuh ABRI. 

Tumbangnya Orde Baru membawa banyak dampak posi- 
tif. TNI harus mereformasi diri. Prajurit harus kembali ke barak 
dan harus rela meninggalkan peran sospol yang selama puluhan 
tahun dijalaninya. Penghapusan Dwifungsi ABRI disambut 
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gembira banyak kalangan. Ketika asas-asas demokrasi menjadi 
pijakan, hasrat berkuasa yang ada dalam diri para perwira 
tinggi TNI harus disalurkan ke dalam mekanisme yang lebih 
demokratis. Kalau ingin meraih kekuasaan, mereka harus me- 
lakukan dengan cara konstitusional — yaitu mundur sebagai 
perwira TNI, maju sebagai kandidat, dan mengikuti Pemilu 
dengan asas pemilihan langsung. Ini adalah aturan main baru 
yang lebih demokratis, dibandingkan di masa lalu manakala 
power struggle lebih didominasi intrik, insinuasi, disinformasi, 
saling hasut, dan bisik-bisik. 

Sulit dipungkiri, ada will to power di antara generasi ter- 
akhir dari perwira tinggi yang sempat menikmati masa-masa 
Dwifungsi ABRI. Nama-nama seperti Wiranto, Prabowo, Suti- 
yoso, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono—masih 
sempat menikmati “peran ganda ABRI” dalam karier militer 
mereka. Mereka berada dalam posisi yang tepat dan saat yang 
tepat untuk terus berperan dalam kehidupan politik. 

Dibandingkan para pendahulu mereka seperti M. Jusuf, 
L.B. Moerdani dan Try Sutrisno, orang-orang seperti Wiranto 
dan Prabowo memiliki peluang lebih besar untuk mengadu 
kekuatan secara demokratis menuju kekuasaan. Yaitu melalui 
mekanisme pemilihan umum. Memang, mereka harus me- 
nanggalkan seragam tentara. Namun, pengabdian terhadap 
negara tidaklah memandang apakah seseorang mengenakan 
baju loreng atau sipil. (J 
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Sintong Panjaitan dan Prabowo Subianto banyak punya kesamaan. Sama-sama 
prajurit komando, pangkat mereka terhenti sebagai jenderal bintang tiga. 
Karier militer mereka pun berakhir oleh keputusan Dewan Kehormatan 
Perwira. Pertanyaannya, apakah kelompok Prabowo menjatuhkan Sintong 
dalam Insiden Santa Cruz tahun 1991? Benarkah Sintong balas dendam pada 
Mei 1998 ketika ia jadi penasihat Presiden Habibie? Apakah Letjen Prabowo 
dicopot Habibie dari jabatan Pangkostrad gara-gara bisikan Sintong? Lalu 

Ee EMEA peran mantan Presiden Soeharto dan Jenderal Wiranto? 


Konflik Prabowo-Wiranto-Habibie (dan Sintong di dalamnya) dapat dilacak 
hingga tahun 1980-an, ketika Jenderal L.B. Moerdani masih menjabat 
Panglima ABRI. Sejak itu, peristiwa demi peristiwa saling terkait sampai ke 
detik-detik yang menegangkan ketika Soeharto jatuh. Buku ini mengulas 
beberapa kisah 'kudeta' dan kontra-kudeta, serta masalah politik yang 
melatarbelakanginya. Ditulis dengan gaya bahasa populer yang mengalir dan 
enak dibaca, buku ini mengisahkan bagaimana Soeharto mengorbitkan dan 
menjatuhkan jenderal-jenderalnya. Mulai peristiwa Malari, Petisi 50, 
popularitas M. Jusuf yang tidak disukai Soeharto, dominasi L.B. Moerdani, 
‘Kudeta Benny’, Insiden Santa Cruz, pembentukan ICMI, sampai perebutan 
jabatan Panglima ABRI tanggal 22 Mei 1998. Bersumber dari kesaksian dari 
para pelaku, buku ini mencoba menyajikan fakta objektif yang paling 
mendekati kebenaran, bukan pembenaran. 





